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ABSTRAK 

Keterbukaan informasi menjadi perihal yang penting dalam era 

keterbukaan, dalam pelaksanaannya tentu saja banyak yang terlibat dan 

menjadi kepentingan dalam mengetahui informasi-informasi publik. 

Implementasi kebijakan terhadap keterbukaan informasi mengacu pada 

aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Dalam upaya pelaksanaan keterbukaan infromasi 

tersebut perlu adanya pembentukan PPID sebagai bentuk kebijakan 

terhadap keterbukaan informasi publik. Berangkat dari kebijakan tersebut 

yang menjadi fokus kajian dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini 

dilakukan mengetahui bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan 

informasi publik dan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan 

Patebon Kabupaten Kendal. 

Dalam penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 

data dengan mereduksi data yang disajikan dalam bentuk narasi serta 

diambil kesimpulan melalui analisis implementasi kebijakan model 

Merilee S. Grindle. Pada penelitian ini keberhasilan suatu kebijakan 

diukur oleh dua variabel yang didalamnya mencakup sembilan indikator 

yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo demi 

terwujudnya keterbukaan informasi publik. 

Hasil penelitian ini, masyarakat dalam memperoleh informasi 

melalui akses secara langsung ke kantor desa. Perlu adanya inovasi agar 

keterbukaan informasi publik berjalan lebih optimal dengan akses 

permohonan informasi secara online. Agar memudahkan masyarakat 

dalam memperoleh informasi, sehingga keterbukaan informasi 

publik.dapat terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan yang 

dijalankan oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo sudah terlaksana dengan 

memenuhi sembilan indikator dari dua variabel yaitu content of policy 

dan context of policy. 

 

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi 

Publik. 
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ABSTRACT 

 

Disclosure of information becomes an important subject in the era of 

openness, in practice, of course, many are involved and have an interest 

in knowing public information. Implementation of the policy on 

information disclosure refers to the rules of Law Number 14 of 2008 

concerning Public Information Disclosure. In an effort to implement this 

information disclosure, it is necessary to establish a PPID as a form of 

policy towards public information disclosure. Departing from this policy 

which is the focus of study in writing this thesis. This research was 

conducted to find out how the community obtained public information 

disclosure and to find out how the implementation of policies carried out 

by the Kumpulrejo Village Government, Patebon District, Kendal 

Regency. 

In this study, it was written using qualitative research methods with 

field research types. Data collection was carried out by interview, 

observation and documentation methods. The data analysis technique is 

by reducing the data presented in the form of a narrative and conclusions 

are drawn through an analysis of the policy implementation of the 

Merilee S. Grindle model. In this study the success of a policy is 

measured by two variables which include nine indicators that must be met 

by the Kumpulrejo Village Government in order to realize public 

information openness. 

The results of this study, the community can obtain information 

through direct access to the village office. Innovation is needed so that 

public information disclosure runs more optimally by accessing 

information requests online. In order to make it easier for the public to 

obtain information, so that public information disclosure can be carried 

out properly. The implementation of the policies carried out by the 

Kumpulrejo Village Government has been carried out by fulfilling nine 

indicators from two variables, namely content of policy and context of 

policy. 

 

Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Informasi  merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat 

untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya dan juga 

merupakan bentuk penting bagi ketahanann nasional. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1 dan 2)  

menjelaskan arti dari informasi publik. 

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-

tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, 

fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan 

dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 

dikelola, dikirim, dan/atau  diterima oleh suatu badan publik 

yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 

negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 

publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi peranan penting 

untuk menyelenggarakan negara dan juga salah satu pilar 

pemerintahan yang demokratis, perlu adanya tranparansi demi 
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meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk pemerintah. 

Bersamaan dengan hal tersebut, keterbukaan informasi juga 

meningkatkan responsif terhadap masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi 

masyarakat tidak berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan 

informasi publik. (KIP) ini juga menjadi faktor dorongan demi 

terciptanya Pemerinthan yang bersih dan baik karena pemerintah 

dan badan publik diwajibkan untuk menyediakan informasi 

lengkap mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah secara transparan, 

terbuka dan akuntabel. (Marbun, 2013: 36). Perihal penting yang 

harus di lakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

mengimplementasikan UU KIP, perlu adanya pembentukan tim 

khusus guna melayani keperluan masyarakat serta 

mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara 

cepat, mudah, dan wajar. Tim tersebut adalah PPID (pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi) yang ditunjuk secara 

langsung oleh Badan Publik ataupun Pemerintah Daerah. 

Keberadaan PPID mengartikan dimana keseriusan Badan Publik 

untuk membawa era keterbukaan informasi. Dalam konteks 

pelayanan, PPID sebagai garda utama yang akan berhadapan 

dengan masyarakat secara langsung, terkait dengan informasi yang 

ingin diminta oleh masyarakat maupun memberikan tanggapan 

terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal 

inilah peran PPID sangat penting karena dapat menjadi akses 

terdepan/fasilitator penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh 
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masyarakat (Hkikmat, 2014: 8). Sesuai dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang (KIP), yaitu pada PP Nomor 61 Tahun 2010 pasal 1 ayat 

(4) “Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas 

untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik”. 

Adanya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik 

adalah hal yang penting karena melindungi dan menjamin 

masyarakat untuk memperoleh informasi. Akan tetapi pada 

praktiknya pelaksanaan undang-undang ini belum sepenuhnya 

berjalan dengan mulus. Banyak permasalahan berkait tidak 

transparannya informasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Tiara Indah, dalam penelitian yang dilakukan mengenai 

implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota 

Tasikmalaya yang dijalankan oleh lembaga pemerintah 

(DISKOMINFO). Berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan 

teori implementasi kebijakan yang melibatkan 4 faktor yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam 

penelitiannya terdapat dua faktor yang memiliki hambatan yaitu 

faktor komunikasi dan sumberdaya. Walaupun komunikasi antara 

pembuat kebijakan dengan para implementatornya sudah berjalan 

dengan baik, dan komunikasi antara implementator dengan media 

lokal di Tasikmalaya sesuai dengan tugasnya. Akan tetapi 

komunikasi antara implementator dengan publik dalam 

menyebarluaskan informasi belum sepenuhnya terpenuhi dengan 
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baik. Kemudian juga mempunyai faktor lain mengenai sumber 

daya dalam implementasi kebijakan informasi belum maksimal 

dengan baik dikarenakan jumlah staf dan fasilitas yang belum 

menunjang kinerja petugas (Indah, 2018: 21). 

Dengan banyaknya masalah terkait tentang transparansi 

informasi dan akuntabilitas dari informasi agar berjalan dengan 

maksimal dan sebagainya, maka perlu ditetapkan kebijakan. 

Kebijakan diartikan sebagai kumpulan keputusan yang dipakai 

oleh kelompok politik atau pelaku politik, dengan maksud untuk 

mencapai dan memilih tujuan. Untuk menjalankan tujuan tersebut 

diperlukan adanya kebijakan (policies) agar usaha dalam 

menjalankan tujuan tetap berada dalam batasan yang telah 

ditetapkan (Eko, 2012: 5) mengartikan bahwasanya dalam konteks 

pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik dapat 

berjalan maksimal ketika didukung oleh kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.  

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan 

wawancara untuk mengetahui informasi terkait dengan 

pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa Kumpulrejo, adapun hasil 

wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa 

pemerintah Desa Kumpulrejo telah mengeluarkan beberapa 

kebijakan untuk mendukung implementasi KIP dan dalam 

pengamatan peneliti Desa Kumpulrejo merupakan satu-satunya 

desa di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang memiliki 
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kebijakan adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi), oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

dalam lagi mengenai kebijakan tersebut, sehingga peneliti akan 

melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan 

Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo 

Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal” khususnya pada 

pengimplementasian keterbukaan informasi, dan peneliti juga ingin 

mengetahui kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah Desa Kumpulrejo dalam keterbukaan informasi publik. 

Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti ingin mengetahui 

implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik serta 

mengetahui bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan 

informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon 

Kabupaten Kendal. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka  rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan informasi 

publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten 

Kendal ? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi 

publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten 

Kendal ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui masyarakat dalam memperoleh 

keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan 

Patebon Kabupaten Kendal. 

2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan 

informasi publik di Desa Kumpulrejo  Kecamatan Patebon 

Kabupaten Kendal. 

D. Manfaat Penelitian 

Selanjutnya peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

keilmuan politik melalui teori implementasi kebijakan dan 

Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dikaji untuk bahan acuan dan sebagai 

pembelajaran khususnya untuk peneliti, dan pada umumnya 

untuk pembaca serta masyarakat sebagai warga negara yang 

mempunyai hak untuk memperoleh informasi. 
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E. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang implementasi kebijakan keterbukaan 

informasi publik telah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti 

terdahulu. Berikut dibawah ini beberapa penelitian-penelitian 

terdahulu yang peneliti jadikan acuan dalam penelitian ini akan 

dibagi menjadi 2 (dua) tema yaitu implementasi kebijakan dan 

transparansi informasi publik.  

1. Implementasi Kebijakan  

Penelitian tentang implementasi kebijakan telah diteliti 

oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Muhammad Arfian 

(2017), Resky Ananda Putri (2021), dan Mahi M. Hkikmat 

(2014). 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arfian 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017 yang 

berjudul “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

Ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan 

Riau”. Fokus pada tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

implementasi keterbukaan informasi publik yang ditinjau dairi 

undang-undang No. 14 tahun 2008 khususnya pada Provinsi 

Kepulauan Riau. Data penelitian yang diperoleh dari 

wawancara dan metode yang digunakan yaitu metode 

kepustakaan dari buku-buku referensi. Analisis yang digunakan 

yaitu pendekatan kualitatif yang terjadi dilapangan. Dalam 

penelitian tersebut, implementasi keterbukaan informasi publik 

di Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan optimal sehingga 



8 

 
 

perlu menjadi sorotan aparatur pemerintahan untuk dapat 

konsisten dalam meningkatkan implementasi keterbukaan 

informasi publik. Yang mana upaya yang harus dilakukan 

Kepala Daerah dapat bertindak kepada aparatur pemerintahan 

untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik 

harus sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 14 tahun 

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu 

minimnya pemahaman tentang PPID sesuai dengan undang-

undang yang mana informasi yang wajib disediakan dan 

bersifat dirahasiakan masih sulit untuk diidentifikasikan, 

sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman terkait 

pengelolaan  informasi serta perlu adanya upaya pemerintah 

dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik 

dalam hal pengaplikasian melalui media website (Arfian, 2017: 

75). 

Kedua, penelitian selanjutnya skripsi yang ditulis oleh 

Resky Ananda Putri Universitas Hasanuddin Makassar tahun 

2021 dengan mengangkat topik kajian “Implementasi 

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten 

Jeneponto”. Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang 

bagaimana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik 

di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

(DISKOMINFOTIK) Kabupaten Jeneeponto. Denan jenis 

metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini pengumpulan 
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data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Fokus kajian dalam  penelitian ini adalah  berkaitan 

dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistika di Kabupaten Jeneponto 

belum terlaksana dengan baik hal tersebut dikarenakan belum 

terlalu optimal dalam penyebaran informasi di media massa 

sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan keefektifan 

dalam mengakses informasi publik (Putri, 2021: 86). 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mahi M. Hkikmat 

Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung tahun 2014 

dengan judul “Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi 

Publik pada Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat 

Tahun 2013”. Penelitian ini dilakukan dengan cara sosialisasi, 

observasi, penyebaran angket, kemudian penetapan hasil. 

Dalam penelitian tersebut memberikan 3 (tiga) point hasil 

kajian terhadap Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota 

khususnya di Provinsi Jawa Barat, yaitu (a) Badan Publik 

Kabupaten/Kota sudah mengupayakan kinerjanya dengan 

sungguh-sungguh perihal menerapkan dan menjalankan untuk 

keterbukaan informasi publik di Badan Publik pada bidangnya 

masing-masing pada tahun 2013. (b) Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2013 mengalami 

percepatan yang signifikan dalam mengimplementasikan 
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keterbukaan informasi publik dibandingkan pada tahun 2012 

yang lalu. (c) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat 

mendapati susunan peringkat yang patut di apresiasikan dalam 

mengimplementasikan keterbukaan informasi publik diantara 

Badan Publik (Hkikmat, 2014: 66). 

 

2. Transparansi Informasi Publik 

Penelitian tentang transparansi informasi publik telah 

diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Siti Jumrah 

(2013), Nuraqsah (2021), dan Nurul Janatul Wataniah (2020). 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Jumrah Universitas 

Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat tahun 2013 dengan judul 

“Analisis Keterbukaan Informasi dalam Mendukung 

Pelayanan Publik di Kantor Camat Kecamatan Kaway XVI 

Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, yang mana dengan cara melakukan 

observasi dan wawancara secara langsung terhadap 

warga/informan yang memahami permasalahan yang sedang 

diteliti. Dari penelitian tersebut menemukan fakta bahwa 

keterbukaan informasi publik di Kantor Camat Kaway 

Kabupaten Aceh Barat belum berjalan dengan ketentuan yang 

sesuai dalam UU keterbukaan informasi publik dikarenakan 

keterbatasnya dalam sarana informasi publik yang dimiliki 

kantor kecamatan, dengan adanya kendala tersebut, maka 

penyampaian informasi yang diminta oleh masyarakat tidak 
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maksimal. Faktor terkendalanya keterbukaan informasi 

khususnya di kantor Kecamatan Kaway dikarenakan tidak 

memiliki dukungan dalam sarana penyampaian informasi 

melalui website/media sosial, dan penyampaian informasi 

kepada masyarakat hanya dilakukan secara manual dengan 

bentuk cetakan selembaran kertas yang ditempelkan pada papan 

pengumuman di area kantor kecamatan, oleh sebab itu tidak 

semua masyarakat dapat menjangkau informasi (Jumrah, 2013: 

50). 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nuraqsah Universitas 

Muhammadiyah Makassar tahun 2021 yang berjudul “ 

Pengaruh Transparansi Informasi Publik Terhadap 

Partisipasi Masyarakat di Desa Moncongloe Kabupaten 

Maros”. Pada jenis penelitian ini menggunakan pendekatan 

metode kuantitatif. Teknik penelitian ini yaitu random sampling 

pada masyarakat setempat. Hasil dari penelitian tersebut yaitu 

dari sample sebanyak 98 responden ada 82,2% partisipasi dari 

masyarakat yang di dapatkan di Desa Moncongloe karena 

adanya pengaruh dari transparansinya informasi publik yang 

tergolong cukup baik. Selain itu juga mendapatkan penilaian 

bahwa dalam transparansi informasi publik di lingkungan 

masyarakat sekitar sudah berjalan sesuai dengan prosedur, 

tujuan serta mekanisme sistem keterbukaan informasi publik 

(Nuraqsah, 2021: 85). 
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Janatul Wataniah 

Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020 dengan judul 

“Transparansi Informasi Pelayanan di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Dompu 

(Studi Kasus Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”. Jenis penelitian tersebut 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan 

observasi dan wawancara. Dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa transparansi informasi untuk pelayanan 

pembuatan izin usaha pada Dinas Penanaman Modal di 

Kabupaten Dompu meliputi 4 (empat) point, yakni (1) pada 

sistem pelayanan DPMPTSP sudah dipublikasikan dengan jelas 

dan mudah untuk dipahami oleh pengguna layanan. Dalam 

pembuatan surat izin ini mendeskripsikan bahwa sistem ini 

yang diterapkan pada masyarakat dianggap cukup baik dan 

jelas, (2) dari standar sprosedur pelayanan publik DPMPTSP di 

Kabupaten Dompu belum di kategorikan terbilang baik, dan hal 

tersebut bisa dilihat dari terpublikasinya semua standar prosedur 

pelayanan yang seharusnya menjadi tolak ukur dari penilaian 

pengguna layanan terhadap instansi terkait, (3) proses 

pelayanan DPMPTSP di Kabupaten Dompu sudah mudah 

diakses serta mudah untuk dipahami oleh masyarakat, dengan 

adanya kemudahan dalam sistem pelayanan tersebut maka 

pelayan ini memiliki tingkat keterbukaan dan transparansi yang 
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cukup tinggi, (4) masyarakat sudah mudah dalam mengakses 

informasi (Wataniah, 2020: 61). 

Penelitian mengenai keterbukaan informasi publik dan 

implementasinya sudah banyak diteliti. Namun, penelitian ini 

akan berfokus pada implementasi kebijkan keterbukaan 

informasi publik. Adapun posisi penelitian ini adalah 

pengembangan dari penelitian implementasi kebijakaan 

keterbukaan informasi publik, yang mana fokus kajian dalam 

penelitian ini yaitu objek tempat penelitian yang berbeda, 

karena sejauh pengetahuan peneliti sampai saat ini belum 

pernah ada yang mengkaji tentang implementasi keterbukaan 

informasi publik khususnya di kantor pemerintah desa di Desa 

Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Selain 

fokus kajian pada objek tempat yang berbeda, peneliti juga akan 

mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dari aparatur desa 

terkait dalam keterbukaan informasi publik serta mencari 

kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan 

pemerintah desa dalam hal menjalankan keterbukaan informasi 

publik. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu 

lebih menekankan pada analisis atau deskriptif, yang berkenaan 

dengan data yang bukan angka. Metode penelitian kualitatif 
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terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi 

yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan 

(Sugiyono, 2017: 206). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

Research). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field 

Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena 

dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya 

adalah data yang berasal dari lapangan (Dedy Mulyana, 2004: 

160). Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi kasus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala 

sosial terhadap suatu kasus yaitu dengan cara menganalisnya 

secara mendalam. Kasus-kasus tersebut bisa berupa seseorang, 

sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, suatu 

masa atau peristiwa, sebuah proses, atau suatu satuan kehidupan 

sosial. Kemudian semua data yang di dapat secara langsung 

ataupun tidak langsung memiliki hubungan sangkut paut dengan 

kasus tersebut dikumpulkan dan data yang telah diperoleh tersebut 

disusun sedemikian rupa sehingga bisa mencerminkan menjadi 

sebuah kasus Soewadji, 2012: 56). 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Primer.  

Pada data primer diperoleh dari sumber data pertama berasal 

dari Pemerintah Desa Kumpulrejo sebagai objek utama 
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pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan keterbukaan 

informasi publik, dan data juga diperoleh melalui hasil 

wawancara dan observasi dari masyarakat. 

b. Sekunder.  

Sumber data sekunder yaitu sebagai data pendukung yang 

berkaitan dengan fungsi guna memperjelas data primer 

tersebut yaitu, undang-undang dasar (UUD), undang-undang 

keterbukaan informasi publik (UU KIP), peraturan pemerintah 

(PP), peraturan daerah (PERDA), buku-buku teori ahli dan 

lain-lain. 

 

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Metode yang dipilih dalam 

penelitian ini menggunakan teknik (gabungan), dan alat yang akan 

digunakan untuk mengumpulkan data meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sehingga peneliti dapat memahami 

fakta-fakta yang ada di lapangan (Sugiyono 2017: 234). 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau 

lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara 

yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa 

informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara disebut sebagai 

salah satu cara pengumpulan data untuk suatu kepentingan atau 
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tujuan tertentu. (Soewadji 2012: 154). Dan pada penelitian ini, 

peneliti sudah mewawancarai aparatur desa, tim PPID 

berjumlah 3 orang, dan masyarakat sekitar desa sejumlah 2 

orang. 

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek yang diteliti. 

Dalam hal ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah melihat proses pelayanan informasi dengan 

mendatangi Desa Kumpulrejo. Pada penjelasan teknik observasi 

memiliki dua jenis teknik yaitu participant observation dan non 

participant observation. Penelitian ini menggunakan jenis non 

participant observation yang mana peneliti tidak perlu ikut 

menjadi objek yang diobservasi, dan peneliti menggunakan 

naturalistic observation jenis observasi yang dilakukan secara 

ilmiah tanpa usaha untuk memanipulasi kejadian dengan tujuan 

eksperimen, yang berarti peneliti berada diluar objek yang 

sedang diteliti dan tidak menempatkan dirinya sebagai subjek 

yang melakukan penelitian (Soewadji 2012: 158). 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi 

adalah cara mencari data atau informasi dari catatan-catatan, 

buku-buku, surat kabar, majalah dan lainnya. Dokumen yang 

dimaksud seperti SK tim PPID beserta tupoksinya, surat 



17 

 
 

permohonan informasi, APBDes, dan lain-lainnya. Dari 

dokumen tersebut akan menjadi data guna membantu peneliti 

dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti 

(Soewadji 2012: 160). 

 

4. Teknik Analisis Data 

Selanjutnya data di analisis dengan menggunakan Teknik. 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan 

data dalam periode tertentu. Pada saat peneliti melakukan 

wawancara, peneliti harus sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai 

setelah di analisis terasa belum cukup memuaskan maka peneliti 

akan mengajukan pertanyaan kembali, sampai pada tahapan 

tertentu diperoleh data yang dianggap mempunyai kredibel. Miles 

dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Aktivitas dalam analisis data memiliki tiga tahapan (Sugiyono 

2017: 242), yaitu: 

a. Reduksi data 

Data yang telah diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci oleh 

karena itu perlu mereduksi data dengan merangkum dan 
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memilah milih hal-hal yang pokok bahasan dan memfokuskan 

hal yang terpenting sesuai dengan tema yang sedang diteliti. 

b. Penyajian data 

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa 

dilakukan dalam bentuk penjelasan narasi, uraian singkat, 

bagan dan hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan 

Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017) juga menjelaskan 

bahwa penyajian data dalam penelitan kualitatif yang paling 

sering digunakan yaitu berupa teks yang sifatnya naratif 

(Sugiyono 2017: 245). 

c. Kesimpulan 

Selanjutnya yang dilakukan dalam sebuah penelitian 

adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan biasanya masih bersifat sementara dan akan 

berubah jika tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan 

pendukung pada tahap proses pengumpulan data di waktu 

berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang diuraikan pada 

tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti data yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang mempunyai kredibelitas dan 

telah terverifikasi (Sugiyono 2017: 246).  
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BAB II 

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

 

A. Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Kata ‘kebijakan publik’ terdiri dari dua susunan kata 

yaitu kebijakan dan publik. Banyak para ahli mendefinisikan 

arti dari kata kebijakan, salah satunya adalah Thomas Dye 

menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever 

governments choose to do or not to do). Definisi tersebut 

menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, 

Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton dalam Said 

(2019) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai 

“kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara 

keseluruhan”. Yang mana hal tersebut mengandung konotasi 

tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan 

kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Lasswell dan Kaplan 

melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, 

menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan 

yang berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik. Friedrich 

mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan 
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adalah adanya tujuan, sasaran, atau kehendak (Said Zainal 

Abidin, 2019 : 6). 

Selanjutnya pengertian publik dari rangkaian kata 

‘kebijakan publik’ mempunyai tiga konotasi yaitu pemerintah, 

masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi 

subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi 

subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, 

sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “what government 

do or not to do”. Kebijakan pemerintahlah yang dapat 

dianggap kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai 

kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk 

mematuhinya. Sedangkan dalam dimensi lingkungan yang 

dikenai kebijakan disini adalah masyarakat. oleh karena itu, 

keputusan seorang menteri untuk mewajibkan stafnya 

memakai pakaian seragam pada hari-hari tertentu bukan 

termasuk kebijakan publik. Hal tersebut merupakan instruksi 

atasan kepada bawahan. Keputusan menteri yang dianggap 

sebagai kebijakan publik jika kebijakan tersebut mencakup 

semua orang dalam hubungannya dengan bidang tugas 

menteri yang bersangkutan. Sebagai contoh, kebijakan tentang 

ekspor-impor yang dibuat oleh Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan, dan sebagainya (Said Zainal Abidin, 2019 : 7). 

Menurut Eystone dalam Abdul (2015) mendefinisikan 

pengertian dari kebijakan publik yaitu (hubungan yang terjadi 
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atau berlangsung antara pemerintahan dengan lingkungannya). 

Demikian pula, Wilson merumuskan arti kebijakan publik 

yaitu tberbunyi “(tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan 

pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu, 

langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal 

diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan 

yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi 

(atau tidak terjadi))” (Abdul Wahab, 2015: 13). Maksud dari  

penjelasan yang diuraikan oleh mereka adalah kegiatan serta 

tindakan pemerintah pasti memiliki masalah yang berbeda 

beda dalam lingkupnya yang sudah terjadi maupun yang tidak 

terjadi. 

Pressman dan Wildavsky dalam Abdul (2015) 

menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah kata benda yang 

berkaitan dengan kata kerja “mengimplementasikan” yang 

saling berhubungan dengan baik. Oleh karena itu, proses 

penerapan kebijakan membutuhkan pertimbangan yang 

cermat dari dua ahli perintis dalam studi implementasi ini. 

Akibatnya, kita tidak boleh salah mengira bahwa proses itu 

sendiri akan berjalan dengan mulus. Demikian pula terdengar 

agak mirip dengan pandangan dari kedua ahli ini, yaitu Van 

Meter dan Van Hom (1975) dalam Abdul (2015) yang 

mendefinisikan bahwa proses implementasi sebagai 

“(tindakan yang diambil baik secara individu pejabat 

pemerintah ataupun kelompok pemerintah atau swasta untuk 
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mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan)” 

(Abdul Wahab, 2015: 135). 

Walaupun disadari bawa kebijakan publik dapat 

dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. 

Dalam konteks modul ini kebijakan publik dipahami sebagai 

pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan 

pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang 

pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, 

dan sebagainya (Taufiqurokhman, 2014 : 13).  

Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang 

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, 

maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi 

ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan publik 

harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-

praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup 

berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan 

publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, 

transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Disamping itu, 

dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat 

nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, 

Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan 

Bupati/Walikota. 
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2. Ciri-Ciri dan Jenis Kebijakan Publik 

Ciri adalah sifat khusus dalam mengenal sesuatu 

berdasarkan keterangan. Untuk mengetahui sifat khusus atau 

ciri-ciri dari kebijakan sulit membedakan antara kebijakan 

dengan keputusan biasa dalam birokrasi pemerintahan. 

Kebijakan adalah keputusan, tetapi tidak semua keputusan 

adalah kebijakan. Menurut Anderson (Said Zainal Abidin, 

2019 : 23) ciri-ciri dari kebijakan adalah sebagai berikut : 

1) Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather 

than random or chance behavior. Yaitu, kebijakan publik 

yang bersifat memiliki tujuan, berorientasi pada tujuan 

daripada perilaku acak atau kebetulan. 

2) Public policy consist of courses of action-rather than 

separate, discrete decision, or actions-performed by 

government officials. Artinya, suatu kebijakan tidak 

berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun, 

ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam 

masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, 

interpretasi, dan penegakan hukum. 

3) Policy is what government do-not what they say will do 

or what they intend to do. Kebijakan adalah apa yang 

dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin 

atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. 

4) Public policy may either negative or positive. Kebijakan 

dapat berbentuk negative atau melarang dan juga dapat 
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berupa pengarahan untuk melaksanakan atau 

menganjurkan. 

5) Public policy is based on law and is authoritative. 

Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga 

mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat 

mengikutinya.  

Memahami jenis kebijakan itu sendiri sangat penting 

untuk manajemen kebijakan. Jika pemangku kepentingan atau 

sekelompok pelaku kebijakan tidak memahami jenis kebijakan 

maka mereka mungkin tidak dapat menghasilkan kebijakan 

publik yang efektif. Oleh karena itu banyak pakar yang 

membuat atau mengajukan jenis kebijakan dengan sudut 

pandang masing-masing seperti salah satunya yang dicetuskan 

oleh James Anderson dalam Suharno (2013) menyampaikan 

kategori tentang kebijakan publik tersebut yaitu (Suharno, 

2013: 15-16). 

a) Kebijakan subtantif versus kebijakan prosedural. 

Kebijakan subtantif yaitu kebijakan yang menyangkut 

apa yang akan dilakukan pemerintah. Sedangkan 

kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan 

subtantif tersebut dapat dijalankan. 

b) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus 

kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif itu sendiri 

menyangkut distribusi pelayan atau kemanfaatan pada 
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masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah 

kebijakan  yang berupa pembatasan atau  pelarangan  

terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. 

c) Kebijakan material  versus kebijakan simbolis.  

Kebijakan material adalah kebijakan  yang  dapat 

menghasilkan keuntungan sumber daya konkrit pada 

kelompok atau (target group). Sedangkan kebjakan 

simbolis  adalah kebijakan yang memberikan manfaat 

simbolis pada kelompok sasaran. 

d) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum 

(public goods)  dan barang privat (privat goods). 

Kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang 

atau sistem pelayanan publik. Sedangkan kebijakan 

privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan 

barang atau pelayanan untuk pasar bebas.   

3. Proses Kebijakan Publik 

Pada proses kebijakan publik adalah serangkaian 

aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan 

yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut Nampak dalam 

serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, 

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi 

kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas 

perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi 

kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas 

yang lebih bersifat intelektual (Subarsono, 2005: 8). 
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Gambar Proses Kebijakan Publik 

Sumber: AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, 

Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, h. 9. 

 

1. Tahap Perumusan Masalah 

Ada tiga hal yang perlu dilaksanakan : 

a. Membangun persepsi dikalangan masyarakat bahwa 

sebuah fenomena dianggap sebagai masalah. 

b. Membuat batasan masalah. 

c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat 

masuk dalam agenda pemerintah. 

2. Tahap Formulasi dan Rekomendasi Kebijakan 

Pada tahap ini perlu mengumpulkan dan menganalisis 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang 

bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan 

alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan 

melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah 

kebijakan yang dipilih. 

 

Perumusan 
Masalah

Formulasi 
Kebijakan

Rekomendasi 
Kebijakan

Implementasi 
Kebijakan

Evaluasi 
Kebijakan
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3. Tahap Implementasi Kebijakan 

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, 

dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam 

proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan 

sanksi agar implementasi tersebut berjalan dengan baik. 

4. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan 

Dampak Kebijakan 

Tahap implementasi kebijakan akan dihasilkan kinerja 

dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses 

berikutnya yaitu evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna 

bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan dating, 

agar kebijakan yang akan dating lebih baik dan berhasil 

(Suharno, 2013 : 24-25). 

4. Tujuan Kebijakan Publik 

Tujuan kebijakan public dapat dibedakan melalui : 

1) Sumber daya /resources, yaitu antara kebijakan publik 

yang bertujuan mendistribusikan sumber saya negara dan 

yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Contoh, 

kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan 

kepada daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah 

sumber daya. 

2) Regulatif dan deregulatif, kebijakan regulative bersifat 

mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, 

kebijakan HAM, kebijakan pengadaan barang dan jasa, 
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dan sebagainya. Sedangkan kebijakan deregulatif bersifat 

membebaskan, seperti kebijakan penghapusan tarif, 

kebijakan privatisasi. 

3) Dinamisasi dan stabilisasi, kebijakan yang bersifat 

menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai 

kemajuan tertentu yang dikehendaki, seperti kebijakan 

desentralisasi. Sedangkan kebijakan stabilisasi adalah 

menghambat dinamika yang terlalu cepat agar tidak 

merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, 

ekonomi maupun sosial. Contohnya, kebijakan tentang 

keamanan negara dan kebijakan penetapan suku bunga. 

4) Memperkuat negara dan pasar, kebijakan yang 

memperkuat negara adalah kebijakan yang mendorong 

lebih besarnya peran negara, seperti kebijakan tentang 

pendidikan nasional yang menjadikan negara sebagai 

pelaku utama pendidikan nasional daripada publik. 

Sedangkan kebijakan yang memperkuat pasar adalah 

kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran publik 

atau mekanisme pasar daripada peran negara, seperti 

kebijakan privatisasi BUMN dan kebijakan Perseroan 

Terbatas (PT). (Hayat, 2018 : 33)  
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B. Implementasi Kebijakan  

1. Pengertian Implementasi Kebijakan  

Implementasi merupakan terjemahan dari kata 

‘implementation’, berasal dari kata kerja ‘to implement’. 

Selanjutnya kata ‘to implement’ mengutip dari Webster’s 

Dictionary buku (Tachjan, 2006 : 23), dimaksudkan sebagai : 

“(1) to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide 

with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give 

practical effect to. (3) to provide or equip with implements”. 

Makna pertama kata ‘to implement’ dimaksudkan 

“membawa ke suatu hasi (akibat); melengkapi dan 

menyelesaikan”. Kedua,  “menyediakan sarana (alat) untuk 

melaksanakan sesuatu”. Ketiga “menyediakan atau 

melengkapi dengan alat”. Jadi secara etimologis implementasi 

dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian 

dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan 

sarana (alat) untuk memperoleh hasil. 

Selanjutnya apabila dirangkaikan dengan kebijakan maka 

dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau 

pelaksanaan suatu kebijakan public yang telah ditetapkan/ 

disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai 

tujuan kebijakan. 

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses 

menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. 

Praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang 



30 

 
 

begitu kompleks, dan tidak jarang berisikan politis karena 

wujudnya yang intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 

2016 : 126). 

Implementasi kebijakan publik dilakukan oleh negara 

melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi 

kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah 

untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yaitu 

memberikan pelayanan publik (Suharno, 2013 : 169). 

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan 

Pada umumnya proses implementasi cenderung pada 

pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas ke bawah. 

Apa yang telah diimplementasikan adalah apa yang telah 

diputuskan. Namun, dalam masyarakat yang demokratis, 

peranan rakyat sebagai pemilik negara selalu harus 

diindahkan. Sehubungan dengan kecenderungan dari 

implementasi yang bersifat sentralistis dan prinsip demokrasi, 

implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan, 

yaitu : 

1) Pendekatan struktural 

Pedekatan ini melihat dari peran institusi atau organisasi 

sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, 

proses perumusan kebijakan perlu dilakukan bersama 

dengan proses penataan institusi. Hal ini dapat dipahami 

mengingat organisasi adalah wadah dan alat untuk 

melaksanakan fungsi pemerintah. 



31 

 
 

2) Pendekatan prosedural atau manajerial 

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk 

langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan. 

Pandangan ini bersifat teknis. Prosedural yang paling 

penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan 

tata urutan, baik pengertian prioritas berdasarkan 

signifikansi, maupun prioritas menurut waktu. Dalam tata-

urutan yang berdasarkan signifikansi, ada langkah-langkah 

penting yang tidak boleh ditinggali, namun dalam urutan 

waktu belum tentu langkah-langkah tersebut harus 

didahulukan.  

3) Pendekatan kejiwaan atau behavior 

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau 

penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pengaruh 

faktor kejiwaan dalam suatu kebijakan sangat penting, 

bahkan lebih penting dari substansi yang terkandung dalam 

kebijakan. 

4) Pendekatan politik 

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari politik, baik 

dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari 

persaingan antarkekuatan politik dalam masyarakat, 

maupun dalam pengertian politik sebagai kekuatan dan 

pengaruh dalam organisasi atau antarinstansi, yang disebut 

sebagai politik dalam birokrasi. Pendekatan ini 

menyangkut kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan 
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dari organisasi atau unit-unit dalam sebuah organisasi 

(Said Zainal Abidin, 2019 : 155-157). 

3. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle 

Merilee S. Grindle  dalam bukunya yang berjudul Politics 

and Policy Implementation in the Third World (1980) dalam 

Encep (2019) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan 

kurang diperhatikan. Hanya sedikit yang membahas mengenai 

karakteristik kebijakan dan program yang saling berhubungan 

terhadap permasalahan yang muncul dalam proses 

implementasi. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk 

mengkaji dan menganalisa lebih jauh lagi kaitannya dengan 

implementasi kebijakan (Encep, 2019: 62). 

Ada dua masalah tentang implementasi kebijakan yang 

berkaitan dengan content dan context pada kondisi-kondisi 

tertentu dalam pelaksanaan program-program kebijakan, dua 

masalah tersebut yaitu : (1) What effect does the content of 

public policy have on its implementation? (apa akibat dari isi 

kebijakan publik dalam implementasinya?). (2) How does the 

political context of administrative action affect policy 

implementation? (bagaimana konteks politik dari tindakan 

administratif mempengaruhi implementasi publik?) 

Berangkat dari pertanyaan di atas tersebut menjadi dasar 

Grindle untuk membuat suatu model proses implementasi 

kebijakan yang keberhasilannya diukur dan dipengaruhi oleh 
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dua elemen yaitu : isi kebijakan (the content of policy) dan 

konteks kebijakan (the context of policy). 

Grindle dalam bukunya meninjau bahwa proses 

implementasi kebijakan secara umum adalah sebagai proses 

yang bertujuan untuk mendirikan sebuah jaringan yang 

memungkinkan tujuan-tujuan dari kebijakan publik terlaksana 

sebagai suatu hasil luaran dari kegiatan-kegiatan 

pemerintahan. Menurutnya, kebijakan publik diterjemahkan 

ke dalam program-program yang dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dinyatakan dalam 

kebijakan (Grindle, 1980 : 6). 

Selain itu, Grindle berpendapat bahwa : 

“… the study of the process of policy implementation 

almost necessarily involves investigation and analysis 

of concrete action programs that have been designed as 

a means of achieving broader policy goals?” 

 

Yang maknanya adalah bahwa kajian investigasi dan 

analisa mengenai program-program aksi nyata yang telah 

dibentuk dilibatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau 

sasaran kebijakan secara luas dalam suatu proses 

implementasi kebijakan. Namun, kelemahan dari analisa 

Grindle yaitu perbedaan antara kebijakan dan program dalam 

praktiknya sangat sulit untuk dipertahankan. 

Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan 

implementasi kebijakan dapat dievaluasi dalam hal 
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kemampuan untuk menjalankan program yang telah dibentuk 

tersebut atau disebut implementability. Seluruh implementasi 

kebijakan dinilai dengan cara mengukur sejauh mana hasil 

luaran program tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan-

tujuan kebijakan yang ditetapkan. Di bawah ini model proses 

implementasi yang dirumuskan oleh Grindle : 

 

 

Gambar Implementasi sebagai sebuah Proses Politik dan 

Administratif 

Sumber: Merilee S. Grindle, Politics and Policy 

Implementation in the Third World, New Jersey : Princeton 

University Press, 1980, h. 11 

 

Dari model implementasi kebijakan di atas, kebijakan 

publik diterjemahkan ke dalam program aksi (action 

programs) dengan maksud untuk mencapai tujuan kebijakan 

yang diharapkan. Maksud dibentuknya program aksi dan 

proyek perorangan tersebut adalah untuk menimbulkan 
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perubahan pada lingkungan dimana kebijakan tersebut akan 

diimplementasikan. Dan perubahan tersebut merupakan hasil 

luaran dari program yang dijalankan. 

Merilee S. Grindle sendiri berargumen bahwa “…the 

process of implementation is greatly affected by the kinds of 

objectives that have been specified for it and by the manner in 

which the goals have been stated” (Grindle, 1980 : 8).  Bahwa 

proses implementasi sangat dipengaruhi oleh tujuan yang 

telah dispesifikasikan untuk itu, dan dimana sasaran-sasaran 

telah dinyatakan. Sehingga setiap keputusan tentang jenis 

kebijakan yang akan dicapai dan bentuk program yang akan 

dilaksanakan dianggap sebagai faktor integral dalam 

menentukan kesuksesan pelaksanaan program tersebut. 

Menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino (2016) 

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua 

variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (content of policy) 

dan konteks kebijakan (context of policy) (Agustino, 2016 : 

143-144). 

1) Content of Policy (isi kebijakan) 

a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang 

mempengaruhi) 

Yaitu berkaitan dengan berbagai kepentingan yang 

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. 

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan 

dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak 
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kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap 

implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui 

lebih lanjut. 

b. Type of Benefits (tipe manfaat) 

Yaitu berupaya untuk menunjukkan bahwa dalam 

suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis 

manfaat yang menunjukkan dampak positif yang 

dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang 

hendak dilaksanakan. 

c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang 

ingin dicapai) 

Dalam suatu kebijakan mempunyai target yang ingin 

dicapai. Content of Policy dalam poin ini adalah 

bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau 

ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan 

harus mempunyai skala yang jelas. 

d. Site of Desicion Making (letak pengambilan 

keputusan) 

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan 

memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu 

kebijakan, maka pada poin ini harus dijelaskan 

dimana letak pengambilan keputusan dari suatu 

kebijakan yang akan diimplementasikan. 
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e. Program Implementator (pelaksana program) 

Dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung 

dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten 

dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.  

f. Resources Commited (sumber-sumber daya yang 

digunakan) 

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung 

oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar 

pelaksanaannya berjalan dengan baik 

 

2) Context of Policy (lingkungan kebijakan) 

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved 

(kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi 

dari aktor yang terlibat) 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan 

kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang 

digunakan oleh para aktor yang terlibat guna 

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu 

implementasi kebijakan.  

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik 

lembaga dan rezim yang berkuasa) 

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut 

dilaksanakan juga berpengaruh terhadap 

keberhasilannya, maka dalam hal ini ingin dijelaskan 
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karakteristikdari suatu lembaga yang akan turut 

mempengaruhi suatu kebijakan. 

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan 

dan adanya respon dari pelaksana) 

Hal ini penting dalam proses pelaksanaan suatu 

kebijakan yaitu kepatuhan dan respon dari para 

pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin 

ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari 

pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. 

C. Keterbukaan Informasi Publik 

1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik 

‘Keterbukaan Informasi Publik’ terdiri dari tiga susunan 

kata. Yang pertama yaitu keterbukaan. Makna terbuka atau 

transparan memiliki arti jernih, jelas, nyata dan mudah 

dipahami. Keterbukaan menunjukkan pada tindakan berbagai 

kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan 

informasi faktual. Misalnya, keterbukaan dalam 

penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan informasi 

faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses 

penyelenggaraan pemerintahan (Suharno, dkk. 2006: 16). 

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makan, dan pesan, baik 

data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, 

didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan 
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dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 

Sedangkan informasi publik, dalam ketentuan umum 

Undang-undang KIP dijelaskan bahwa informasi publik 

adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 

dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya 

yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain 

yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Dari makna-makna di atas, dapat dikatakan bahwa 

keterbukaan informasi publik adalah memberikan atau 

menyajikan secara faktual, terbuka, jelas dan transparan yang 

berkaitan dengan informasi-informasi pemerintah baik yang 

diterima, dikelola yang berkaitan dengan penyelenggaraan-

penyelenggaraan pemerintahan, baik disajikan dengan 

berbagai kemasan seiring berjalannya perkembangan 

teknologi informasi ataupun secara langsung. 

Selain menjadi salah satu hak asasi manusia dan 

merupakan kebutuhan mendasar bagi pengembangan diri dan 

sosial setiap orang, keterbukaan informasi merupakan 

komponen penting dari keamanan nasional. Selain itu, penting 

bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang fungsi, 

peran, dan operasinya badan publik agar dapat bekerja sama 

secara efektif dengan mereka. Di negara bagian, inilah yang 
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membuat KIP penting. Orang dapat memperoleh pengetahuan 

yang cukup melalui informasi, menjadikannya salah satu 

faktor yang berkontribusi pada partisipasi praktis mereka. 

Setiap badan atau lembaga publik, baik dalam hal 

perseorangan, kelompok, badan hukum, maupun badan publik 

lainnya, tidak dapat dipisahkan dari pengawasan rakyat karena 

merupakan lembaga yang fungsi dan tanggung jawab 

utamanya terkait dengan penyelenggaraan negara (Moenek, 

2020: 6). 

2. Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi Publik 

Dalam langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik 

sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi 

manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis 

yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang 

transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses 

pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses 

pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi dalam 

bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun 

kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah dan lain 

sebagainya (Retnowati, 2012 : 56). 

Pada dasarnya ketentuan keterbukaan informasi telah 

diamanatkan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, 

bahwa : 
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“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

meyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 

saluran yang tersedia.” 

Akan tetapi amanat untuk melakukan keterbukaan 

informasi dalam konstitusi tersebut, dalam mekanisme dan 

jaminan hukum bagi pemohon atas haknya atas informasi 

belum diatur secara jelas dan tegas. Oleh karena itu, undang-

undang KIP memperkuat jaminan hak atas informasi tersebut, 

sehingga kepastian hukum mengenai KIP dapat dilaksanakan 

secara nyata dan menyeluruh dalam semua bidang kehidupan. 

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan harus 

bertumpu pada prinsip-prinsip negara hukum dan asas- asas 

yang mendasari masing masing instrumen tersebut. Kaitannya 

dengan keterbukaan informasi publik, pemerintah telah 

membentuk undang-undang yang mengatur ketentuan tersebut 

di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

Selanjutnya dalam mewujudkan pelaksanaan undang-

undang tersebut, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah 

kaitannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 
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Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

3. Prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik 

Prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi disebutkan 

dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 

KIP, diantaranya yaitu: 

1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses 

oleh setiap pengguna informasi publik. 

2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan 

terbatas. 

3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap 

pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, 

biaya ringan dan sederhana. 

4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia 

sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan 

kepentingan publik didasarkan pada pengujian tentang 

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi 

diberikan kepada masyarakat serta setelah 

dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup 

informasi publik dapat melindungi kepentingan yang 

lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 

Dari prinsip-prinsip di atas yang ada dalam undang-

undang KIP sangat memenuhi standar administrasi bagi 
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nasional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan 

karakteristik pemerintahan terbuka, yaitu: 

a. Hak publik atas informasi publik 

b. Hak publik untuk mengamati perilaku pejabat dalam 

menjalankan fungsi publik 

c. Hak publik untuk mengikuti pertemuan-pertemuan publik  

d. Hak publik untuk berpartisipasi dalam perumusan 

kebijakan dan pengawasan pelaksanaannya  

e. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta 

dan kebenaran 

f. Mekanisme hukum mengajukan keberatan terhadap 

otoritas yang independen apabila hak-hak di atas 

dilanggar 

g. Kelembagaan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, 

kebebasan berbicara (Moenek dkk, 2020 : 10-11). 

4. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik 

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 

tentang KIP, disebutkan bahwa tujuan dan manfaat 

keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:  

1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana 

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik 

dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan 

pengambilan suatu keputusan publik. 
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2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan kebijakan publik. 

3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan 

publik yang baik. 

4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu 

yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta 

dapat dipertanggungjawabkan. 

5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi 

hajat hidup orang banyak. 

6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di 

lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan 

informasi yang berkualitas. 

Dengan adanya pengelolaan dan pelayanan informasi 

yang baik di badan publik, diharapkan dapat menghasilkan 

transparansi bagi masyarakat dan elemen terkait lainnya. 

Dengan hak mengetahui pembuatan, pelaksanaan, dan alasan 

kebijakan publik, yang merupakan unsur paling mendasar 

untuk terjadinya keterlibatan masyarakat. 
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5. Hak dan Kewajiban serta Informasi yang Disediakan 

Kaitannya dengan Undang Undang Keterbukaan 

Informasi Publik 

Dalam memperoleh suatu informasi, setiap orang 

mempunyai hak dan kewajibannya sebagai pengguna 

informasi sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 4 dan 5 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 : 

“Hak Pemohon Informasi Publik : (1) Setiap Orang 

berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: 

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. 

menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum 

untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan 

salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai 

dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. 

menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon 

Informasi Publik berhak mengajukan permintaan 

Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) 

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan 

gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh 

Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. 

“Kewajiban Pengguna Informasi Publik : (1) Pengguna 

Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan 

sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik 

yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. 
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Selain pemohon dan pengguna informasi, hak dan 

kewajiban pada penyedia informasi atau yang disebut sebagai 

badan publik juga diuraikan dalam undang-undang KIP 

tersebut, sebagaimana berikut : 

“Hak Badan Publik : (1) Badan Publik berhak menolak 

memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan 

Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik 

apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak 

dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat 

membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan 

dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan 

usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan 

hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan 

rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang 

diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”. 

“Kewajiban Badan Publik : (1) Badan Publik wajib 

menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan 

Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya 

kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik 

wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, 

dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan 

Publik harus membangun dan mengembangkan sistem 

informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi 

Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses 

dengan mudah. 4) Badan Publik wajib membuat 

pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang 

diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi 

Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, 
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ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan 

keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan 

sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik”. 

Setiap informasi mempunyai kriteria tersendiri dalam hal 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala, yang mana sudah dituangkan dalam Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 : 

“(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi 

Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang 

berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai 

kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi 

mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) 

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi 

Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban 

menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa 

yang mudah dipahami. (5) Cara-cara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan 

Publik terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan 

Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan 

Petunjuk Teknis Komisi Informasi”. 

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara berkala, adapun informasi yang wajib diumumkan 
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secara serta-merta, dalam Pasal 10 undang-undang KIP, yaitu 

: (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta 

suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang 

banyak dan ketertiban umum. (2) Kewajiban 

menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau 

oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 

Kriteria informasi selanjutnya adalah informasi yang 

wajib tersedia setiap saat, dalam pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa : 

“(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik 

setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi 

Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak 

termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan 

Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan 

yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana 

kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan 

pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan 

Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan 

yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang 

terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan 

Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; 

dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi 

Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) 

Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi 

masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau 

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai 

Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna 

Informasi Publik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik 
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menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh 

Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis 

Komisi Informasi”. 

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian 

pejabat adalah seorang pegawai pemerintah yang memegang 

jabatan tetap tertentu. Dengan kata lain, pejabat adalah 

seseorang yang bekerja-fungsi, yang diberikan mandat dalam 

suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi pada 

pelaksanaan wewenang. 

Sedangkan Informasi dalam ketentuan umum undang-

undang adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-

tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, 

fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan 

dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 

Pengertian dokumentasi dikutip dari Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengumpulan, pemilihan, 

pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang 

pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai 

pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti 

gambar, kutipan, dan bahan referensi lain. 
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Dalam Pasal 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik, yang dimaksud dengan pejabat pengelola informasi 

dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di 

bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ 

atau pelayanan informasi di badan publik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

mewajibkan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah 

provinsi (pemerintah daerah) sebagai lembaga publik 

pemerintah untuk mengimplementasikan, pembentukan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Sedangkan pemerintah kabupaten-kota menyesuaikan sesuai 

kebutuhan jika dipandang perlu, serta dapat pula membentuk 

PPID sebagai pintu implementasi keterbukaan informasi 

publik. 

Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik 

pada pasal 13 menjelaskan tentang tata cara melaksanakannya 

sesuai dari pedoman pada standar layanan informasi dan 

berlaku secara nasional, yakni demi mewujudkan pelayanan 

informasi yang cepat, tepat dan sederhana dibutuhkan adanya 

PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) yang 

ditunjuk langsung dari pemimpin/pemerintah daerah, serta 

menyusun cara penyediaan layanan informasi dengan cepat, 

mudah serta wajar dan dapat dipahami oleh masyarakat. 
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Dalam pasal 13 ayat (2), Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional. 

PPID bertugas untuk dan atas nama institusi atau 

lembaga publik yang melakukan pengelolaan, penyediaan, 

pelayanan, dan dokumentasi informasi publik, sebagai garda 

terdepan dari setiap badan atau lembaga publik dalam 

memberikan pelayanan informasi kepada publik. Tujannya 

adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan bertanggung jawab (good governance). Sebab esensi 

keterbukaan informasi publik menuntut penerapan prinsip-

prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta 

pasrtisapasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik 

melalui peran aktif dari masyarakat sebagai sarana optimal 

dalam penerapan pengawasan publik demi terwujudnya 

penyelenggaraan negara yang lebih baik (Kenda, 2015 : 166). 
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BAB III 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA 

KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN 

KENDAL 

 

A. Gambaran Umum Desa 

1. Sejarah Desa 

Desal Kumpulrejo aldalla lh desal kolonisalsi ya lng da ltalng da lri 

beberalpa l daleralh di Jalwa l Tengalh daln Jalwa l Timur, Wilalya lh 

Timur ditalndali dengaln alda lya l  tokoh sejalralh  dalri jalwa l Tengalh 

ya litu Ky Da lmi ya lng merupa lka ln ka lki ta lnga ln dalri Temenggung 

Mertowijojo. Wilalya lh Timur   merupalka ln ka lwa lsa ln pertalnialn, 

pa ldal talhun 1857 penduduk desal  dengaln jumla lh yalng kuralng 

da lri 50 kk. Maltal pencalhalrialn penduduk palda l sala lt itu halnya l 

menga lnda llka ln halsil pertalnialn saljal. mereka l membuka l da ln 

mengga lralp ta lnalh ya lng telalh  telalh alda l palda l sa lalt itu, 

sedalngka ln pa lda l wila lya lh sebelalh uta lral ya lng ditalnda li a lda lnya l 

Tokoh Sejalralh Dema lng Allima ln ya lng ya lng beralsa ll dalri jalwa l 

Timur Belialu salnga lt terkenall denga ln kekua lta ln da ln 

ka ldikda lya la lnya l da ln memiliki tomba lk ya lng da lpa lt berubalh 

menjaldi ulalr besalr jenis welalng. Penduduk sebela lh utalral 

berma ltal pencalhalrialn berkebun di sekeliling  ruma lh denga ln 
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ditalna lma lmi talna lma ln polowijo dialntalralnya l talnalma ln koro daln 

sebalgia ln mela lut untuk mencalri ikaln. 

Kaltal Kumpulrejo merupalka ln do’al ya lng bera lsall da lri 

ka lta l kumpul daln redjo. Kumpul mempunya li a lrti berga lbung 

da llalm kesa ltualn ma lsya lra lka lt dallalm wila lya lh Dukuh (Malrong 

wetaln, Malrong Kulon, Korowelalng Lor da ln Korowelalng 

Kidul) sedalngka ln ka lta l Redjo mempunya li a lrti keberka lhaln 

ha lsil. Jaldi Kumpulrejo beralrti berga lbungnya l ma lsya lralka lt 

da llalm kesa ltua ln wilalya lh Dukuh  untuk kema lkmura ln daln 

Keberkalha ln. 

Alda lpun jalbalta ln kepallal desal a ltalupun luralh Desal 

Kumpulrejo dalri ma lsa l kema lsal a ldallalh sbb : 

1. Talhun 1897 – 1921 Dema lng Allima ln 

2. Talhun 1921 – 1930 Luralh Suralt 

3. Talhun 1930 – 1940 Luralh Simoh 

4. Talhun 1940 – 1947 Luralh Sumorejo denga ln calrik 

Supalrdi 

5. Talhun 1947 - 1948 Luralh Supalrdi 

6. Talhun 1948 – 1982 Luralh S Palni Calrek Slalmet Soeka ldie 

7. Talhun 1982 - 1985 Pj Calrek Sla lmet Soeka ldie 

8. Talhun 1985 – 1993 Lura lh Sri Purwalti dengaln ca lrik 

Slalmet Soeka ldie 

9. Talhun 1993 - 2003 Kepalla l desal M Alksin denga ln ca lrik 

Slalmet Soeka ldie  Talhun 2001 Calrek Moh Ndhori 
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10. Talhun 2003 - 2008 Kepa llal desal Trismono da ln Moh 

Ndhori  sebalga li sekdes 

11. Talhun 2008 - 2015 Kepallal desal Ba lsuki daln Moh Ndhori 

sebalga li sekdes 

12. Talhun 2015 - 2016 Kepallal desal Moh Ndhori (Pj, Kepa llal 

Desal) daln Moh Ndhori seba lga li sekdes 

13. Talhun 2016 - 2022 Kepallal Desal Ba lsuki daln Moh Ndhori 

sebalga li sekdes (2017) da ln Alfif Muhalmma ld seba lga li 

Sekdes (2018 – 2022) 

14. Talhun 2023 - seka lralng Kepallal Desal Faleson daln Alfif 

Muhalmmald seba lga li sekdes (2022 - seka lralng) 

 

2. Visi daln Misi Desal 

Berikut visi daln misi Desal Kumpulrejo Kecalma ltaln 

Pa ltebon Kalbupalten Kenda ll. Terwujudnya l ma lsya lra lka lt Desal 

Kumpulrejo yalng tertib, sehalt daln kondusif dalla lm ta ltal 

kehidupaln ya lng demokra ltis, cerdals, ma lndiri, krealtif daln 

produktif dilalndalsi oleh a lkhla lk mulial da llalm ralngka l 

menca lpa li/menuju terwujudnya l Kendall Beribalda lt (Bersih 

indalh balroka lh a lma ln da ln tertib), ma lmpu meningka ltka ln 

pelalya lna ln daln kesejalhteralaln lalhir baltin berdalsalrka ln Palncalsilal 

da ln UUD 1945. 
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Rumusa ln visi tersebut merupalka ln sualtu ungka lpa ln da lri 

sualtu nialt ya lng luhur untuk memperbaliki da llalm 

Penyelengga lra laln Pemerintalhaln daln Pelalksa lna laln 

Pemba lnguna ln di Desal Kumpulrejo balik secalral individu 

ma lupun kelemba lga la ln sehingga l ke depaln Desal Kumpulrejo 

menga lla lmi sualtu perubalha ln ya lng lebih balik da ln peningka ltaln 

kesejalhterala ln ma lsya lra lka lt dilihalt dalri segi ekonomi denga ln 

dilalnda lsi sema lnga lt kebersalma la ln da llalm Penyelengga lra laln 

Pemerintalhaln daln Pelalksa lna laln Pemba lnguna ln.  

1. Bersalma l ma lsya lra lka lt memperkua lt kelemba lga la ln desal 

ya lng a lda l untuk mela lya lni ma lsya lralka lt secalral optima ll. 

2. Mewujudka ln Alpa lralt Pemerintalh Desal ya lng berfungsi 

sebalga li pelalya ln ma lsya lra lka lt ya lng profesionall, berda lya l 

guna l da ln berhalsil gunal, sehingga l terwujud Pemerintalha ln 

Desal ya lng bersih daln berwiba lwal. 

3. Bersalma l ma lsya lra lka lt da ln Kelemba lga la ln Desal 

menyelengga lra lka ln pemerintalha ln desal da ln mela lksa lna lka ln 

pemba lnguna ln desal ya lng pa lrtisipaltif. 

4. Bersalma l ma lsya lra lka lt da ln kelemba lga la ln ma lsya lra lka lt da lla lm 

mewujudka ln Desal Kumpulrejo yalng a lma ln, tentralm da ln 

da lma li. 
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5. Bersalma l ma lsya lra lka lt daln kelemba lga la ln memberda lya lka ln 

ma lsya lralka lt untuk meningka ltka ln kesejalhterala ln 

ma lsya lralka lt. 

6. Untuk menumbuh kemba lngka ln keingina ln ma lsya lralka lt 

da llalm memenuhi kebutuhaln kehidupaln sehalri-ha lri sesua li 

denga ln situalsi daln kondisi Sumber Dalya l Allalm (SDAl) 

Desal Kumpulrejo. 

7. Menjaldika ln Desal Kumpulrejo sebalga li desal sentral 

pertalnialn, desal ya lng ma lmpu mewujudkaln pertalnialn ya lng 

modern denga ln mengemba lngka ln pengguna la ln pupuk 

orga lnik ya lng ra lma lh lingkunga ln. 

8. Menjaldika ln ma lsya lra lka lt Desal Kumpulrejo berbudi 

pekerti luhur, talngguh, seha lt jalsma lni da ln rokha lninya l, 

cerdals, paltriotik, berdisiplin, krea ltif, produktif, berjiwa l 

Ima ln da ln bertalqwa l sertal demokra ltis demi terciptalnya l 

SDM ya lng berkua llitals. 

9. Meningka ltka ln upa lya l pemeraltala ln pemba lnguna ln di sega llal 

bidalng pa ldal semua l lalpisaln ma lsya lra lka lt untuk 

mewujudka ln kemalkmura ln. 

10. Meningka ltka ln inisialtif perencalna laln pemba lngunaln, 

pemberdalya la ln ma lsya lra lka lt daln peralnaln wa lnital sertal 

generalsi muda l jugal menega lkka ln suprema lsi hukum ba lgi 

ma lsya lralka lt. 
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3. Kondisi Geogralfis 

Desal Kumpulrejo merupa lka ln sa llalh saltu desal da lri 

sebalnya lk 18 desa l ya lng a lda l di Kecalma lta ln Paltebon Kalbupalten 

Kendall. Kalntor desal tersebut berallalma lt di Jallaln Ra lden Paltalh 

KM 3.5 Desal Kumpulrejo Kecalma lta ln Paltebon Kalbupalten 

Kendall. 

 

Ga lmbalr Petal Desal Kumpulrejo Kecalma lta ln Pa ltebon 

Kalbupalten Kendall 
Sumber : Google Malps 

Desal Kumpulrejo berjalralk 7,6 km da lri pusalt Kotal Kenda ll 

da ln berjalralk 39 km da lri Kotal Sema lra lng. Luals keseluruhaln 

Desal Kumpulrejo sebesalr 119,00 Hal a ltalu 1,19 km2. Seca lral 

geogra lfis Desal Kumpulrejo berbalta lsaln dengaln: 

Sebelalh Ba lralt : Sungali Bodri, Desa l Malgersa lri 

Kecalma ltaln Paltebon 

Sebelalh Timur : Desal Jalmbea lrum, Desa l Sukolilaln, daln 

Desal Ba lngunrejo Kecalma lta ln Paltebon 
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Sebelalh Utalra l : Desal Wonosalri Kecalma lta ln Paltebon 

Sebelalh Selaltaln  : Desal Purwosalri Kecalma lta ln Paltebon 

 

4. Kondisi Topogralfis 

Desal Kumpulrejo beralda l di da ltalraln rendalh sekitalr 7-13 m 

dialtals permuka la ln lalut. Letalk Desa l Kumpulrejo alda llalh 

6°54’03,66”S daln 6110°10’4,74”E. Dengaln ma lsing-ma lsing 

wilalya lh dibalngun denga ln pemukima ln seluals 63 hal, pertalnialn 

salwa lh seluals 58,5 hal, laldalng/tega llaln seluals 11 hal, 

perka lntoraln seluals 0,25 ha l, sekolalh seluals 0,75 ha l, jallaln 

seluals 20 hal, daln lalpalnga ln sepalk bolal seluals 1 ha l. Desal 

Kumpulrejo merupalka ln tipologi alreal persalwa lhaln, juga l 

bersebelalha ln dengaln sunga li bodri di sebelalh balra lt, 

menjaldika ln wilalya lh Desa l Kumpulrejo balnya lk dipenuhi 

denga ln lalda lng talmba lk. Sehingga l ba lnya lk penduduk desal ya lng 

membua lt talmba lk/ laldalng dengaln muda lh ka lrenal peraliraln 

lalngsung bersebelalha ln denga ln sunga li bodri. 

Selalin memiliki potensi a llalm berupal sunga li bodri, 

sepalnjalng sunga li tesebut menga liri salmpa li denga ln la lut. Kalrenal 

jalralk Desa l Kumpulrejo ke wilalya lh la lut halnya l sekitalr 8 km 

denga ln jalralk tempuh 20 menit. Di sekita lr pinggir ja llaln desal 

ya lng bertepikaln jallaln denga ln lalda lng/ talmba lk, di talna lmi 

denga ln balnya lk pepohonaln ya lng rindalng seperti pepohonaln 

ma lngga l da ln ka lmbojal. Sehingga l wila lya lh Desa l Kumpulrejo 
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pa ldal wa lktu sore halri suhu daln sua lsalnalnya l semilir denga ln 

hembusa ln alngin la lut. Nalmun palda l sialng ha lri udalra l ya lng a lda l 

di wilalya lh Desa l Kumpulrejo bersuhuka ln pa lnals ka lrenal 

bersinggunga ln dekalt denga ln lalut. 

 

5. Kondisi Demogra lfis 

a. Jumlalh Penduduk  

Jumlalh penduduk berdalsalrka ln ya lng diperoleh dalri 

Da ltal Kependuduka ln daln Pencaltaltaln Sipil Semester I 

Talhun 2022 di Desal Kumpulrejo terdalpa lt 1.665 jiwal la lki-

lalki da ln 1.693 jiwal perempua ln dengaln jumla lh seluruhnya l 

3.358 jiwal. Da lri keseluruha ln tersebut terdalpalt 1.162 KK 

(Kalrtu Kelualrga l) ya litu seba lnya lk 911 KK ya lng dikepa llali 

oleh lalki-la lki da ln sebalnya lk 251 KK ya lng dikepa llali oleh 

perempualn. 

 

Galmbalr Gralfik jumla lh penduduk berdalsalrka ln jenis 

kela lmin 

Jumlah Penduduk 
Desa Kumpulrejo

Laki-laki Perempuan
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Galmbalr Da ltal jumla lh penduduk talhun 2022 

Sumber Daltal Algrega lt Kependudukaln 

Dipendukcalpil 

 

b. Jumlalh Penduduk Berdalsa lrka ln Usial 

Jumlalh penduduk Desal Kumpulrejo palda l talhun 

2022 lebih dominaln penduduk ya lng berusial 35-39 ta lhun 

pa ldal jenis kelalmin perempua ln ya lng berjumlalh lebih da lri 

148 jiwal daln sebalnya lk 147 jiwal berjenis kelalmin la lki-

lalki. Sehingga l menda lpalti alngka l 8,78% jumla lh penduduk 

ya lng lebih dominaln pa ldal rentalng usial tersebut. 
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Galmbalr Da ltal jumla lh penduduk talhun 2022 

Sumber Daltal Algrega lt Kependudukaln 

Dipendukcalpil 

 

c. Tingka lt Pendidika ln Malsya lra lka lt Desal Kumpulrejo 

Pa ldal talhun 2022 dalri da ltal jumlalh penduduk 

ma lsya lralka lt Desa l Kumpulrejo terdalpalt bebera lpal 

kla lsifika lsi jenjalng tingka lt pendidika ln ma lsya lra lka lt, ya litu 

a ldal sebalnya lk 1.202 ora lng ya lng tidalk a lta lu belum 

bersekolalh, sebalnya lk 254 oralng belum ta lma lt SD, 
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sebalnya lk 712 ora lng denga ln tingka lt pendidikaln Talma lt 

SD/ MI, 524 oralng denga ln tingka lt pendidika ln SLTP/ 

MTs, 525 oralng denga ln tingka lt pendidikaln SLTAl/ MAl, 

33 oralng denga ln tingka lt pendidika ln Diploma l I II II, da ln 

a ldal sebalnya lk 103 oralng denga ln tingka lt pendidikaln Stra ltal 

I, sertal a ldal sebalnya lk 5 ora lng denga ln tingka lt pendidika ln 

Straltal II. Berikut dibalwa lh ini gra lfik jumla lh penduduk 

Desal Kumpulrejo dengaln tingka lt pendidikaln ma lsing-

ma lsing. 

 

Galmbalr Gralfik Jenjalng Tingka lt Pendidikaln 

 

d. Kondisi Kesehaltaln Malsya lra lka lt Desal Kumpulrejo 

berdalsalrka ln daltal RPJMDes 2018-2023, kondisi 

kesehalta ln dalri daltal a lngka l kela lhiraln daln a lngka l kema ltialn 

ya lng didalpa lt terdalpalt sejumla lh 48 ora lng ba lyi ya lng 

dilalhirka ln daln untuk alngka l kema ltialn balyi a lda llalh 0 oralng. 
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Da llalm menjallalni progralm kesehalta ln untuk ba lyi dalla lm 

calkupa ln imunisa lsi, Desal Kumpulrejo telalh mela lkuka ln 

imunisalsi polio 3 sebalnya lk 48 ora lng da ln imunisa lsi DPT-

1 sebalnya lk 45 oralng. 

Pengguna la ln dallalm ralngka l pemenuhaln alir bersih di 

wilalya lh Desal Kumpulrejo terhalda lp walrga l ma lsya lra lka lt, 

telalh dilalkuka ln dia lntalra lnya l sebalgia ln ma lsya lra lka lt 

pengguna l a lir bersih : 

1. Pengguna l sumur ga llia ln : 61   KK 

2. Pengguna l a lir PAlH : 908   KK 

3. Pengguna l smur pompa l : 67   KK 

4. Pengguna l sumur hidraln umum : 0   KK 

5. Pengguna l a lir sunga li : 0   KK 

 

e. Alga lma l 

Da ltal Kealga lma la ln Desal Kumpulrejo paldal talhun 

2022, aldal sebalnya lk 3.357 oralng pemeluk a lga lma l Isla lm 

da ln 1 oralng denga ln pemeluk a lga lma l kepercalya laln. 

Dialntalra l lalinnya l tidalk terdalpa lt ma lsya lra lka lt Desa l 

Kumpulrejo ya lng memeluk a lga lma l la lin. Daln untuk 

wilalya lh di Desal Kumpulrejo Kecalma lta ln Paltebon ini 

terdalpa lt 12 bualh Malsjid/ Mushollal tempa lt untuk 

beribalda lh ma lsya lra lka lt Desal Kumpulrejo. 

6. Kondisi Ekonomi 
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Bentuk ma lta l pencalha lrialn ma lsya lralka lt Desal Kumpulrejo, 

sebalgia ln alda l di bidalng pertalnialn, peternalka ln da ln perika lnaln. 

Berikut daltal wilalya lh ma ltal pencalhalrialn ma lsya lra lka lt Desal 

Kumpulrejo berdalsalrka ln RPJMDes 2018-2023 dialntalra lnya l : 

a. Pertalnialn 

1. Pa ldi salwa lh : 58,5 hal 

2. Jalgung : 9    hal 

3. Kelalpa l : 0,4 hal 

4. Singkong : 0,3 hal 

5. La lin-la lin : 0,1 hal 

 

b. Peternalka ln 

1. Kalmbing : 72 ekor 

2. Sa lpi : 27 ekor 

3. Alya lm : 500 ekor 

4. Itik : 200 ekor 

5. Burung : 79 ekor 

6. La lin-la lin : 30 ekor 

 

c. Perikalna ln 

1. Talmba lk ika ln : 0,5 hal 

2. La lin-la lin : 0,3 hal 
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Berikut jenis pekerjala ln seba lgia ln ma lsya lralka lt ya lng a lda l di 

Desal Kumpulrejo Kecalma lta ln Paltebon Kalbupalten Kenda ll : 

1. Petalni : 854 oralng 

2. Pedalga lng : 167 oralng 

3. PNS : 36 oralng 

4. Tukalng : 29 oralng 

5. Guru : 20 oralng 

6. Bidaln/ Peralwa lt : 2 oralng 

7. TNI/ Polri : 1 oralng 

8. Pensiunaln : 7 oralng 

9. Sopir/ Alngkuta ln : 24 oralng 

10. Buruh : 129 oralng 

11. Jalsa l persewala ln : 96 oralng 

12. Swalstal : 32 oralng 

 

7. Kondisi Pemerintalhaln Desal 

Lemba lga l pemerintalha ln Desal Kumpulrejo Kecalma ltaln 

Pa ltebon Kalbupa lten Kendall terdiri dalri beberalpal a lpa lra lt desal, 

dialntalralnya l 1 (sa ltu) oralng Kepalla l Desal, 1 (sa ltu) oralng 

Sekretalris Desal, 11 (sebela ls) oralng Pera lngka lt Desa l, da ln 9 

(sembilaln) oralng BPD. 

Pemba lgia ln wilalya lh di Desal Kumpulrejo Kecalma ltaln 

Pa ltebon, terdalpalt 4 (empa lt) dusun, ya litu Dusun Korowela lng 
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Lor (6 RT), Dusun Korowela lng Kidul (8 RT), Dusun Ma lrong 

Kulon (6 RT), daln Dusun Malrong Wetaln (8 RT). 

Berikut jumla lh lemba lga l kema lsya lra lka lta ln ya lng a lda l di 

Desal Kumplulrejo Kecalma lta ln Paltebon Kalbupalten Kenda ll. 

1. LPM : 1 

2. PKK : 1 

3. Posyalndu : 4 Pos 

4. Penga ljialn : 4 Kelompok 

5. Alrisaln : 4 Kelompok 

6. Simpaln Pinjalm : 2 Kelompok 

7. Kelompok Ta lni : 2 Kelompok 

8. Ga lpokta ln : 1 Kelompok 

9. Kalralng Talrunal : 4 Kelompok 

10. Orma ls/ LSM : 1 Kelompok 

11. La lin-la lin : 2 Kelompok 

 

B. Keterbukalaln Informalsi Publik di Desal Kumpulrejo 

Kecalmaltaln Paltebon Kalbupalten Kendall 

Keterbuka laln secalral umum a ldallalh ralsa l toleralnsi daln menjaldi 

lalnda lsaln utalma l da llalm berkomunika lsi, konsep keterbuka la ln dallalm 

malnda lt khusus dalri Unda lng-Unda lng Nomor 6 Ta lhun 2014 

tentalng Desa l ya lng ma lna l menjelalska ln pa ldal pa lsall 24 menga lta lka ln 

salla lh saltu alsa ls ya lng menda lsalr dallalm ra lngka l penyelengga lrala ln 
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pemerintalh desal ya litu denga ln konsep keterbuka laln. Da llalm ra lngka l 

menjalmin pelalksa lna la ln keterbukala ln informa lsi publik, ma lka l telalh 

ditetalpka ln daln disalhka ln Unda lng-Unda lng No 14 Talhun 2008 

tentalng Keterbukala ln  Informa lsi  Publik, selalin itu telalh pulal 

dikelualrka ln peralturaln pela lksa lnal unda lng-unda lng tersebut yalitu 

Peralturaln Pemerintalh Nomor 61 Talhun 2010 tentalng pelalksa lnala ln 

UU Nomor 14 Talhun 2008 tentalng Keterbukala ln Informa lsi 

Publik, ya lng menga ltur secalra l lebih rinci daln detalil mengena li 

taltalca lral pelalksa lnala ln keterbuka la ln informa lsi publik. 

Sebelum mengeta lhui alda lnya l implementalsi keterbuka la ln 

informa lsi publik di sualtu lemba lga l pemerintalha ln, sebalga li a lpalra ltur 

desal ya lng menga ltur daln menjallalnka ln progra lm-progra lm kerjal, 

sudalh selalya lknya l mengetalhui terlebih dalhulu alka ln aldalnya l 

peralturaln-peralturaln terka lit dengaln perundalng-unda lnga ln ya lng 

menga ltur tentalng Keterbuka la ln Informa lsi Publik. Pera lturaln ya lng 

menyinggung keterbukala ln informa lsi yalitu Unda lng-Unda lng 

Nomor 14 Talhun 2008 tenta lng Keterbuka laln Informa lsi Publik daln 

peralturaln pelalksa lna l undalng-unda lng ya litu Peralturaln Pemerintalh 

Nomor 61 Talhun 2010 tenta lng pelalksa lna laln Unda lng-Undalng KIP.  

Da lri halsil walwa lnca lral ya lng telalh peneliti lalkuka ln kepa lda l 

salla lh saltu peralngka lt desa l ya litu Balpa lk Chuma lidi ya lng ma lna l 

belialu selalku ka lsi pemerintalha ln dallalm struktur orga lnisalsi desal, 

menga lta lka ln balhwa l alpalra ltur desal ya lng a ldal di Desal Kumpulrejo 

telalh mengeta lhui dallalm menyelengga lra lka ln pemerintalha ln perlu 
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aldalnya l konsep alsals keterbuka la ln dalri undalng-unda lng desal Nomor 

6 talhun 2014, lebih khusus alturaln yalng menga ltur tentalng 

keterbukala ln tersebut alda l da llalm unda lng-unda lng ya lng menga ltur 

tentalng konsep keterbukala ln ya litu undalng-unda lng Nomor 14 

talhun 2008 tentalng Keterbuka la ln Informa lsi Publik da ln alturaln 

pelalksa lnal unda lng-unda lng KIP ya litu Peralturaln Pemerintalh Nomor 

61 talhun 2010. Ha ll tersebut peneliti temuka ln jugal di website Desal 

Kumpulrejo dallalm templa lte PPID a lda lnya l pemba lha lsaln tentalng 

konsep keterbuka laln informa lsi balik dalla lm undalng-undalng desal 

daln undalng-unda lng KIP. Da llalm ha ll ka litaln penyimpa lnaln a lturaln-

alturaln terka lit keterbukala ln informa lsi publik telalh disimpa ln da lla lm 

alrsip desal daln diuploald dalla lm website desal. 

 

Ga lmbalr Alrsip Dokumen a lturaln-a lturaln Keterbuka laln 

Informa lsi Publik 

Sumber Website Desal kumpulrejo.desal.id 

 

Da llalm sosiallisalsi undalng-unda lng da ln a lturaln kepa lda l 

peralngka lt desal juga l telalh dilalkuka ln, ya lng ma lna l sosiallisalsi 
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tersebut diralngka lika ln denga ln ralpalt-ra lpa lt kerjal disetialp 6 (enalm) 

bulaln seka lli, daln dilualr ralpa lt rutin ya litu diwalktu tertentu ketika l 

aldal ya lng ha lrus didisukusika ln dalla lm ra lpa lt pun menyinggung 

sedikit denga ln mensosiallisa lsikaln a lturaln keterbukala ln informa lsi di 

selal-sela l pemba lhalsa ln ralpalt. Selalin kepalda l peralngka lt desal, Ba lpalk 

Chumalidi jugal menuturka ln sosiallisalsi alturaln keterbukala ln 

informa lsi dilalkuka ln sewa lktu-wa lktu da ln disebalrka ln melallui 

WhaltsAlpp Group Desal Kumpulrejo, yalng beralnggota lka ln 

perwalkilaln da lri setialp RT (Rukun Tetalngga l) daln RW (Rukun 

Walrga l) Desal Kumpulrejo.  

Da lri penga lma lta ln peneliti di ka lntor Desal Kumpulrejo 

ditemukaln a lda lnya l spa lnduk berupal ba lga ln da lri struktur alnggota l 

alpalraltur desal sertal profil biogra lfi yalng lengka lp denga ln na lma l 

alnggota l, keduduka ln jalba lta ln daln tuga ls pokok da ln fungsi daln 

struktur tersebut juga l suda lh dibalgika ln melallui website desa l 

(lalmpira ln 3.1.2.). Berikut ini alda llalh susunaln orgalnisalsi daln talta l 

kerjal pemerintalh Desal Kumpulrejo Kecalma lta ln Paltebon 

Kalbupalten Kendall. 
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Galmbalr Susunaln Orga lnisalsi daln Taltal Kerjal Pemerintalh Desal 

Kumpulrejo Kecalma ltaln Paltebon Kalbupalten Kendall 

Sumber Penga lmbilaln ga lmba lr dalri ka lntor Desal Kumpulrejo 

 

Pemerintalh Desal Kumpulrejo telalh menyedia lka ln salra lna l daln 

pralsalra lnal penyalmpa lia ln informa lsi untuk ma lsya lra lka lt ya lng ingin 

meminta l informa lsi dengaln bertujualn da lpalt dialkses a ltalu diperoleh 

secalral muda lh, ya litu denga ln mela llui mejal lalya lna ln informa lsi, 

palpaln pengumuma ln, website Desal, daln informa lsi-informa lsi 

algenda l kegia ltaln yalng dibalgika ln mela llui lalma ln Falcebook, 

Insta lgra lm, da ln Yotutube (la lmpira ln 3.3.1. - 3.3.5.). 

Ba lpalk Chuma lidi jugal menuturkaln ba lhwal seluruh ja ljalraln 

alpalraltur desal Kumpulrejo mema lha lmi a lda lnya l keterbukala ln 

informa lsi publik, daln dalpa lt dika ltalka ln ma lmpu da llalm mengelola l 

keterbukala ln informa lsi publik. Hall ini bisal dikaltalka ln seperti itu 

kalrenal semua l jaljalraln a lpalraltur Desal Kumpulrejo sudalh 

mempunya li ba lnya lk penga llalma ln dibuktika ln denga ln ma lsa l kerjal 
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yalng cukup la lma l di ka lntor Desal Kumpulrejo. Sertal, dalla lm 

kegia lta ln sosiallisalsi ya lng dilalksa lna lka ln oleh pemerintalh daleralh 

peralngka lt desal Kumpulrejo ikut mengha ldiri undalnga ln kegia ltaln 

daln mengikuti kegia lta ln sosiallisalsi tersebut. 

Pemerintalh Desal Kumpulrejo ya lng pa lda l sa lalt itu ma lsih di 

pimpin oleh Balpalk Ba lsuki selalku Kepallal Desal, telalh 

mengelualrka ln Sura lt Keputusaln Kepallal Desal Nomor 480 / 01 / 

2020 tentalng Pejalba lt Pengelolal Informa lsi da ln Dokumenta lsi 

(PPID) di Lingkunga ln Pemerintalha ln Desal Kumpulrejo Talhun 

2020. Paldal SK terlalmpir (lalmpira ln 1.1.1.) tertalngga ll 2 Jalnualri 

2020 telalh dibentuk tim PPID (Pejalbalt Pengelolal Informa lsi daln 

Dokumenta lsi) Desal Kumpulrejo Kecalma lta ln Paltebon Kalbupalten 

Kendall ya lng disalhka ln da ln ditalndaltalnga lni oleh Balpa lk Ba lsuki 

selalku Kepallal Desal terdalhulu. 
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Alda lpun susunaln alnggota l tim PPID tersebut sebalga li berikut:  

1. Ba lpalk Ba lsuki selalku kepa llal Desal Kumpulrejo seka lligus 

keduduka lnnya l da llalm PPID ya litu sebalga li a ltalsaln PPID Desal. 

2. Ba lpalk Alfif Muhalmmald, S.H keduduka lnnya l da lla lm PPID 

sebalga li ketual PPID Desa l. 

3. Ba lpalk Sugiya lnto keduduka lnnya l da llalm PPID ya litu sebalga li 

Sekretalris PPID Desa l 

4. Ba lpalk Na lsrullalh keduduka lnnya l dalla lm PPID ya litu menjalbalt 

ba lgia ln pelalya lna ln informa lsi daln ya lng tera lkhir, 

5. Ba lpalk Chuma lidi, S.H ya lng menempa lti balgia ln dokumentalsi. 
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Da llalm SK tersebut yalng telalh diputuska ln oleh Pemerintalh 

Desal Kumpulrejo jugal menyebutka ln pulal tuga ls PPID ya lng 

meliputi. 

a. Melalkuka ln pengumpulaln ba lhaln informa lsi daln dokumentalsi; 

b. Menyimpa ln, mendokumenta lsika ln, meyedialka ln daln 

memberika ln pelalya lna ln informa lsi kepa ldal publik; 

c. Melalkuka ln verifikalsi balhaln informa lsi publik; 

d. Melalkuka ln uji konsekuensi a ltals informa lsi yalng dikecua llikaln; 

e. Melalkuka ln pemuta lkhira ln da ltal informa lsi daln dokumentalsi; daln 

f. Menyedialka ln informa lsi daln dokumentalsi untuk dialkses oleh 

ma lsya lralka lt. 

SK tersebut jugal dibalgika ln melallui website desal dalla lm 

templalte PPID da ln da lpalt diunduh, bertujualn untuk ma lsya lralka lt 

altalu pihalk la lin ya lng berkepentingaln mengeta lhui alpa lka lh PPID 

tersebut daln mengeta lhui struktur tim PPID Desa l Kumpulrejo, 

sertal mengetalhui tugals da ln kewaljibaln PPID.  

 

Galmbalr Templalte SK PPID 

Sumber Website Desal kumpulrejo.desal.id  

Peneliti juga l mela lkuka ln wa lwa lncalral terhalda lp sallalh saltu 

alnggota l tim PPID Desal Kumpulrejo denga ln Balpalk Na lsrullalh 

selalku ba lgia ln pelalya lna ln informa lsi dallalm keduduka ln PPID Desa l 
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Kumpulrejo, belialu menga ltalka ln ba lhwa l pembentuka ln tim PPID 

malsih mengguna lka ln struktur ya lng lalma l, da ln ya lng membeda lka ln 

halnya l palda l altalsa ln PPID ya lng terbalru ya litu Balpa lk Fa leson juga l 

selalku Kepallal Desal Kumpulrejo. Daln untuk pemba lhalrualn SK 

belum dilalkuka ln, nalmun pelalksa lna lalnnya l ma lsih mengikuti alturaln 

SK ya lng lalma l. 

Selalin itu aldalnya l kebijalka ln PPID Desa l sejalk Ja lnualri 2020, 

belum pernalh dilalkuka ln monitoring daln eva llualsi terhalda lp 

kebijalka ln PPID. Ha ll itu seba lga lima lna l ya lng dika lta lka ln Ba lpalk Alfif 

Muhalmma ld, S.H. seba lga li ketua l PPID Desa l Kumpulrejo dalla lm 

halsil walwa lncalral, belialu menga ltalka ln, “semenjalk PPID dibentuk 

belum pernalh dilalkukaln monitoring daln evallualsi dikalrenalkaln 

belum pernalh aldal sengketal informalsi”. 
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BAlB IV 

UPAYA MEMPEROLEH KETERBUKAlAlN INFORMAlSI PUBLIK 

DI DESAl KUMPULREJO KECAlMAlTAlN PAlTEBON 

KAlBUPAlTEN KENDAlL 

 

A. Akses Informalsi Publik di Desal Kumpulrejo Kecalmaltaln 

Paltebon Kalbupalten Kenda ll 

Akses informasi publik di Desa Kumpulrejo sangatlah 

terbuka bagi masyarakat yang ingin mencari berbagai infromasi 

atau mengaksesnya secara umum, selain di sediakannya pada 

website desa, aparatur desa juga menyediakannya pada sarana 

prasana desa, yaitu seperti papan pengumuman desa yang selalu 

transparan, terupdate dan tentunya jelas apa adanya dalam 

penyediaan berbagai informasi ataupun informasi yang bisa di 

layani secara langsung oleh aparatur desa itu sendiri yang sesuai 

dengan kebutuhan dari pemohon informasi, dengan ketentuan 

prosedur yang berlaku serta meminta informasi yang benar benar 

sifatnya terbuka dan tidak memakan biaya. 

Hasil dari pengama ltan peneliti yang berkaitan dengan 

hallnyal da llalm memperoleh informa lsi secalral lalngsung oleh 

malsya lralka lt, pemerintalh Desal Kumpulrejo telalh menyedialka ln 

formulir permohona ln informa lsi ya lng telalh diceta lk. Da llalm 
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pelalya lna ln informa lsi publik, Ba lpa lk Na lsrullalh ya lng menjalba lt 

sebalga li pelalya lna ln infoma lsi menga lta lka ln “jikal aldal malsyalralkalt 

yalng ingin mengetalhui informalsi kalmi palsti alkaln menyedialkaln 

dengaln senalng halti, alsallkaln sudalh sesuali dengaln prosedur yalng 

berlalku daln memintal informalsi yalng benalr-bena lr sifaltnya l 

terbukal”. Da llalm pela lpora ln pelalya lna ln permohonaln informa lsi, 

peneliti tidalk menemuka ln alda lnya l caltaltaln buku register 

permohonaln informa lsi ya lng berisika ln daltal pemohon ya lng 

meminta l informa lsi daln juga l tidalk a lda l la lporaln ya lng dilalporka ln ke 

Kepalla l Desal terka lit jumla lh permohonaln informa lsi.  

Da llalm ha ll memperoleh informa lsi secalral tidalk la lngsung, 

peneliti tidalk menemuka ln di website desal Kumpulrejo da llalm ha ll 

memperoleh informa lsi secalra l online. Yalng peneliti temuka ln 

dallalm website tersebut halnya l pa ldal jumlalh pengunjung website 

yalng online berkunjung palda l salalt itu di lalma ln website desal. 

 
 

Galmbalr Da ltal Pengunjung Website Online 

Sumber Website Desal http://kumpulrejo.desa l.id/ 

 

http://kumpulrejo.desa.id/
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 Wallalupun paldal website tersebut aldal taltalcalra l penga ljualn 

permohonaln informa lsi da ln formulir untuk menga ljukaln 

permohonaln informa lsi ya lng da lpa lt diunduh, na lmun pa lda l 

kenyalta la lnnya l tidalk da lpalt dialjuka ln permohona ln informa lsi secalra l 

online (tidalk lalngsung). Balhwa l ma lsya lra lka lt altalu pemohon 

informa lsi tetalp halrus mendalta lngi lalngsung ka lntor desal untuk 

memperoleh informa lsi ya lng dibutuhka ln ya lng tidalk a lda l di website 

desal. 

Da llalm pela lksa lna la ln tugals da ln kewaljibaln, tim PPID telalh 

menyedialka ln informa lsi-informa lsi publik ya lng a lkura lt da ln benalr 

aldalnya l. Da llalm rangka mela lksa lna lka ln keterbukala ln informa lsi, 

peneliti memperoleh daltal denga ln jenis informa lsi ya lng terbukal 

daln mencalkup informa lsi ya lng wa ljib disedialka ln da ln diumumka ln 

secalral berkallal, informa lsi publik ya lng wa ljib diumumka ln secalra l 

sertal mertal da ln informa lsi publik ya lng wa ljib tersedial setialp sa lalt 

yalng terdalpa lt di website desal pa ldal templa lte PPID.  
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Galmbalr Templalte PPID Desal Kumpulrejo 

Sumber Website Desal http://kumpulrejo.desa l.id/ 

 

1. Informa lsi ya lng wa ljib disedialka ln daln diumumka ln secalral 

berka llal 

Desa Kumpulrejo menyediakan informasi terkait profil 

desa yang komprehensif dimana berisikan tentang berbagai 

informasi, baik dari segi biografi dari Kepala Desa, aparatur-

aparatur desa, kegiatan desa, APBDes, RPJMDes, dan masih 

banyak lagi. Tentunya yang lebih utama dalam penelitian ini 

yaitu tentang PPID, yang pada profil PPID tersebut sudah 

menjelaskan pada kolom DIP (daftar informasi publik). 

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala meliputi. 

http://kumpulrejo.desa.id/
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a. Informasi tentang profil badan publik 

b. Ringkasan program dan kegiatan yang sedang di 

jalankan 

c. Informasi laporan akuntabilitas kerja 

d. Ringkasan laporan keuangan 

e. Laporan akses informasi publik 

f. Tata cara permohonan informasi publik 

g. Informasi tentang laporan tata cara pengaduan 

penyalahgunaan dan pelanggaran badan publik 

h. Pengumuman pengadaan barang dan jasa 

i. Informasi tentang peraturan, keputusan, atau kebijakan 

Dalam informasi yang diumumkan secara berkala, 

peneliti juga mewawancarai pejabat publik. Bapak Afif 
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selaku ketua tim PPID Desa mengatakan. “ iya mas, adanya 

profil desa pada website desa tentunya bertujuan memberikan 

hak nya kepada masyarakat sebagai pengguna informasi dan 

ada nya website desa guna memudahkan masyarakat dalam 

mengakses informasi yang ingin di peroleh tanpa harus 

datang jauh-jauh ke kantor desa, akan tetapi kami juga 

melayaninya secara langsung jika masyarakat ingin 

mengetahuinya dan hal ini biasanya para masyarakat yang 

kurang memahi teknologi dan kita tetap melayaninya karena 

sudah menjadi tugas kami semua para pengelola informasi. 

Namun ada juga beberpa informasi yang belum terupdate 

pada website desa, biasanya di karenakan kegiatan yang 

menumpuk dan juga seperti mas nya yang mengetahui bahwa 

Kepala Desa saat ini yaitu Bapak Faeson baru saja dilantik 

sebagai kepala desa baru beberapa bulan ini lebih tepatnya 

awal tahun 2023 ini, jadi mungkin beliau masih beradaptasi 

dan juga kami semua sebagai bawahannya memiliki 

pekerjaan tambahan dalam menuntunnya dari awal lagi. 

Akan tetapi informasi yang belum terupdate tetap kami 

update kan lagi pada website desa, lalu demi menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa, kami juga 

mencetaknya menjadi lembaran iformasi yang kami sediakan 

di papan mading desa” ungkap Pak Afif. 

PPID Desa l Kumpulrejo da llalm menjallalnka ln tuga lsnya l, 

salla lh saltunya l memberika ln a lkses untuk ma lsya lra lka lt 
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mengeta lhui informa lsi-informa lsi mela llui website desal dengaln 

lalma ln http://kumpulrejo.desal.id/ (lalmpiraln 3.3.1.). Di 

website tersebut tim PPID memba lgika ln dalftalr informa lsi 

publik ka lita lnnya l dengaln informa lsi yalng wa ljib disedialka ln 

da ln diumumka ln secalral berka lla l. 

Dan selanjutnya peneliti juga mewawancai warga 

sekitar untuk memahami seperti apa kondisi masyarakat dan 

sejauh mana manfaat tersebut yang memiliki peran sebagai 

pengguna informasi. Mas Hendra sebagai pemuda 

karangtaruna  menjelaskan “sebagai generasi pemuda desa 

ini, bagi saya pribadi merasa sedikit bangga atas kemajuan 

desa seperti dengan ada nya website desa ini kami merasa 

terbantu atas semua informasi yang sudah di berikan, iya 

walupun dari kami warga Desa Kumpulrejo sndiri hanya 

ingin ingin melihat lihat saja tanpa ada kepentingannya tetapi 

setidaknya di website desa ada nfo-info terupdate dan kita 

juga bisa mengetahui bahwa aparatur Desa Kumpulrejo 

sudah melakukan tupoksi nya tersebut, dan juga sangat 

terbilang mudah untuk mengkases melelui website desa 

walaupun memang secara pelayanan online belum ada untuk 

mengurus sesuatu tanpa harus datang ke kantor desa, tetapi 

mungkin untuk kedepannya lagi saya berharap kepada 

aparatur Desa Kumpulrejo juga bisa melayaninya secara 

online” ucap Mas Hendra. 

http://kumpulrejo.desa.id/
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Da lri daltal temua ln peneliti, informa lsi ya lng bersifa lt 

diumumka ln seca lral berkallal ka litalnnya l dengaln peraltura ln daln 

kebijalka ln publik, taltalca lral memperoleh informa lsi daln lalporaln 

keua lnga ln desal. Ditemuka ln informa lsi-informa lsi tentalng 

peralturaln da ln kebijalka ln publik seperti alda lnya l SK a ltalu Suralt 

Keputusaln tentalng Pejalba lt Pengelolal Informa lsi da ln 

Dokumenta lsi di Lingkunga ln Desal Kumpulrejo Talhun 2020 

sebalga lima lna l terlalmpir da llalm la lmpiraln 1.1.1. daln juga l 

terdalpa lt ma lkluma lt pelalya lna ln informa lsi publik (lalmpira ln 

1.1.2.), sertal ditemuka ln beberalpa l peralturaln daln kebijalka ln 

lalinnya l da llalm website desal dengaln teralkhir updalte pa ldal 

Oktober 2021 sebalga lima lna l terlalmpir (lalmpiraln 1.1.3.). 

Informa lsi bersifalt diumumka ln secalral berkalla l lalinnya l 

juga l ditemuka ln a ldalnya l taltal calral memperoleh informa lsi ya lng 

ditualngka ln da llalm SOP (Stalndalr Operalsionall Prosedur) 

permohonaln lalya lna ln informa lsi (lalmpira ln 1.2.1.) ya lng dibua lt 

pa ldal talngga ll 25 Juli 2019. Selalin SOP jugal terdalpa lt formulir 

untuk permohonaln informa lsi ya lng disertali ketentualn ha lk-ha lk 

pemohon informa lsi (lalmpiraln 1.2.2.). Terdalpalt jugal la lin hall 

da lri permohonaln informa lsi ya litu ditemuka lnnya l SOP 

penalnga lna ln keberaltaln informa lsi daln formulir pernya lta laln 

keberaltaln a ltals permohona ln informa lsi (lalmpiraln 1.2.3. da ln 

1.2.4.). Dallalm SOP ya lng dibualt paldal talngga ll 28 Jalnua lri 
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2019 tersebut memua lt ca lral-ca lra l balga lima lna l menga ljuka ln 

keberaltaln a ltals informa lsi ya lng tidalk terlalya lni. Peneliti jugal 

menemuka ln SOP sengketal informa lsi publik (lalmpiraln 1.2.5.) 

ya lng dibua lt palda l talngga ll 28 Jalnualri 2019, memua lt ta ltalcalra l 

a lpalbilal belum mera lsal puals a ltals informa lsi altalu tidalk terlalya lni 

informa lsi ya lng dimohonka ln ma lka l da lpa lt menga ljukaln 

sengketa l informa lsi. 

Pa ldal temua ln lalinnya l dallalm informa lsi yalng wa ljib 

disedialka ln secalra l berka llal ya litu alda lnya l lalporaln keua lnga ln 

desal. Peneliti menemuka ln la lporaln daltal paldal siskeudes talhun 

2020 salmpa li talhun 2023 sebalga lima lna l terlalmpir (lalmpira ln 

1.3.1. - 1.3.4.). Da llalm la lporaln keua lnga ln tersebut terdalpalt 

rincialn a lngga lra ln da ln reallisalsi AlPBDes (A lngga lra ln 

Pendalpa ltaln daln Belalnjal Desal). 

2. Informa lsi ya lng wa ljib diumumka ln secalral sertal mertal 

Selalin informalsi yalng waljib disedialkaln daln diumumkaln 

secalral berkalal, aldal jugal informalsi yalng waljib diumumkaln 

secalral sertal mertal yalitu informalsi yalng dalpalt mengalncalm 

haljalt oralng balnyalk daln ketertibaln umum. Sallalh saltunyal 

seperti informalsi tentalng sosiallisalsi bencalnal allalm, walbalh 

penyalkit, daln sosiallisalsi kesehaltaln. Peneliti menemukaln 

dallalm website Desal Kumpulrejo kalitalnnyal dengaln informalsi 

yalng diumumkaln secalral sertal mertal, yalitu informalsi 
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pengenallaln covid-19 (lalm piraln 2.2.) daln informalsi 

pencegalhaln covid-19 (lalmpiraln 2.3.) dengaln memberlalkukaln 

pembaltalsaln sosiall; informalsi telalh dilalkukaln aldalnyal 

kegialtaln sosiallisalsi kesehaltaln daln balhalyal NAlPZAl (lalmpiraln 

2.4.); informalsi telalh dilalkuk aln kegialtaln posyalndu lalnsial 

(lalmpiraln 2.5.). 

Kalitalnnya l dengaln informa lsi yalng wa ljib diumumka ln 

secalral sertal mertal, peneliti dalpa lti dalri halsil walwa lncalral 

(Selalsa l, 18 Alpril 2023) denga ln sa llalh sa ltu petuga ls PPID ya lng 

menjalba lt di balgia ln pela lya lna ln informa lsi yalitu Balpa lk 

Na lsrullalh, belialu menga ltalka ln,“iyal, hall tersebut pun sudalh 

menjaldi tugalsnyal dallalm memberikaln informalsi terbukal 

secalral sertal mertal, nalmun terkaldalng hall tersebut di lualr 

dugala ln yalng terkaldalng seca lral menda ldalk yalng jalralng sekalli 

aldalnyal balik dalri palpaln pengumumaln altalupun website desal 

sertal belum bisal diprediksi seperti hallnyal bencalnal allalm 

yalng mengalkibaltkaln balnjir salmpali berhalri-halri ka lrenal 

aldalnyal alir palsalng dalri lalut daln malsih di lualr dugalaln, jaldi 

perihall tersebut jalralng alda l di palpaln pengumumaln, tetalpi 

salyal bialsal menyebalrkaln informalsi yalng daltalngnyal tibal-tibal 

seperti itu melallui Wha lta lpps grup (yalng beralnggotalkaln 

ketual RW daln RT) yalng la lngsung salyal infokaln daln supalyal 

bisal dibalgikaln informalsi tersebut kepaldal walrga lnyal malsing-

malsing” ucalp Ba lpalk Na lsrullalh. 
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3. Informa lsi ya lng wa ljib tersedial setialp sala lt 

Informasi selalnjutnyal alda llalh informa lsi yalng wa ljib 

tersedial setialp salalt. Informa lsi kalitalnnya l profil baldaln publik 

terdalpa lt dallalm website desal, ya litu informa lsi tentalng 

deskripsi profil daln orga lnisalsi desal berupal ga lmba lr ka lntor 

desal (lalmpira ln 3.1.1.), alla lma lt ka lntor daln petal wilalya lh desal, 

sejalralh, visi daln misi, struktur orga lnisalsi daln profil alpa lraltur 

Desal Kumpulrejo (lalmpira ln 3.1.2.); informa lsi algenda l daln 

kegia lta ln desal, seperti RKPDes (Rencalna l Kerjal Pemerintalh 

Desal) denga ln kecalma ltaln pa ldal talhun 2020 (lalmpira ln 3.2.2.), 

kegia lta ln musya lwa lra lh pembentu kaln tim penyusun RPJMDes 

(Rencalnal Pemba lguna ln Jalngka l Menenga lh Desal) 2023-2028 

(lalmpira ln 3.2.3.), kegia ltaln ralpalt dinals desal talhun 2023 

(lalmpira ln 3.2.4.), kegia ltaln musya lwa lra lh dusun perga lntialn 

pengurus RT/RW periode 2023-2028 (lalmpira ln 3.2.5.). 

Peneliti menemuka ln da ltal informa lsi tentalng penyedialaln 

salra lnal da ln pralsalralna l lalya lna ln informa lsi, berupal website daln 

media l sosiall seperti Twitter dengaln staltus alkun ya lng sedalng 

ditalngguhka ln (non a lktif), Fa lcebook dengaln upda lte berital 

teralkhir pa ldal 28 November 2022, Instalgra lm denga ln berital 

teralkhir palda l 30 Jalnualri 2021 daln Youtube informa lsi 

teralkhir dinalikka ln dallalm kegia ltaln lelalng talhun 2021 

(lalmpira ln 3.3.1. - 3.3.5.); informa lsi ka litalnnya l denga ln lelalng 

ha lrtal benda l desal, dialwa lli denga ln ra lpalt teknis berja llalnnya l 
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kegia lta ln lelalng (lalmpiraln 3.4.1.) daln penga ldala ln lelalng 

(lalmpira ln 3.4.2.) ya lng direcord daln dinalikka ln ke da llalm a lkun 

Youtube Desal Kumpulrejo. 

Peneliti telalh mewalwa lnca lrali sallalh saltu petuga ls PPID 

ya litu Balpa lk Chuma lidi ya lng bertuga ls dallalm bidalng 

pendokumenta lsialn sekalligus menjalba lt sebalga li Kalsi 

Pemerintalhaln Desal Kumpulrejo (Juma lt, 24 Malret 2023). 

“Paldal informalsi yalng wa ljib disedialkaln daln diumumka ln 

secalral berkallal daln informa lsi yalng waljib tersedial setialp 

salalt, Pemerintalh Desal Kumpulrejo khususnyal tim PPID 

telalh menyedialkaln berba lgali informalsi balik di pa lpaln 

pengumumaln ma lupun di website desal seperti informalsi 

tentalng profil singkalt baldaln publik yalng meliputi kedudukaln 

altalu domisili alpalraltur desa l dengaln allalmalt ya lng lengkalp 

meliputi struktur orga lnisa lsi desal, galmbalraln umum tialp 

saltualn kerjal daln posisi jalba ltalnnyal, kegialtaln sertal tugals daln 

fungsi yalng sudalh menja ldi talnggung jalwalbnya l. Dallalm 

informalsi keterbukalaln publik, tim PPID juga l sudalh 

melalksalnalkaln dallalm penugalsaln sertal lalporaln tentalng 

reallisalsi alnggalraln, seperti poster di palpaln pengumuma ln 

yalng menjelalskaln tentalng AlPBDesa l yalng terbalru daln 

menjelalskaln secalral terperinci dengaln tujualn untuk 
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memudalhkaln ma lsyalralkalt da llalm menjalungkalu informalsi 

yalng ingin diketalhui” ucalp Ba lpalk Chuma lidi.  

 

B. Akses Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Dalam pelayanan umum yang di sediakan oleh desa seperti 

halnya pembuatan KTP, akte kelahiran, akte kematian dan yang 

lain-lainya pada website desa tidak di jelaskan seperti apa untuk 

pengurusannya. Bapak Afif Muhammad mengatakatan “untuk 

pelayanan umum sendiri seperti pembuatan KTP memang dari 

kami aparatur desa belum pernah megadakannya secara online, 

karena perilah tersebut bukan desa yang mengurusnya, hanya saja 

membutuhkan surat pengantar dari desa, yang membutuhkan 

formulir isi data diri yang mana formulir tersebut memang hanya 

ada di desa, untuk mempertanggung jawabkan bahwa data diri 

orang tersebut yang membuat memang benar berasal dari Desa 

Kumpulrejo. Karena pada umumnya proses awal pembuatan 

semisal KTP itu melalui surat pengantar dari RT dan RW setempat 

telebih dahulu dan di lanjutkan ke kantor desa guna membutuhkan 

tanda tangan dan stempel resmi dari kepala desa” ucap Pak Afif. 

Untuk mengeta lhui balga lima lnal keterbuka la ln informa lsi publik 

dalpalt terlalya lni denga ln ba lik a lta lu tidalknya l kepa lda l ma lsya lralka lt a ltalu 

pemohon informa lsi, peneliti melalkuka ln wa lwa lncalra l dengaln salla lh 

saltu ma lsya lra lka lt sebalga li pemohon informa lsi ya litu ibu A lstri yalng 

sedalng mengurus a ldministralsi suralt kemaltia ln kelualrga lnya l. Belialu 
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menguca lpka ln “salyal lalgi ngurus suralt kemaltialn mertua l salyal mals, 

daln allhalmdulillalh lalngsung dilalyalni, alpal yalng salyal butuhkaln daln 

salyal mintal lalngsung ditalnggalpi daln dilalyalni dengaln cepalt”. 

Begitu jugal wa lwa lncalral denga ln Ba lpalk Salrip Suroso ya lng 

sedalng menga lmbil dalna l balnsos (balntualn sosiall). Belialu 

menga lta lka ln “salyal talu sih ma ls ka llalu desal ini punyal website, talpi 

kallalu salya l setialp mengurus alpa lpun itu lebih sukal lalngsung daltalng 

ke kalntor desal, justru menurut salyal itu pelalyalnaln yalng lebih balik 

secalral lalngsung daln enggalk lalma l-lalmal lalngsung dila lyalni setialpal 

alpal yalng ma lu salyal urus”.  

Da lri halsil walwa lncalral di a ltals dalpa lt dika ltalka ln ba lhwa l peraln 

pemerintalh Desal Kumpulrejo dallalm keterbuka la ln informa lsi publik 

terhalda lp ma lsya lra lka lt altalu pemohon informa lsi, dalla lm ha ll ini 

menurut peneliti cukup dika ltalka ln terlalya lni denga ln ba lik da llalm 

memperoleh informa lsi seca lral lalngsung a lta lu offline, na lmun perlu 

aldalnya l optima llisalsi dallalm a lsa ls keterbukala ln denga ln membua lt 

inova lsi sistem pelalya lna ln permohona ln informa lsi secalra l online altalu 

tidalk la lngsung. Sehingga l lebih memuda lhka ln pemohon informa lsi 

altalu ma lsya lra lka lt dalla lm memperoleh informa lsi dengaln tidalk ha lrus 

menda lta lngi lalngsung ka lntor desal untuk menga ljukaln permohonaln 

informa lsi yalng dibutuhka ln ketikal informa lsi tersebut tidalk 

ditemukaln da lla lm website desal. 
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Selalin itu, perlu alda lnya l kesesualialn alntalral informa lsi-informa lsi 

yalng diba lgika ln mela llui website dengaln informa lsi ya lng a lda l di 

kalntor desal. Seperti sallalh saltu contohnyal ya litu taltalca lral altalu allur 

dallalm menga ljukaln permohonaln informa lsi sudalh disedialka ln da lla lm 

website dallalm bentuk SOP pelalya lna ln permohonaln informa lsi daln 

dallalm bentuk spa lnduk online, nalmun peneliti tidalk menemuka ln 

aldalnya l ha ll tersebut di kalntor desal. 

Da ln begitu seballiknya l belum a ldalnya l kesesua lialn dallalm 

informa lsi AlPBDes talhun alngga lra ln 2023 ya lng a lda l di website 

dengaln ya lng a lda l di spalnduk desal. AlPBDes talhun alngga lraln 2023 

yalng peneliti temuka ln telalh alda l di kalntor Desal Kumpulrejo dallalm 

bentuk spalnduk (lalmpira ln 1.3.4.), nalmun AlPBDes talhun alngga lra ln 

2023 belum di uploald pa ldal website desal. 
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BAlB V 

IMPLEMENTAlSI KEBIJAlKAlN KETERBUKAlAlN INFORMAlSI 

PUBLIK DI DESAl KUMPULREJO KECAlMAlTAlN PAlTEBON 

KAlBUPAlTEN KENDAlL 

 

A. Implementalsi Kebijalkaln Keterbukalaln Informalsi Publik di 

Desal Kumpulrejo Kecalmaltaln Paltebon Kalbupalten Kendall 

1. Konten Kebijalkaln (Content of Policy) 

(a) Interest Alffected (kepentinga ln-kepentingaln ya lng 

mempenga lruhi) 

Da llalm implementa lsi kebijalka ln keterbukala ln 

informa lsi ya lng dilalkuka ln oleh balda ln pulik tentunya l 

ba lnya lk kepentinga ln ya lng mempenga lruhi, yalitu palda l visi 

misi Kepallal Desal palda l sa lalt kepemimpina lnnya l Balpa lk 

Ba lsuki salalt menjalbalt sebalga li Kepallal Desal Kumpulrejo 

belialu mempunya li visi misi ya lng ingin mela lksa lna lka ln 

keterbukala ln informa lsi publik ya lng da lpa lt di alkses oleh 

semua l ma lsya lra lka ltnya l. Na lmun, pa lda l ka lla l itu belum a lda l 

penyelengga lrala ln pembentuka ln tim PPID Desa l da ln juga l 

ma lsih terbilalng la lma l prosesnya l, jaldi setialp ma lsya lra lka lt 

ya lng membutuhka ln informa lsi di halra lpka ln lalngsung 

da ltalng ke ka lntor desal guna l mena lnya lka ln informa lsi a lpal 

ya lng di butuhka ln dallalm kepentinga lnnya l. 
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Seiring berjalla lnnya l wa lktu kepemimpina ln Ba lpa lk 

Ba lsuki, lebih tepaltnya l palda l talhun 2020 daln bersalma la ln 

a lwa ll pembentukaln tim PPID Desa l Kumpulrejo menja ldi 

titik teralng untuk mempermuda lh menda lpa ltka ln informa lsi, 

ka lrenal a ldalnya l tim PPID menjaldi ga lrdal terdepaln untuk 

pelalya lna ln informa lsi ya lng ditingka ltka ln denga ln mela llui 

media l internet. 

Grindle (1980:8) memberika ln contoh balhwa l setialp 

tindalka ln publik ya lng menimbulka ln perubalha ln-perubalha ln 

da llalm hubunga ln sosiall, politik, daln ekonomi, pa ldal 

kenya lta la lnnya l a lka ln memicu perlalwa lna ln altalu penentalnga ln 

da lri ma lsya lra lka lt ya lng mera lsal kepentingalnnya l teralnca lm. 

Indika ltor ini menunjukka ln ba lhwal sua ltu kebijalka ln da lla lm 

proses pelalksa lnala lnnya l palsti melibaltka ln balnya lk 

kepentingaln daln sejaluh ma lna l kepentinga ln tersebut 

mempenga lruhi proses implementa lsi sualtu kebijalka ln. 

Da lri penjelalsaln di altals da lpalt disimpulka ln ba lhwal 

kepentingaln-kepentinga ln ya lng memenga lruhi a ldalla lh visi 

misi da lri Kepalla l Desal sehingga l membentuk tim PPID 

da llalm kepentingalnnya l sebalga li implementaltor, da ln 

ma lsya lralka lt ya lng terpengalruhi ka lrenal kepentingaln da lri 

ma lsya lralka lt ialla lh meminta l halk nya l seba lga li pemohon 

informa lsi. Daln paldal kenya ltala ln nya l posisi dalri tim PPID 
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tidalk menjaldi pertenta lnga ln balhka ln memba lntu 

ma lsya lralka lt da llalm memperoleh informa lsi. 

Da llalm ha ll indikaltor kepentingaln ya lng 

mempenga lruhi, palra l pemohon informa lsi/ penerima l 

informa lsi altalu ma lsya lra lka lt merupa lka ln pihalk ya lng pa lling 

berpenga lruh altals kebijalka ln ya lng dikelualrka ln oleh 

pemerintalh Desal Kumpulrejo Kecalma lta ln Paltebon 

Kalbupalten Kendall ya litu Suralt Keputusaln Nomor 480/ 01 

/2020 tentalng Pejalba lt Pengelolal Informa lsi daln 

Dokumenta lsi sebalga lima lna l terlalmpir (lalmpiraln 1.1.1.). 

 

Denga ln dikelualrka lnnya l kebijalka ln tersebut 

memuda lhka ln ma lsya lralka lt/ pemohon informa lsi dalla lm 

memperoleh informa lsi ya lng dibutuhka ln sesuali denga ln 
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Peralturaln Pemerintalh Nomor 61 ta lhun 2010 tenta lng 

Pelalksa lna laln Undalng-Unda lng Nomor 14 talhun 2008 

tentalng Keterbuka laln Informa lsi Publik. Sebalga lima lnal 

pa lsall 14 alya lt (1) c pelalya lna ln informa lsi publik ya lng 

cepalt, tepalt, daln sederhalna l perlu menunjuk Pejalba lt 

Pengelolal Informa lsi daln Dokumenta lsi dallalm setialp 

ba ldaln publik. Da llalm ha ll ini Desal Kumpulrejo telalh 

menera lpka ln/ mengimplementa lsika ln indika ltor interest 

a lffected (kepentingaln ya lng mempenga lruhi) denga ln 

a ldalnya l pembentuka ln tim PPID ya lng ditualngka ln da lla lm 

SK. Sehingga l dalpa lt dika lta lka ln balhwa l ma lsya lra lka lt a ltalu 

penerima l informa lsi merupalka ln piha lk ya lng pa lling 

berpenga lruh terhalda lp isi kebijalka ln tersebut. 

(b) Type of Benefits (tipe ma lnfa lalt) 

Alda lnya l sualtu kebijalka ln tentunya l halrus 

membua lhka ln ha lsil daln perubalhaln ya lng di dalpa lt, dalla lm 

perubalha ln tersebut tidalk ha lnya l di ralsa lka ln oleh pembua lt 

kebijalka ln sa ljal a ltalu kepentingaln ya lng mempenga lruhi. 

Sebelum a ldalnya l pembentuka ln tim PPID tentunyal sa lnga lt 

lalmba lt da llalm ha ll memperoleh informa lsi, ya lng ma lna l ha ll 

tersebut diralsalka ln oleh salla lh saltu ma lsya lra lka lt ya lng telalh 

diwalwa lncalra li oleh peneliti ya litu Ibu Alstri ya lng jaluh da lri 

pemukima ln lingkup ka lntor Desal Kumpulrejo. Belialu 
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menga lta lka ln, “walktu dulu itu, walktu salyal ingin meliha lt 

da ltal AlPBDes saljal halrus menempuh jalralk yalng lumalyaln 

jaluh untuk bisal melihaltnyal saljal. Wallalupun memalng sa lalt 

permintalaln tersebut selallu terpenuhi kalrenal memalng 

ma lsyalralkalt mempunyali ha lk dallalm memperoleh 

informalsi. Daln paldal salalt ini lebih tepaltnyal paldal salalt 

sudalh terbentuknyal tim PPID Desal, semual lebih 

dipermudalh. Kalrenal bersalmalaln seiring berkembalngnya l 

teknologi, tim PPID suda lh balgus dallalm menjallalnka ln 

tugals daln kewaljibalnnyal yalitu menyedialka ln berbalgali 

informalsi desal melallui jalringaln internet website desa l. 

Dengaln tersedialnya l informalsi yalng mudalh dialkses 

melallui website desal daln tidalk perlu jaluh-jaluh untuk 

da ltalng kesalnal lalgi” ungka lp Ibu Alstri. 

Da llalm mengimplementa lsika ln indika ltor ralga lm 

ma lnfa la lt, Desal Kumpulrejo telalh menera lpka ln indika ltor 

tersebut dengaln a lda lnya l berbalga li ma lnfa la lt setelalh 

kebijalka ln pembentuka ln tim PPID tersebut dilalksa lnalka ln. 

Denga ln dibentuknya l tim PPID, memuda lhka ln ma lsya lra lka lt 

memperoleh informa lsi daln terjalminnya l ha lk ma lsya lra lka lt 

untuk memperoleh informa lsi. Sebalga lima lna l halk pemohon 

informa lsi telalh disebutka ln dalla lm pa lsa ll 4 Undalng-

Unda lngn Nomor 14 talhun 2008: 
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 “Halk Pemohon Informa lsi Publik : (1) Setialp 

Oralng berhalk memperoleh Informa lsi Publik sesuali 
dengaln ketentualn Unda lng-Unda lng ini. (2) Setialp 

Oralng berha lk: a l. melihalt da ln mengeta lhui Informa lsi 

Publik; b. mengha ldiri pertemua ln publik ya lng 

terbuka l untuk umum untuk memperoleh Informa lsi 

Publik; c. mendalpa ltka ln sa llinaln Informa lsi Publik 

mela llui permohonaln sesuali dengaln Undalng-

Unda lng ini; daln/altalu d. menyeba lrlualska ln Informa lsi 

Publik sesuali denga ln peralturaln perundalng-

undalnga ln. (3) Setialp Pemohon Informa lsi Publik 

berhalk menga ljukaln permintala ln Informa lsi Publik 

disertali allalsa ln permintala ln tersebut. (4) Setialp 

Pemohon Informa lsi Publik berhalk menga ljuka ln 

guga ltaln ke penga ldilaln alpa lbilal da llalm memperoleh 

Informa lsi Publik menda lpalt halmba lta ln a ltalu 

kega lga lla ln sesuali dengaln ketentualn Undalng-

Unda lng ini”. 

 

Da llalm menga ljukaln perminta laln informa lsi, Desal 

Kumpulrejo telalh menginforma lsikaln mela llui website 

desal tentalng talta lcalral mela lkuka ln permohonaln infroma lsi. 

Sebalga lima lna l taltalcalra l tersebut telalh tertualng da llalm SOP 

Permohona ln Lalya lna ln Informa lsi ya lng da lpa lt dialkses da ln 

diunduh dengaln muda lh. Taltalcalral tersebut digalmba lrka ln 

da llalm SOP di ba lwa lh ini (lalmpira ln 1.2.1.).
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NO. AlKTIVITAlS 

PELAlKSAlNAl MUTU BAlKU 

Ket. Pemohon 

Informalsi 

Balgialn 

Registralsi 

PPID 
Utalmal daln 

PPID 

Pembalntu 

Komponen 

Peralngkalt 

Daleralh 

Kelengkalpaln Walktu Output 

1 Pemohon Informalsi 

dalpalt menyalmpalikaln 

permohonaln informalsi 

yalng dibutuhkaln balik 

secalral lalngsung daln 

tidalk lalngsung 

    1) Formulir 

Permohonal

n Informalsi 

yalng 

tersedial di 

mejal 

pelalyalnaln 

PPID altalu 

yalng 

ditalmpilkaln 

di website, 

(2) 

Fotocopy 

altalu scaln 

identitals 

diri (NIK) 

Paldal halri 

daln jalm 

kerjal 

untuk 

pemohon 

informalsi 

secalral 

lalngsung 

daln setialp 

salalt untuk 

pemohon 

informalsi 

secalral 

tidalk 

lalngsung 

Formulir 

Permohonal

n informalsi 

yalng telalh 

diisi 

lengkalp daln 

dilalmpiri 

fotocopy/ 

scaln 

identitals 

diri (NIK) 
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NO. AlKTIVITAlS PELAlKSAlNAl MUTU BAlKU Ket. 

dalri 

pemohon 

informalsi 

2 Melalkukaln registralsi 
berkals permohonaln 
informalsi publik. Jikal 
dokumen/informalsi yalng 
dimintal telalh termalsuk 
dallalm DIP daln dimiliki 
oleh mejal informalsi altalu 
sudalh terdalpalt di website 
PPlD, malkal lalngsung 
diberikaln kepaldal 
pemohon informalsi altalu 
bisal lalngsung diunduh 
oleh pemohon informalsi. 
Jikal 
informalsi/dokumentalsi 
yalng dimintal belum 
termalsuk dallalm DIP, 
malkal berkals permohonaln 
disalmpalikaln kepaldal 
PPID altalu 

PPID Pembalntu 

    Semual daltal 

daltal 

pemohon 

informalsi 

disimpaln 

dallalm bentuk 

halrdcopy daln 

softcopy 

Paldal halri 

daln jalm 

kerjal 

untuk 

pemohon 

informalsi 

secalral 

lalngsung 

daln setialp 

salalt untuk 

pemohon 

informalsi 

secalral 

tidalk 

lalngsung 

DIP yalng 

telalh 

tersusun 

dallalm 

bentuk 

halrdcopy 

daln 

softcopy 
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NO. AlKTIVITAlS PELAlKSAlNAl MUTU BAlKU Ket. 

3 PPID memintal kepaldal 

komponen altalu 

Peralngkalt Daleralh untuk 

memberikaln informalsi 

altalu dokumen yalng 

sudalh termalsuk dallalm 

DIP kepaldal PPID untuk 

diberikaln kepaldal 

pemohon informalsi. 

Komponen altalu 

Peralngkalt Daleralh 

memberikaln informalsi 

altalu dokumen yalng 

dimalksud kepaldal PPID 

altalu PPID Pembalntu 

  

 

 DIP yalng telalh 

ditetalpkaln 

Oleh 

komponen altalu 

Peralngkalt 

Daleralh 

10 

(sepuluh) 

halri kerjal 

sejalk 

permohon

aln 

informalsi 

diterimal 

Oleh 

PPID 

DIP  

4 Memberikaln 

informalsi altalu 

dokumen yalng 

dimintal oleh 

pemohon informalsi 

yalng telalh 

menalndaltalngalni 

talndal bukti 

penerimalaln informalsi 

    Informalsi 

altalu 

Dokumen 

yalng dimintal 

oleh 

pemohon 

informalsi 

Perpalnjaln

galn 

permohon

aln 

informalsi 

aldallalh 7 

(tujuh) 

halri kerjal 

Informalsi 

publik yalng 

dimintal 

oleh 

pemohon 

informalsi 
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NO. AlKTIVITAlS PELAlKSAlNAl MUTU BAlKU Ket. 

altalu dokumen 
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Selalin itu, formulir permohona ln informa lsi jugal 

disedialka ln ba lik da llalm bentuk softcopy ya lng da lpalt 

diunduh di website Desa l Kumpulrejo daln jugal dalla lm 

bentuk halrdcopy ya lng suda lh dicetalk oleh pemerintalh 

Desal Kumpulrejo daln pemohon informa lsi dalpa lt memintal 

formulir tersebut seca lral la lngsung oleh petuga ls PPID 

(lalmpira ln 1.2.2.). 

Denga ln a lda lnya l ta ltalcalra l tersebut menjaldikaln 

ma lsya lralka lt/ pemohon informa lsi mengeta lhui balga lima lnal 

calra l memperoleh informa lsi, daln terdalpalt formulir ya lng 

telalh tersedial ba lik dalla lm bentuk softcopy altalupun 

ha lrdcopy ya lng da lpalt memberika ln kemuda lhaln kepa ldal 

ma lsya lralka lt/ pemohon infroma lsi da llalm menga lksesnya l. 

Pa ldal formulir tersebut terteral palsa ll tentalng ha lk-ha lk 

pemohon informa lsi yalng berdalsa lrka ln paldal ketentua ln 

undalng-unda lng KIP, sehingga l ma lsya lralka lt da lpa lt 

mengeta lhui sejaluh ma lna l halknya l da llalm memperoleh 

informa lsi. Selalin itu SOP da ln formulir tersebut da lpa lt 

dilihalt, daln diunduh sertal dalpa lt diketalhui oleh balnya lk 

oralng. Da lri kemuda lha ln-kemudalha ln tersebut memiliki 

da lmpa lk ya lng besalr terha ldalp ma lsya lra lka lt sehingga l 

memberika ln beralga lm ma lnfalalt kepa ldal ma lsya lra lka lt/ 

pemohon informa lsi dalla lm lalya lna ln informa lsi. Da ln dalpa lt 
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disimpulka ln ba lhwa l da lla lm kebijalka ln PPID telalh 

memenuhi indikaltor ralga lm ma lnfa la lt ya lng ma lna l da lmpa lk 

ma lnfa la lt tersebut sudalh dira lsalka ln oleh ma lsya lra lka lt ya litu 

muda lhnya l memperoleh informa lsi ya lng dibutuhka ln, 

seperti yalng telalh diralsalka ln oleh sallalh saltu ma lsya lralka lt 

a ltalu pemohon informa lsi dallalm ha lsil walwa lncalra l. 

(c) Extent of Chalnge Envision (deraljalt perubalhaln ya lng 

ingin dicalpa li) 

Menurut Grindle (1980:9), hall lalin ya lng 

mempenga lruhi kesuksesaln implementalsi kebijalka ln 

a ldallalh sejaluh ma lna l perubalhaln-perubalha ln ya lng 

dihalralpka ln da lri sebualh kebijalka ln. Grindle juga l 

meneka lnka ln ba lhwal progralm ya lng memiliki tujua ln 

jalngka l pa lnjalng mungkin lebih sulit untuk 

diimplementalsika ln dalripalda l progralm ya lng seca lral nya ltal 

memberika ln ma lnfa lalt lalngsung kepa lda l penerima lnya l. 

Seperti yalng ia l ka ltalka ln, “...progralms tha lt alre designed 

to alchieve long-ralnge objectives maly be more difficult to 

implement thaln those whose aldvalntalges alre immedialtely 

a lppalrent to the beneficialries.” 

Alda lnya l kebijalka ln terbentuknya l PPID Desa l 

Kumpulrejo, memba lwa l perubalha ln-peruba lhaln positif. 
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Sebelum dibentuk PPID, ya lng ma lsya lra lka lt ketalhui ketika l 

ingin memperoleh informa lsi halnya l pa lda l peralngka lt desal 

ya lng tupoksinya l ya litu mela lya lni ma lsya lra lka lt. Belum pa lda l 

secalral khusus dibentuknya l PPID menjaldika ln ma lsya lra lka lt 

mengeta lhui kepalda l sialpa l ial dalpa lt memperoleh informa lsi, 

ya lng ma lna l dallalm SK PPID telalh ditualngka ln tuga ls tim 

PPID, dia lntalralnya l: 

a. Melalkuka ln pengumpula ln balha ln informa lsi daln 

dokumentalsi; 

b. Menyimpa ln, mendokumentalsika ln, menyedia lka ln 

da ln memberika ln pelalya lna ln informa lsi kepalda l 

publik; 

c. Melalkuka ln verifikalsi balhaln informa lsi publik; 

d. Melalkuka ln uji konsekuensi altals informa lsi ya lng 

dikecuallika ln; 

e. Melalkuka ln pemuta lkhira ln da ltal informa lsi daln 

Dokumenta lsi; daln 

f. Menyedialka ln informa lsi da ln dokumentalsi untuk 

dialkses oleh ma lsya lralka lt.  

Tentunyal jikal sebelum dibentuknya l PPID da llalm 

memperoleh informa lsi, ma lsya lralka lt tidalk mengeta lhui 

beralpal lalma l wa lktu ya lng dibutuhka ln untuk menda lpaltka ln 
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informa lsi ya lng diinginka ln, sedalngka ln sa la lt ini setela lh 

dibentuknya l PPID ma lsya lra lka lt dalpalt mengeta lhui baltals 

wa lktu ya lng dibutuhka ln sala lt memperoleh informa lsi 

sebalga lima lna l ya lng tela lh ditualngka ln da llalm ha lla lma ln 

lalnjutaln formulir permohonaln informa lsi. Selalin itu 

ma lsya lralka lt jugal dalpa lt mengetalhui informa lsi-informa lsi 

sema lca lm a lpa l ya lng da lpa lt diketalhui altalupun informa lsi 

ya lng dikecua llikaln. Seperti dalla lm websitenya l pa ldal 

templalte PPID, petuga ls PPID telalh memberitalhuka ln 

ba lhwal a ldal informa lsi ya lng bersifalt wa ljib diumumka ln da ln 

disedialka ln secalral berkallal, informa lsi ya lng wa ljib 

disedialka ln secalra l sertal mertal, daln informa lsi yalng wa ljib 

disedialka ln sa lalt ini. Dengaln a ldalnya l penjelalsaln kla lsifika lsi 

informa lsi tersebut, ma lsya lra lka lt altalu pemohon informa lsi 

da lpalt mengeta lhui informa lsi-informa lsi alpa l ya lng da lpa lt 

diperoleh. 

Sa llalh saltu informa lsi yalng merupa lka ln hall penting 

ba lgi pemerintalh daln ma lsya lra lka lt untuk diketalhui ya litu 

lalporaln keua lnga ln desal. Seperti ya lng peneliti temuka ln 

a ldalnya l info lalporaln dalla lm bentuk spalnduk tenta lng 

Alngga lra ln Pendalpaltaln da ln Belalnjal Desa l a ltalu ya lng 

disingka lt denga ln AlPBDes, pemerintalh desal Kumpulrejo 

telalh menginforma lsika ln sallalh saltu informa lsi yalng wa ljib 
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disedialka ln secalral berkallal ya litu lalporaln keua lnga ln desal 

ya lng ditualngka ln da llalm AlPBDes Kumpulrejo talhun 

a lngga lra ln 2023.  

 

Galmbalr Info AlPBDesa l Kumpulrejo Talhun Alngga lraln 2023  

Sumber Galmba lr dialmbil da lri Kalntor Desal 
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Galmbalr Da ltal Siskeudes talhun 2022 

Sumber Website Desal http://kumpulrejo.desal.id/ 
 

 

Galmbalr Da ltal Siskeudes talhun 2023 

Sumber Website Desal http://kumpulrejo.desal.id/ 

Ya lng ma lna l tujualn dibualtnya l informa lsi AlPBDes 

a lga lr ma lsya lralka lt desa l kumpulrejo mengetalhui keua lnga ln 

http://kumpulrejo.desa.id/
http://kumpulrejo.desa.id/
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pendalpalta ln desal da ln bentuk pengguna la lnnya l da lla lm 

pemba lnguna ln desa l. Berda lsalrka ln da ltal ya lng peneliti 

temuka ln, lalporaln keua lnga ln diinforma lsikaln kepa ldal 

ma lsya lralka lt melallui website desal pa ldal setialp talhunnya l. 

Pa ldal templa lte siskeudes (sistem keua lnga ln desal) 

kumpulrejo, telalh dibalgika ln lalporaln keua lnga ln dimulali 

pa ldal talhun alngga lra ln 2020, 2021, daln talhun 2022 

(lalmpira ln 1.3.1. – 1.3.4.). Na lmun, pa lda l website tersebut 

belum diperbalhalrui lalpora ln keualnga ln pa ldal a lngga lraln 

talhun 2023. 

Da lri alnallisal peneliti, indikaltor perubalha ln ya lng dicalpali 

terhalda lp sallalh saltu jenis informa lsi yalng wa ljib 

diumumka ln secalra l berka llal ya litu dalri bentuk perubalha ln 

a ldalnya l da ltal la lporaln ya lng dibalgika ln pa lda l setialp talhunnya l 

da llalm website, lebih memuda lhka ln ma lsya lra lka lt da lla lm 

menca lri informa lsi lalporaln keua lnga ln desal dalri ya lng 

sebelumnya l ha lnya l diinforma lsika ln da llalm bentuk spalnduk 

ya lng terpalsalng di ka lntor desal talnpa l ha lrus mendalta lngi 

ka lntor desal tersebut. Selalin itu informa lsi ya lng bersifalt 

berka llal ya lng diinforma lsika ln mela llui website tersebut 

memuda lhka ln ma lsya lra lka lt ya lng ingin mengetalhui kemba lli 

informa lsi lalporaln keualnga ln desal palda l talhun alngga lra ln 

sebelumnya l. Bentuk peruba lhaln tersebut dalpa lt dika ltalka ln 
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tercalpa li dallalm pelalksa lna laln kebijalka ln pembentuka ln 

PPID. 

(d) Site of Desicion Malking (letalk pengalmbila ln keputusaln) 

Tempa lt implementalsi jugal memega lng peralna ln penting da llalm 

menentuka ln isi kebijalka ln. Dima lna l letalk penga lmbila ln 

keputusaln sualtu kebija lka ln a lka ln mempenga lruhi 

keberhalsilaln implementa lsi kebijalka ln tersebut dalla lm 

menca lpa li tujualnnya l. Berka litaln denga ln letalk penga lmbilaln 

keputusaln, Grindle (1980:10) meneka lnka ln “Als the site of 

implementaltion becomes more dispersed, both 

geogralphicallly alnd orga lnizaltionallly, the talsk of 

executing al palrticulalr progralm becomes more difficult, 

given the increalse in decisionall units involved”. 

Peneka lnaln tersebut berma lkna l balhwa l implementa lsi sua ltu 

progralm a lka ln menjaldi lebih sulit jikal letalk implementalsi 

progralm a ltalu kebijalka ln itu beraldal jaluh daln tersebalr, ba lik 

secalral georga lfis ma lupun secalra l orgalnisalsi. 

Implementalsi dallalm pela lksa lnala ln kebijalka ln alda lnya l pembentuka ln 

PPID di Desal Kumpulrejo, sallalh saltunya l dengaln alda lnya l 

indikaltor tempalt pembua ltaln keputusaln. Dallalm hall 

kebijalka ln pembentuka ln PPID ya lng dikelualrka ln oleh 

pemerintalh Desal Kumpulrejo dallalm sura lt keputusa ln 
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tersebut letalk pembua lt keputusaln a lda l palda l kepa llal desal 

ya lng mena lnda ltalnga lni kebijalka ln suralt keputusaln ya lng 

dibualt, seka lligus menjaldika ln salh daln berlalkunya l 

kebijalka ln tersebut. 

Lalmpiraln: Keputusaln Kepallal 

Desal Kumpulrejo 

                     Nomor      : 480 / 01 /2020  
                    Talnggall    : 02 Jalnualri 2020 

 

SUSUNAlN PEJAlBAlT PENGELOLA l INFORMAlSI DAlN 

DOKUMENTAlSI 

DI LINGKUNGA lN PEMERINTA lH DESAl KUMPULREJO 

NO NAlMAl JAlBAlTAlN KEDUDUKAlN 

DAlLAlM PPID 

1 BAlSUKI Kepallal Desal Altalsaln PPID Desa l 

2 AlFIF 

MUHAlMMAlD 

Sekreta lris Desal PPID Desa l 

3 SUGIYAlNTO Kalur Taltal usalhal 

daln Umum 

Sekretalris 

4 NAlSRULLAlH Kaldus 2  Balgialn Pelalyalnaln 

Informalsi 

5 CHUMAlIDI Kalsi 

Pemerinta lhaln 

Balgialn 

Dokumentalsi 

Da lri daltal ya lng peneliti dalpaltka ln ya lng juga l 

diimba lngi denga ln halsil wa lwa lncalral denga ln Ba lpa lk 

Na lsrullalh selalku ba lgia ln pelalya lna ln informa lsi dallalm 

keduduka ln PPID Desa l Kumpulrejo, belialu menga lta lka ln 
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ba lhwal pembentuka ln tim PPID ma lsih mengguna lka ln 

struktur yalng la lma l, da ln ya lng membeda lka ln ha lnya l pa ldal 

a ltalsaln PPID ya lng terbalru ya litu Balpa lk Faleson juga l sela lku 

Kepalla l Desal Kumpulrejo. Da ln untuk pemba lha lrualn SK 

belum dilalkuka ln, na lmun pelalksa lna la lnnya l ma lsih 

mengikuti alturaln SK yalng la lma l. 

Da llalm pela lksa lnala ln implementa lsi palda l indikaltor 

letalk penga lmbila ln keputusaln, Desal Kumpulrejo suda lh 

mela lksa lna lka ln sebalga lima lna l SK PPID ya lng disalhka ln da ln 

ditalnda ltalnga lni oleh Kepa llal Desal sebalga li leta lk 

penga lmbila ln keputusaln. Wallalupun pelalksa lna la ln salalt ini 

sudalh diga lntikaln denga ln kepa llal desa l ya lng terba lru, 

na lmun belum a lda l SK PPID terbalru ya lng seha lrusnya l 

disalhka ln da ln ditalnda ltalnga lni oleh Balpalk Fa leson sela lku 

kepa llal desal sala lt ini ya lng juga l sebalga li letalk penga lmbilaln 

keputusaln sebalga lima lna l berdalsalrka ln pernya lta laln 

wa lwa lncalral dengaln Balpa lk Na lsrullalh. Ha ll ini juga l 

dibuktikaln denga ln struktur orga lnisalsi desal sala lt ini ya lng 

peneliti temuka ln balik di website desal (lalmpira ln 3.1.2.) 

a ltalupun di ka lntor desal da llalm bentuk spa lnduk.  
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Ga lmbalr Susunaln Orga lnisalsi daln Taltal Kerjal Pemerintalh 

Desal Kumpulrejo Kecalma lta ln Paltebon Kalbupalten Kenda ll 
Sumber Penga lmbilaln ga lmba lr dalri ka lntor Desal Kumpulrejo 

 

(e) Progralm Implementaltor (pelalksa lna l progralm) 

Penentualn sialpal ya lng ditunjuk daln diberika ln 

talnggung jalwa lb untuk mela lksa lnalka ln progra lm, da lla lm ha ll 

ini disebut sebalga li implementor turut menyumba lng 

kesuksesa ln implementalsi kebijalka ln. Grindle (1980:10) 

menya lta lka ln balhwa l “Decisions malde during policy 

formulaltion maly allso indica lte who is to be chalrged with 

executing valrious progralms, alnd such decisions ca ln 

a lffect how the policy is pursued.”. Keputusaln ya lng 

menentuka ln sialpa l ya lng berwenalng da ln 

bertalnggungjalwa lb untuk melalksa lna lka ln berbalga li progra lm 

ya lng telalh dirumuska ln selalma l ta lhalp formula lsi kebijalka ln, 
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a lka ln mempenga lruhi balga lima lna l kebijalka ln tersebut 

diimplementalsika ln. 

Pa ldal indika ltor ini menjela lska ln tentalng (Progralm 

Implementaltor) ya lng dima lksud a ldalla lh palral pelalksa lna lnya l 

a ltalu sialpal ya lng a lka ln melalksa lna lka ln da llalm progra lm 

keterbukala ln informa lsi publik tentu sa ljal ha ll ini sudalh a lda l 

da llalm Pera lturaln Pemerintalh nomor 61 ta lhun 2010 

tentalng pelalksa lna la ln undalng-unda lng nomor 14 talhun 

2008 tentalng keterbuka la ln informa lsi publik ya litu pa lda l 

ketentualn umum pa lsall 1 alya lt 4 daln 5: 

“Pejalbalt publik alda llalh oralng ya lng di berika ln alma lna lt 

da ln ditunjuk untuk menjallalnka ln tugals serta l 

menjalba lt posisi tertentu palda l Balda ln Publik” 

“tim PPID (Pejalbalt Pengelolal Informa lsi daln 

Dokumenta lsi) alda llalh ya lng bertalnggung jalwa lb pa ldal 

bidalng pelalya ln informa lsi, pendokumentalsialn, 

menyimpa ln sertal menyedia lka ln informa lsi publik” 

Da llalm kebijalka ln pembentukaln PPID juga l 

ditualngka ln pa lral pelalksa lna lnya l. Penunjukaln tersebut 

dilalkuka ln mela llui ralpalt kerjal dengaln alpa lraltur desal ya lng 

memiliki kema lmpua ln untuk mengelolal PPID demi 

mewujudka ln keterbuka laln informa lsi publik. Dallalm Suralt 

Keputusaln ya lng telalh dikelua lrka ln daln disalhka ln oleh 
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Kepalla l Desal Kumpulrejo disebut pulal susunaln alnggotal 

PPID seba lga lima lna l terlalmpir dallalm SK PPID (lalmpiraln 

1.1.1.). 

Alda lpun susunaln alnggotal tim PPID Desa l 

Kumpulrejo sebalga li berikut:  

1. Ba lpalk Faleson selalku kepa llal Desal Kumpulrejo 

seka lligus kedudukalnnya l dallalm PPID ya litu sebalga li 

a ltalsaln PPID Desa l. 

2. Ba lpalk Alfif Muhalmmald, S.H keduduka lnnya l dallalm 

PPID seba lga li ketual PPID Desal. 

3. Ba lpalk Sugiya lnto keduduka lnnya l dallalm PPID ya litu 

sebalga li Sekretalris PPID Desal. 

4. Ba lpalk Na lsrullalh keduduka lnnya l dallalm PPID ya litu 

menjalba lt balgia ln pelalya lna ln informa lsi. 

5. Ba lpalk Chuma lidi, S.H ya lng menempa lti balgia ln 

dokumentalsi. 
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Galmbalr Susunaln Orga lnisalsi Desal Kumpulrejo 

Sumber Website Desal http://kumpulrejo.desal.id/ 

Kelima l alnggota l PPID tersebut mempunya li 

wewenalng da ln bertalnggung jalwa lb a ltals tuga ls ya lng telalh 

http://kumpulrejo.desa.id/
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diberikaln. Tuga ls daln kewa ljibaln tersebut ditualngka ln 

da llalm Sura lt Keputusaln PPID, dialntalralnya l : 

a. Melalkuka ln pengumpula ln balha ln informa lsi daln 

dokumentalsi 

b. Menyimpa ln, mendokumenta lsikaln, meyedialka ln da ln 

memberika ln pelalya lna ln informa lsi kepa ldal publik 

c. Melalkuka ln verifikalsi balhaln informa lsi publik 

d. Melalkuka ln uji konsekuensi altals informa lsi yalng 

dikecuallika ln. 

e. Melalkuka ln pemuta lkhira ln da ltal informa lsi daln 

Dokumenta lsi daln 

f. Menyedialka ln informa lsi da ln dokumenta lsi untuk 

dialkses oleh ma lsya lralka lt 

Da lri penjelalsaln di altals da lpalt disimpulka ln ba lhwal 

kebijalka ln PPID telalh memenuhi indika ltor Progralm 

Implementaltor (palral pela lksalna l progra lm) ya litu alnggotal 

PPID seba lga li pelalksa lna l progralm ya lng ditunjuk untuk 

mewujudka ln progralm implementalsi dallalm keterbuka laln 

informa lsi publik, denga ln memberika ln pelalya lna ln 

informa lsi kepalda l ma lsya lra lka lt altalu pemohon informa lsi. 
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(f) Resources Commited (sumber-sumber dalya l ya lng 

diguna lka ln) 

Bentuk daln jenis sumber dalya l ya lng dikera lhka ln 

untuk mencalpa li tujualn kebijalka ln juga l berdalmpa lk pa ldal 

a lktivitals implementalsi. Sumber da lya l di klalsifikalsika ln ke 

da llalm beberalpa l kelompok, seperti pega lwa li (stalff), 

informa lsi (informaltion), wewena lng (aluthority), da ln 

falsilitals (falcilities); serta l pentingnya l sumber da lya l 

keua lnga ln (finalnciall resources) dallalm proses 

implementa lsi kebijalka ln. 

Pa ldal penelitialn ini, peneliti sudalh mewa lwa lnca lrali 

salla lh saltu tim PPID ya litu Balpa lk Na lsrullalh sebalga li 

pejalbalt pelalya lna ln informa lsi. Menurut Balpa lk Na lsrullalh 

da llalm segi a lspek sumberda lya l pa lda l tim PPID suda lh 

mema lha lmi tuga ls daln kewaljibaln dalla lm mema lha lmi 

lalya lna ln informa lsi daln memiliki kema lmpua ln dalla lm 

mengelolal keterbuka laln informa lsi publik. Selalin itu 

informa lsi ya lng disa lmpa lika ln merupa lka ln informa lsi ya lng 

benalr daln dalpalt dipertalnggungjalwa lbka ln. Denga ln 

terbentuknya l PPID mela llui Suralt Keputusaln tersebut, 

a lnggota l PPID mempunya li kewena lnga ln a lta ls pelalya lna ln 

informa lsi publik ya lng dibutuhka ln pemohon informa lsi.  

Selalin sumber dalya l da lri alnggota l PPID, 

berjallalnnya l kebijalka ln PPID didukung denga ln salralnal da ln 



117 

 
 

pralsalna l ya lng mema lda li. Demi mendukung berjallalnnya l 

kebijalka ln PPID ya lng optima ll, pemerintalh Desal 

Kumpulrejo juga l menyedialka ln informa lsi melallui website 

desal. Denga ln aldalnya l website tersebut pemerintalh desal 

berhalralp alga lr ma lsya lra lka lt a ltalu pemohon informa lsi da lpalt 

memperoleh informa lsi talnpa l halrus menda ltalngi lalngsung 

ke ka lntor desal.  

 
 

Galmbalr Website Desal Kumpulrejo 

Sumber Website Desal http://kumpulrejo.desal.id/ 

 

Selalin itu, pemerintalh desal juga l memfa lsilitalsi 

a lpalbilal ma lsya lralka lt ingin memperoleh informa lsi seca lral 

lalngsung denga ln disedialka lnnya l mejal pelalya lna ln 

informa lsi (lalmpira ln 3.3.7.) da ln formulir permohonaln altals 

informa lsi dallalm bentuk ya lng suda lh di cetalk. Peneliti juga l 

menemuka ln a ldalnya l ma lding/ palpa ln pengumuma ln 

http://kumpulrejo.desa.id/
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(lalmpira ln 3.3.6.) sebalga li sallalh saltu salralnal ya lng 

disedialka ln oleh pemerintalh desal. 

Berdalsalrka ln halsil walwa lncalral denga ln Ba lpalk 

Na lsrullalh, belialu juga l mena lmba lhka ln ba lhwa l tidalk a lda lnya l 

lalporaln PPID ya lng dila lporka ln kepa ldal kepa lla l desal 

dika lrenalka ln pa lral a lnggotal PPID Desa l ya lng juga l 

merupa lka ln mera lngka lp jalba ltalnnya l da llalm struktur 

orga lnisalsi desal. Sehingga l ba lnya lknya l tuga ls da ln 

kewa ljibaln ya lng ha lrus dikerjalka ln. Selalin itu, 

kemungkina ln ya lng disa lmpa lika ln jugal dika lrenalka ln sa lmpa li 

sala lt ini tidalk a ldalnya l peruba lhaln dallalm kebijalka ln PPID 

seperti honor alta lu upalh tersendiri dallalm menjallalnka ln 

kewa ljibalnnya l sebalga li tim PPID. Sehingga l kinerjal tim 

PPID hingga l sa lmpa li titik pembua lta ln lalporaln PPID belum 

terlalksa lna l. 

Ya lng dima lksud sumber da lya l ya lng disepa lka lti 

diklalsifika lsika ln dallalm beberalpa l kelompok seperti 

pega lwa li, dalla lm konteks ini pegalwa li ya lng dima lksud 

sudalh alda l ya litu tim PPID. Kemudia ln informa lsi ya lng 

sudalh disedialka ln da llalm bentuk spalnduk a ltalupun file 

ya lng dilalmpirka ln dallalm media l di website desal. 

Selalnjutnya l alda l kewenalnga ln ya lng ma lna l ha ll ini sudalh di 

sosiallisalsikaln oleh altalsa ln PPID denga ln memberika ln 

pema lha lma ln sejaluh ma lna l baltalsa ln tim PPID da lla lm 
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mela lya lni ma lsya lra lka lt terka lit informa lsi alpal saljal ya lng 

boleh di alkses (bersifalt publik) daln ya lng tida lk boleh di 

a lkses (bersifalt tertutup) daln memberika ln taltal calral sertal 

lalngka lh-la lngka lh untuk memintal informa lsi. Disalmping 

itu falsilitals jugal terma lsuk da llalm proses sumber da lya l 

ya lng disepalka lti ka lrenal fa lsilitals merupalka ln jemba ltaln 

penghubung da llalm menga lkses informa lsi daln ha ll itu 

sudalh disedialka ln oleh Desal Kumpulrejo berupal palpa ln 

pengumuma ln, mejal pelalya lnaln informa lsi, sertal medial 

elektronik ya litu website desal ya lng sela llu termua lt 

berbalga li informa lsi. Daln ya lng teralkhir alda llalh pentingnya l 

sumber dalya l keua lnga ln dima lna l hall tersebut menja ldi 

pendorong untuk mena lmba lh kinerjal da ln loyallitals sistem 

kerjal secalra l ma lksima ll, ya lng merupa lka ln menjaldi salraln 

da lri peneliti ka lrenal ya lng sudalh dijelalska ln di altals periha ll 

belum alda lnya l peruba lhaln kebijalka ln denga ln 

mengupa lya lka ln a lda lnya l honor altalu upalh untuk PPID a lga lr 

kebijalka ln ya lng telalh dibua lt daln dilalksa lnalka ln da lpa lt 

dikerjalka ln denga ln optima ll salmpa li palda l pembualtaln 

lalporaln PPID. Sumber dalya l keua lnga ln menjaldi halmba ltaln 

da llalm mema lksima llka ln kinerjal tim PPID di Desal 

Kumpulrejo hall ini menjaldi ma lsuka ln tersendiri denga ln 

tidalk a lda lnya l doronga ln keua lnga ln bisal menyeba lbka ln 

kelema lha ln dallalm menjalla lnka ln tuga lsnya l, ma lka l da lri itu 
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salla lh saltu salraln dalri peneliti alga lr kedepalnnya l bisal lebih 

diperhaltikaln kemba lli periha ll sumber dalya l keua lnga ln demi 

kema ljualn desal a lga lr lebih mema lksima llka ln da lla lm 

mengimplementalsika ln keterbukala ln informa lsi. Sehingga l 

da lpalt disimpulka ln balhwa l indikaltor paldal sumber da lya l 

ya lng disepalka lti telalh memenuhi sebalgia ln ya litu denga ln 

a ldalnya l pegalwa li, informa lsi, wewenalng, da ln falsilitals, 

na lmun ha lnya l kura lng perihall keualnga ln ya lng menja ldi 

sumberdalya l pendukung demi terciptalnya l kinerjal ya lng 

ma lksima ll. 

2. Konteks Kebijalkaln (Context of Policy) 

(a) Power, Interest, alnd Straltegy of Alctor Involved 

(kekua lsa laln, kepentinga ln-kepentingaln, da ln straltegi da lri 

a lktor ya lng terlibalt) 

Ha ll pertalma l ya lng ha lrus dipertimba lngka ln a lda llalh 

mengena li implementor ya lng terlibalt. Da llalm proses 

implementa lsi, balnya lk a lktor ya lng berupalya l untuk 

mempenga lruhi palral pihalk da llalm proses penga lmbilaln 

keputusaln. Tidalk da lpa lt dipungkiri balhwal kekua lsa laln 

(power) implementor, balik pa ldal tingka lt a ltalsaln ma lupun 

ba lwalha ln, nalsionall, regionall, ma lupun loka ll dalla lm ha ll ini 

memega lng pera lna ln ya lng cukup signifikaln. Ma lsing-

ma lsing implementor memiliki kepentinga lnnya l ma lsing-
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ma lsing terhaldalp progralm ya lng dijallalnka ln. Tida lk 

menutup kemungkina ln balhwa l tujualn pribaldi palral a lktor 

tersebut memicu konflik. Grindle (1980:12) meneka lnka ln 

ba lhwal “The goalls of the alctors will be in direct conflict 

with ealch other alnd the outcome of this conflict a lnd 

consequently, of who gets wha lt, will be determined by the 

straltegies, resources, alnd power positions of ealch of the 

a lctors involved”. Paldal ta lhalp ini, halsil lualraln ya lng 

beralsall dalri konflik kepentinga ln palra l pihalk tersebut alka ln 

ditentukaln oleh straltegi, sumber dalya l, da ln besalrnya l 

penga lruh kekua lsa laln da lri setialp a lktor ya lng terliba lt. 

Implementa lsi progralm mungkin dalpa lt menilali ka lpalbilitals 

kekua lsa la ln (power of calpalbilities) palral a lktor, kepentinga ln 

mereka l, terma lsuk stra ltegi ya lng mereka l guna lka ln untuk 

memperoleh alpal ya lng mereka l inginka ln, daln rezim ya lng 

berkualsa l (Grindle, 1980:12). 

Menurut peneliti, palda l indika ltor ini yalng disebut 

sebalga li kekua lsa laln, kepentinga ln, da ln straltegi da lri a lktor 

ya lng terlibalt ya litu meliputi: kepallal desal daln ma lsya lra lka lt 

sertal komisi informa lsi alpa lbilal alda l sengketal informa lsi. 

Kepalla l desal ya lng merupa lka ln pejalbalt pemerintalh 

desal ya lng mempunya li wewenalng, tuga ls da ln kewaljiba ln 

untuk menyelengga lra lka ln ruma lh ta lngga l desal. Kepalla l desa l 

mempunya li keduduka ln seba lga li kepa llal pemerintalh desal 
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ya lng memimpin penyelengga lrala ln pemerintalha ln desal 

juga l mela lksa lna lka ln prinsip tralnspalraln. Pa ldal lingkup 

konteks kebijalka ln, kepalla l desal merupa lka ln alktor pa ldal 

indikaltor kekua lsala ln, ya lng mempunya li wewenalng da lla lm 

mela lksa lna lka ln sa llalh saltu prinsip taltal pemerintalhaln desal 

ya lng tra lnspalraln. Yalitu alda lnya l kebijalka ln PPID, kepa llal 

desal merupa lka ln pejalbalt pemerintalh ya lng berkua lsal 

terhalda lp PPID da ln menga ltur jallalnnya l PPID seba lga li 

bentuk pelalksa lna la ln prinsip pemerintalhaln ya lng tra lnspalra ln 

da llalm ha ll keterbukala ln informa lsi publik. Kepallal Desal 

Kumpulrejo yalng jugal meralngka lp sebalga li altalsaln PPID 

merupa lka ln proses teralkhir ya lng memerintalhka ln kepa ldal 

petugals PPID untuk memenuhi permintalaln informa lsi. 

Alpa lbilal a lda l keberaltaln denga ln informa lsi ya lng 

diberikaln a ltalu tidalk ditalngga lpinya l sualtu perminta laln 

informa lsi, altalsa ln PPID ya lng menjalbalt sebalga li kepa llal 

desal mempunya li kekua lsa laln da ln wewenalng untuk 

memberika ln perintalh kepa ldal PPID untuk memenuhi 

permintala ln informa lsi mela llui suralt perintalh, daln  juga l 

memiliki kewena lnga ln untuk menola lk melallui suralt 

penolalka ln. Da lla lm penga ljualn tersebut merupalka ln 

pernyalta laln keberaltaln altals permohona ln informa lsi. Berikut 

bentuk suralt pernya ltala ln keberaltaln a ltals permohonaln 
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informa lsi ya lng suda lh disedialka ln oleh PPID Desal 

Kumpulrejo. 

 

Keberaldala ln ma lsya lra lka lt merupalka ln seba lga li 

kelompok ya lng berkepentinga ln da llalm sua ltu lingkunga ln 
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kebijalka ln. Ma lsya lralka lt da llalm konteks kebijalka ln 

pembentuka ln PPID disini merupalka ln pemohon a ltalu 

penerima l informa lsi ya lng memiliki kepentingaln untuk 

menda lpa ltka ln informa lsi melallui lalya lna ln informa lsi ya lng 

disedialka ln oleh pemerintalh desal.  

PPID Desa l Kumpulrejo memfa lsilitalsi lalya lna ln 

penga ljualn sengketal informa lsi publik a lpalbilal aljua ln 

keberaltaln a ltals permohona ln informa lsi ditolalk mela llui 

suralt penolalka ln ya lng dikelua lrka ln oleh altalsa ln PPID. 

Penga ljualn sengketa l informa lsi publik tersebut dila lnjutka ln 

penga ljualnnya l kepa lda l komisi informa lsi alpa lbilal talngga lpa ln 

a ltalsaln PPID da llalm proses keberaltaln tidalk memua lska ln 

pemohon informa lsi. Menurut peneliti komisi informa lsi 

merupa lka ln pihalk ya lng memiliki kepentinga ln dalla lm 

konteks kebijalka ln PPID ka lrenal komisi informa lsi sebalga li 

ba ldaln publik ya lng merupa lka ln bentuk upa lya l penyelesa lialn 

sengketa l informa lsi publik palda l proses alkhir. 

Sebalga lima lna l terlalmpir pa ldal lalmpira ln 1.2.5. ya lng 

merupa lka ln a llur altalu SOP la lya lna ln sengketal informa lsi. 

Menurut peneliti ya lng dima lksud denga ln straltegi 

ya litu alda lnya l grup WhaltsAlpp ya lng bera lnggota lka ln Ketual 

RT/RW Desal Kumpulrejo dengaln peralngka lt desal 

perwalkilaln. Sebalga lima lna l ungka lpa ln wa lwa lncalral denga ln 

Ba lpalk Na lsrullalh, “ka lmi jugal aldal grup WAl bualt 
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ngeshalre informalsi. Alnggotalnya l yal perwalkilaln RT/RW”. 

Denga ln a lda lnya l medial grup Wha ltsAlpp tersebut 

memuda lhka ln pera lngka lt desal da llalm memberika ln 

informa lsi ya lng ingin disalmpa lika ln, jugal ma lsya lra lka lt 

muda lh menerima l informa lsi talnpal halrus menda ltalngi 

lalngsung ke ka lntor desal. Alda lnya l grup WhaltsAlPP ini 

juga l untuk memberitalhuka ln a lpalbilal a ldal unda lnga ln ra lpa lt 

desal daln tentu tujualn utalma lnya l ya litu memperkua lt 

komunika lsi ya lng ba lik a lntalral pemerintalh desal denga ln 

perwalkilaln wa lrga l-wa lrga lnya l. Kalitalnnya l denga ln denga ln 

kekua lsa la ln, kepentinga ln da ln straltegi merupalka ln ketigal 

a lspek ya lng ha lrus alda l da llalm menera lpka ln sua ltu kebijalka ln. 

Oleh kalrenal itu, dallalm va lrialbel konteks kebijalka ln, 

seluruh alspek ya lng berka litaln dengaln kekua lsa la ln, 

kepentingaln daln straltegi ya lng mempenga lruhi proses 

implementa lsi tidalk a lka ln bisal dilepalska ln da lri peraln sertal 

pa lral alktor ya lng terlibalt seperti di altals. 

Dalri daltal di altals, menurut alnallisal peneliti paldal 

indikaltor kekualsalaln, kepentingaln daln straltegi terhaldalp 

kebijalkaln PPID Desal Kumpulrejo telalh aldal ketigal alspek 

indikaltor konteks kebijalkaln tersebut. Yalitu kepallal desal 

sebalgali alktor kekualsalaln, malsyalralkalt altalu pemohon 

informalsi daln komisi informalsi sebalgali alktor yalng 

mempunyali kepentingaln, daln straltegi aldalnyal grup 
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WhaltsAlpp yalng memudalhkaln dallalm menyalmpalikaln 

informalsi. Sehinggal dalpalt dikaltalkaln balhwal Desal 

Kumpulrejo telalh memenuhi indikaltor kekualsalaln, 

kepentingaln daln straltegi alktor yalng terlibalt sebalgali 

konteks kebijalkaln. 

(b) Institution alnd Regime Chalralcteristic (ka lralkteristik 

lemba lga l da ln rezim ya lng berkua lsal) 

Selalin implementalsi progralm mengena li kekua lta ln 

jalba ltaln, kepentinga ln daln straltegi palral a lktor, ka lralkteristik 

lemba lga l da ln rezim dima lna l mereka l berinteralksi juga l 

menentuka ln nalsib implementa lsi kebijalka ln. 

Ba lga lima lna lpun, rezim ya lng berkua lsa l a lka ln memiliki 

kekua lsa la ln ya lng besa lr dalla lm menentuka ln implementalsi 

sualtu progralm ya lng ma lsuk da llalm a lgendal 

pemerintalhalnnya l. Sehingga l, dallalm kea lda la ln seperti ini 

rezim ya lng berkua lsa l alka ln menentuka ln halsil lualraln 

implementa lsi kebijalka ln (Grindle, 1980:12). 

Da llalm pemilihaln alnggota l PPID pa lda l pimpina ln Desa l 

Kumpulrejo sala lt ini, ditunjuk la lngsung oleh kepa llal desal 

mela llui ralpa lt pembentuka ln PPID. Susuna ln alnggotal 

tersebut sebalga lima lna l ditualngka ln da llalm Sura lt Keputusaln 

PPID terlalmpir (lalmpiraln 1.1.1.)  ya lng juga l merupalka ln 

peralngka lt desal da llalm stuktur orga lnisalsi desal. 

Berdalsalrka ln halsil walwa lncalra l peneliti denga ln Balpa lk 
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Chuma lidi balhwa l penunjuka ln tersebut dipilih lalngsung 

oleh Kepallal Desal Kumpulrejo ya lng sebelumnya l 

disosiallisalsika ln terlebih da lhulu alpal itu PPID da ln 

ba lga lima lna l prosedur kerjalnya l. Setelalh itu kepalla l desal 

menunjuk lalngsung da lri struktur orga lnisalsi desal 

seka lligus menjalba lt sebalga li alnggota l tim PPID. Da lla lm 

penunjuka ln ini kepallal desal menila li balhwal a lnggota l PPID 

ya lng ditunjuk dinilali memiliki kompetensi da ln ma lmpu 

da llalm mengelolal lalya lna ln informa lsi. 

Menurut peneliti, pemiliha ln alnggota l tim PPID 

dilalkuka ln seca lral demokra ltis, yalng ma lna l kepa lla l desal 

mensosiallisalsika ln terlebih da lhulu kalitaln dengaln prosedur 

kerjal PPID, da ln da llalm pemilihaln tersebut palral a lnggotal 

tim PPID ya lng ditunjuk tidalk kebera ltaln denga ln 

penunjuka ln tersebut begitu pulal dengaln a lpalraltur desal 

ya lng la linnya l tidalk a lda l ya lng mera lsal kebera ltaln denga ln 

ditunjuknya l a lnggota l tim PPID. Sehingga l da lpalt 

disimpulka ln ba lhwa l indikaltor ka lralkteristik institusi da ln 

rezim sudalh memenuhi denga ln ditunjuknya l alnggota l tim 

PPID secalra l demokra ltis. 

(c) Complialnce alnd Responsiveness (tingkalt kepaltuhaln 

daln aldalnyal respon dalri pelalksa lnal) 

Menurut Grindle, dallalm ralngka l menca lpali tujualn 

sualtu kebijalka ln, pejalba lt publik mengha lda lpi dual ma lsa llalh 
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ya lng berka lita ln denga ln interalksi mereka l terha ldalp 

lingkunga ln da ln ta lhalpa ln a ldministralsi, ya litu: tingka lt 

kepa ltuhaln (complialnce) daln tingka lt ketalngga lpaln 

(responsiveness). Mengenali perma lsallalha ln ya lng pertalma l, 

pa lral alktor ha lrus bisal menyika lpi perma lsa llalhaln mengena li 

ba lga lima lna l memperoleh kepa ltuhaln (complialnce). Seperti 

ya lng dika lta lka ln Grindle (1980:12), “...officialls must 

a lddress the problem of how to alchieve complialnce with 

the ends enuncialted in the policy”. Terdalpalt bebera lpal 

calra l ya lng dia lnjurkaln Grindle terhalda lp palral a lktor untuk 

menyelesalika ln perma lsalla lha ln tersebut. Misallnya l pa lral 

a lktor dalpa lt melalkuka ln ca lral-ca lra l seperti memintal 

dukunga ln da lri palral elit politik, baldaln-ba lda ln pelalksa lnal, 

pa lral birokralt terka lit progra lm ya lng a lka ln dilalksa lna lka ln, 

ma lupun dukunga ln ma lsya lralka lt ya lng a lka ln mera lsalka ln 

da lmpa lknya l (Grindle, 1980:12). 

Alda lnya l kebijalka ln PPID merupa lka ln sualtu bentuk 

progralm da llalm mewujudka ln keterbukala ln informa lsi 

publik. Tentu hall tersebut didukung denga ln peraltura ln-

peralturaln pemerintalh ya lng telalh ditetalpka ln berka litaln da ln 

sebalga li dalsa lr ketentualn keterbuka laln informa lsi publik. 

Seperti, alda lnya l ma lkluma lt tentalng pelalya lna ln informa lsi 

publik merupalka ln bentuk dukunga ln pemerintalh terhalda lp 

PPID. Selalin itu kebija lka ln alda lnya l PPID justru 
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memberika ln da lmpa lk ya lng berma lnfala lt ba lgi ma lsya lra lka lt 

da ln penerima l informa lsi. Malnfala lt yalng diralsalka ln 

ma lsya lralka lt terhalda lp kebijalka ln PPID, ya litu muda lh 

memperoleh informa lsi. Seperti talngga lpa ln da lri sallalh saltu 

ma lsya lralka lt “aldalnya l petugals informalsi memudalhka ln 

sa lyal sebalgali walrga l sini untuk ngurus-ngurus 

a ldministralsi” ucalp Ibu Alstri. 

 
 

Galmbalr Susunaln Orga lnisalsi Desal Kumpulrejo 

Sumber Website Desal http://kumpulrejo.desal.id/ 

 

Selalin kepaltuhaln (complialnce), sisi lalin 

perma lsalla lhaln dalla lm menca lpali tujualn daln sa lsalraln sua ltu 

kebijalka ln ya litu ketalngga lpa ln (responsiveness). Semua l 

tingka ltaln birokralsi palda l setialp institusi negalral ideallnya l 

ha lrus cepalt talngga lp da lla lm menjallalnka ln tuga lsnya l guna l 

memberika ln pelalya lna ln publik ya lng optima ll da ln 

memenuhi kebutuhaln ma lsya lralka lt secalral ma lksima ll. 

http://kumpulrejo.desa.id/
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Talnpal disertali dengaln keta lngga lpa ln, sulit ralsalnya l untuk 

menga lta lka ln ba lhwa l sualtu implementa lsi kebijalka ln a lka ln 

berhalsil dilalksa lna lka ln daln tujualn-tujualnnya l alka ln tercalpa li. 

Alrtinyal, ta lnpal a ldalnya l sika lp cepalt-ta lngga lp pejalba lt publik 

a lka ln kehilalnga ln kesempa ltalnnya l untuk menca lpa li 

kesuksesa ln implementalsi progralm ya lng direncalna lka ln. 

Tentu, hall ini alka ln berda lmpa lk seca lral lalngsung kepa ldal 

proses pencalpalialn tujualn. Grindle (1980:13) menya ltalka ln 

ba lhwal:  

“The problem for public a ldministraltors is to ensure 

aln aldequalte almount of responsiveness to provide 

flexibility, support, alnd feedbalck, while alt the salme 

time malintalining enough control over the distribution 

of resources to alchieve the stalted goalls.”  

 

Da lri halsil walwa lncalral ya lng peneliti lalkuka ln denga ln 

salla lh saltu ma lsya lra lka lt altalu penerima l informa lsi balhwa l 

untuk ketalngga lpa ln petuga ls PPID terhalda lp pelalya lna ln 

informa lsi di Desal Kumpulrejo cukup optima ll dalla lm 

memberika ln daln menyedialka ln pelalya lna ln informa lsi. Ha ll 

tersebut berdalsalrka ln seba lga lima lna l jalwa lbaln pemohon 

informa lsi sala lt diwalwa lncalra li perihall pelalya lna ln informa lsi 

Desal Kumpulrejo “…yalh pelalyalnaln di desal ini cepet da ln 

lalngsung ditalnggalpi setia lp mengurus aldministralsi” 

pungka ls Ibu Alstri. 
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Ca lral menyedia lka ln da ln memberika ln pelalya lna ln ya litu 

mela llui salralnal da ln pralsa lralna l ya lng disedialka ln. Pelalya lna ln 

secalral tidalk la lngsung menuntut ma lsya lra lka lt a lta lu 

pemohon informa lsi untuk melek teknologi. Untuk 

informa lsi yalng wa ljib disedialka ln daln diumumka ln secalral 

berka llal, informa lsi ya lng disedialka ln secalra l sertal mertal, 

da ln informa lsi yalng wa ljib disedialka ln sala lt ini berdalsalrka ln 

ha lsil pengalma lta ln peneliti sudalh disedialka ln dalla lm 

website daln walda lh medial sosiall. Nalmun sa lya lngnya l a ldal 

beberalpa l informa lsi yalng belum diperbalhalrui seperti 

profil kepallal desa l ma lsih pa ldal jalbaltaln kepa llal desal ya lng 

lalma l seba lga lima lna l da llalm la lmpira ln 3.1.2. Kemudialn juga l 

belum dibualtnyal SK PPID terbalru yalng ma lsih 

mengguna lka ln SK PPID diba lwalh na lunga ln ma lsa l jalba ltaln 

kepa llal desal ya lng lalma l., nalmun di ka lntor desal itu sendiri 

sudalh diperbalha lrui ka litalnnya l dengaln kepallal desal. 

Sedalngka ln untuk pelalya lna ln secalral lalngsung da lpa lt 

dilalkuka ln denga ln menda ltalngi ka lntor desal untuk 

menga ljukaln permohona ln informa lsi kepa ldal petuga ls 

lalya lna ln informa lsi. 

Da lpalt disimpulka ln balhwal indika ltor kepaltuhaln daln 

keta lngga lpa ln pa ldal konteks kebijalka ln telalh terpenuhi. 

Denga ln alda lnya l tidalk a lda lnya l bentuk penolalka ln da lri 

ma lsya lralka lt da ln diterima l dengaln ba lik ya lng memberika ln 
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da lmpa lk ma lnfa la lt yalng positif ya litu muda lhnya l 

memperoleh informa lsi, sehingga l da lpalt dikalta lka ln cukup 

terpenuhi palda l indika ltor kepaltuhaln. Selalin itu kebijalka ln 

PPID juga l didukung oleh segenalp peralturaln pemerintalh 

da ln pemerintalh daleralh. Seperti aldalnya l ma lkluma lt 

pelalya lna ln informa lsi pemerintalh daleralh menjaldika ln 

pemerintalhaln dibalwa lhnya l juga l mengikuti kebijalka ln ya lng 

telalh dibualt. Terpenuhinya l indika ltor ketalngga lpa ln juga l 

diralsalka ln oleh ma lsya lralka lt altalu pemohon informa lsi 

seperti ya lng diralsa lka ln oleh sallalh saltu pemohon informa lsi 

ya litu Ibu Alstri, balhwa l pelalya lna ln ya lng dilalkuka ln oleh 

petugals salnga ltlalh optima ll dengaln cepalt talngga lpnya l 

da llalm mela lya lni pemohon. 

 

B. Alnallisis Implementalsi Kebijalkaln Keterbukalaln Informalsi 

Publik Dengaln Teori Merilee S. Grindle 

Grindle dallalm bukunya l meninjalu ba lhwa l proses implementa lsi 

kebijalka ln secalral umum a ldallalh sebalga li proses yalng bertujualn 

untuk mendirika ln sebualh jalringaln ya lng memungkinka ln tujualn-

tujualn dalri kebijalka ln publik terlalksa lna l sebalga li sualtu halsil lualraln 

dalri kegialta ln-kegia lta ln pemerintalhaln. Menurutnyal, kebijalka ln 

publik diterjema lhka ln ke da lla lm progra lm-progra lm ya lng 

dima lksudka ln untuk mencalpa li tujualn-tujualn tertentu ya lng 
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dinya ltalka ln da llalm kebijalka ln (Grindle, 1980 : 6). Selalin itu, Grindle 

berpendalpalt balhwa l : 

“… the study of the process of policy implementa ltion a llmost 

necessalrily involves investigaltion alnd alnallysis of concrete 

alction progralms thalt halve been designed als a l mealns of 

alchieving broalder policy goa lls?” 

Ya lng ma lkna lnya l a lda llalh ba lhwa l ka ljialn investigalsi daln a lnallisal 

mengena li progralm-progra lm a lksi nya ltal ya lng tela lh dibentuk 

dilibaltka ln sebalga li salralna l untuk mencalpa li tujualn a ltalu salsa lraln 

kebijalka ln secalral luals dallalm sua ltu proses implementa lsi kebijalka ln. 

Grindle menjelalska ln ba lhwa l keberhalsilaln ma lupun kega lga lla ln 

implementa lsi kebijalka ln da lpalt dievallualsi dallalm ha ll kema lmpua ln 

untuk menjallalnka ln progra lm ya lng telalh dibentuk tersebut altalu 

disebut implementalbility. Seluruh implementalsi kebijalka ln dinilali 

dengaln calral mengukur seja luh ma lna l halsil lualraln progra lm tersebut 

memiliki kesesualialn denga ln tujualn-tujualn kebijalka ln ya lng 

ditetalpka ln. Di balwa lh ini model proses implementa lsi ya lng 

dirumuska ln oleh Grindle : 
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Galmbalr Implementa lsi seba lga li sebualh Proses Politik da ln 

Aldministraltif 
Sumber: Merilee S. Grindle, Politics alnd Policy Implementaltion in 

the Third World, New Jersey : Princeton University Press, 1980, h. 

11 

 

Da lri model implementalsi kebijalka ln di a ltals, kebijalka ln publik 

diterjema lhka ln ke da llalm progralm a lksi (alction progra lms) dengaln 

malksud untuk mencalpa li tujualn kebijalka ln ya lng dihalra lpka ln. 

Malksud dibentuknya l progra lm a lksi da ln proyek peroralnga ln tersebut 

aldallalh untuk menimbulka ln perubalhaln palda l lingkunga ln dima lna l 

kebijalka ln tersebut alka ln diimplementalsika ln. Da ln perubalha ln 

tersebut merupalka ln ha lsil lua lraln dalri progralm ya lng dijallalnka ln. 

Merilee S. Grindle sendiri bera lrgumen ba lhwa l “…the process 

of implementaltion is grealtly alffected by the kinds of objectives tha lt 

halve been specified for it a lnd by the malnner in which the goalls 

halve been stalted” (Grindle, 1980 : 8).  Balhwa l proses implementalsi 
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salnga lt dipengalruhi oleh tujualn ya lng telalh dispesifika lsikaln untuk 

itu, daln dima lna l salsalra ln-sa lsalra ln telalh dinyaltalka ln. Sehingga l setialp 

keputusaln tentalng jenis kebijalka ln ya lng a lka ln dica lpali daln bentuk 

progralm ya lng a lka ln dilalksa lna lka ln dialngga lp seba lga li falktor integrall 

dallalm menentuka ln kesuksesaln pelalksa lna laln progralm tersebut. 

Da llalm proses implementa lsi kebijalka ln publik teori Merille S. 

Grindle diteralpka ln denga ln implementalsi kebijalka ln publik palda l 

objek penelitialn peneliti di Desal Kumpulrejo. Proses tersebut 

dialwa lli denga ln mengeta lhui alpa l tujualn dalri kebijalka ln tersebut. 

Seperti daltal penelitialn ya lng peneliti dalpa ltka ln balhwa l implementa lsi 

kebijalka ln ka lita lnnya l dengaln Undalng-Unda lng Nomor 14 talhun 

2008 tentalng Keterbukala ln Informa lsi Publik, ya litu dibentuknya l 

kebijalka ln untuk mela lksa lna lka ln unda lng-unda lng KIP tersebut. Desa l 

Kumpulrejo telalh mengelua lrka ln Suralt Keputusaln Nomor 480 / 01 / 

2020 tentalng Pejalbalt Pengelolal Informa lsi daln Dokumenta lsi 

(PPID) di Lingkunga ln Pemerintalh Desal Kumpulrejo Kecalma lta ln 

Paltebon Kalbupalten Kenda ll sebalga li sua ltu kebijalka ln (lalpmpira ln 

1.1.1.) dengaln tujualn terwujudnya l keterbuka laln informa lsi publik di 

Desal Kumpulrejo. 

Da ln untuk mewujudka ln keterbuka laln informa lsi publik, 

dibutuhka ln aldalnya l alction altalu progralm kerjal ya lng dirumuska ln da ln 

didalnali. Yalng dima lksud denga ln progralm kerjal ya lng dirumuska ln 

kalitalnnya l dengaln terselengga lra lnya l proses pelalya lna ln daln 
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keterbukala ln informa lsi yalng sudalh ditualngka ln dalla lm uralialn tugals 

daln kewaljibaln alnggota l PPID sebalga li bentuk progralm kerjal ya lng 

termua lt dalla lm SK PPID. Dialntalralnya l: 

a. Melalkuka ln pengumpulaln ba lhaln informa lsi daln dokumentalsi 

b. Menyimpa ln, mendokumenta lsika ln, meyedia lka ln daln 

memberika ln pelalya lna ln informa lsi kepa ldal publik 

c. Melalkuka ln verifikalsi balhaln informa lsi publik 

d. Melalkuka ln uji konsekuensi a ltals informa lsi yalng dikecua llikaln 

e. Melalkuka ln pemuta lkhiraln da ltal informa lsi daln Dokumenta lsi 

da ln 

f. Menyedialka ln informa lsi daln dokumentalsi untuk dialkses oleh 

ma lsya lralka lt 

Tugals da ln kewaljibaln sebalga li progralm kerjal tersebut 

dilalksa lna lka ln oleh a lnggota l tim PPID seba lga lima lna l terlalmpir di 

lalmpira ln suralt keputusaln Kepalla l Desal Kumpulrejo Nomor 480 / 

01 /2020 paldal talngga ll 02 Ja lnualri 2020. 

 
SUSUNAlN PEJAlBAlT PENGELOLA l INFORMAlSI DAlN 

DOKUMENTAlSI 

DI LINGKUNGA lN PEMERINTA lH DESAl KUMPULREJO 

NO NAlMAl JAlBAlTAlN KEDUDUKA lN DAlLAlM 

PPID 

1 BAlSUKI Kepallal Desal Altalsaln PPID Desa l 

2 
AlFIF 

MUHAlMMAlD 
Sekreta lris Desal PPID Desa l 
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3 SUGIYAlNTO 
Kalur Ta ltal usalhal 

daln Umum 
Sekretalris 

4 NAlSRULLAlH Kaldus 2 
Balgialn Pelalyalnaln 

Informalsi 

5 CHUMAlIDI 
Kalsi 

Pemerinta lhaln 
Balgialn Dokumenta lsi 

 

Selalnjutnyal dalla lm a lktifitals implementalsi, menurut Grindle pelalksa lna laln 

sualtu kebijalka ln da lpa lt dikalta lka ln berhalsil alpalbilal memenuhi 2 (dual) 

valrialbel ya litu, content of policy (isi kebijalka ln) da ln context of 

implementaltion (lingkunga ln kebijalka ln). Denga ln ma lsing-ma lsing 

valrialbel aldal indikaltornya l. Ya litu : 

1) Content of Policy (isi kebija lka ln) 

a. Interest Alffected (kepentinga ln-kepentingaln ya lng 

mempenga lruhi) 

b. Type of Benefits (tipe ma lnfa lalt) 

c. Extent of Chalnge Envision (deraljalt perubalhaln ya lng ingin 

dicalpali) 

d. Site of Desicion Malking (letalk penga lmbila ln keputusaln) 

e. Progralm Implementaltor (pelalksa lna l progralm) 

f. Resources Commited (sumber-sumber da lya l ya lng 

diguna lka ln) 

2) Context of Policy (lingkunga ln kebijalka ln) 

a. Power, Interest, alnd Straltegy of Alctor Involved 

(kekua lsa laln, kepentinga ln-kepentingaln, da ln straltegi da lri 

a lktor ya lng terlibalt) 
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b. Institution alnd Regime Chalralcteristic (ka lralkteristik 

lemba lga l da ln rezim ya lng berkua lsal) 

c. Complialnce alnd Responsiveness (tingka lt kepa ltuhaln da ln 

a ldalnya l respon dalri pelalksa lna l) 

Sebalga lima lna l ya lng sudalh dibalha ls palda l sub-ba lb 

sebelumnya l tentalng implementa lsi ma lsing-ma lsing indika ltor 

denga ln jumla lh 9 (sembila ln) indikaltor dalri dual va lrialbel. 

Ba lhwa l dalri 9 (sembilaln) indikaltor tersebut telalh a ldal da ln 

memenuhi a ltals kebijalka ln PPID Desa l Kumpulrejo.  

Kemudialn ha lsil lualraln da lri kebijalka ln SK PPID ya litu dalmpa lk 

pa ldal ma lsya lralka lt dengaln a ldalnya l kebijalka ln SK PPID 

ma lsya lralka lt memperoleh kemuda lhaln dalla lm memperoleh 

informa lsi dengaln salralna l ya lng telalh disedialka ln ba lik mela llui 

website desal secalral tidalk la lngsung ma lupun mendalta lngi 

ka lntor desal secalral lalngsung. Denga ln a lda lnya l kebijalka ln PPID 

juga l ma lsya lra lka lt da lpalt mengeta lhui halk-ha lknya l untuk 

menda lpa ltka ln informa lsi ya lng dimohonka ln. Da ln tentu 

perubalha ln setelalh berlalkunya l kebijalka ln PPID, ma lsya lra lka lt 

da lpalt mengguna lka ln sa lralna l website mengikuti eral kemaljualn 

teknologi sebalga li bentuk upalya l tim PPID dallalm 

menginforma lsika ln informa lsi-informa lsi kepaldal ma lsya lra lka lt. 

Da ln dalri walwa lncalra l kepa ldal beberalpal ma lsya lra lka lt alta lu 

pemohon informa lsi, tida lk a ldalnya l penolalka ln terhaldalp 

kebijalka ln PPID ba lhka ln sa lnga lt memba lntu da ln memudalhka ln 
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ma lsya lralka lt a ltalu pemohon informa lsi dallalm memperoleh 

informa lsi. 

Proses implementalsi selalnjutnya l mengukur kesuksesa ln 

a lpalka lh progra lm ya lng dilalksa lnalka ln sesuali denga ln ya lng 

dirumuska ln sebalgalimalnal di SK PPID. Tentu pelalksa lnala ln tuga ls da ln 

kewa ljibaln sebalga li bentuk progra lm suda lh sesua li daln 

dilalksa lna lka ln seba lga lima lna l tuga ls ya lng dirumuska ln da lla lm SK 

PPID. Kesuksesaln tersebut juga l diukur denga ln indika ltor-

indikaltor palda l 2 (dual) va lrialbel ya litu, content of policy (isi 

kebijalka ln) daln context of implementaltion (lingkunga ln 

kebijalka ln). 

Da ln dalri proses implementalsi kebijalka ln publik ya lng 

diteralpka ln dalpa lt dikaltalka ln sudalh tercalpalinya l tujua ln dalri 

kebijalka ln PPID ya litu terwujudnya l keterbukalaln informa lsi, ma lka l da lpalt 

disimpulka ln ba lhwa l kebijalka ln telalh terimplementalsi denga ln 

ba lik. Nalmun dalla lm pengimplementalsialn kebijalka ln tersebut 

perlu aldalnya l inova lsi ba lru denga ln tujualn optima llisalsi 

keterbukala ln informa lsi publik ya litu perlu alda lnya l pelalya lna ln 

secalral online alta lu tidalk lalngsung a lpa lbilal informa lsi yalng 

dibutuhka ln tidalk ditemuka ln dallalm website desal. Hall tersebut 

demi mewujudkaln keterbuka la ln informa lsi publik. Ya litu 

kemuda lha ln dallalm memperoleh informa lsi ya lng secalral tidalk 

lalngsung ha lrus menda lta lngi ka lntor desal tersebut. Da ln ha lsil 

lualraln da lmpa lk pa lda l ma lsya lralka lt juga l menjaldi ukura ln 
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kesuksesa ln pelalksa lna la ln progralm kebijalka ln PPID. Ya litu 

perubalha ln ya lng diralsalka ln denga ln alda lnya l kebijalka ln PPID da ln 

kebijalka ln tersebut dalpalt diterima l dengaln ba lik oleh 

ma lsya lralka lt talnpa l aldalnya l pertentalnga ln da lri pihalk-piha lk ya lng 

dirugika ln dallalm kebijalka ln PPID tersebut. 

Selalin itu alda lnya l kebijalka ln PPID Desa l sejalk Jalnua lri 

2020, belum pernalh dila lkuka ln monitoring daln eva llualsi 

terhalda lp kebijalka ln PPID. Ha ll itu sebalga lima lna l ya lng dika ltalka ln 

Ba lpalk Alfif Muhalmmald, S.H. selalku ketual PPID Desal 

Kumpulrejo dallalm ha lsil walwa lnca lral, belialu menga lta lka ln, 

“semenjalk PPID dibentuk belum pernalh dila lkukaln 

monitoring daln eva llualsi dikalrenalkaln belum perna lh aldal 

sengketal informalsi”. Sehingga l, da lpalt dikaltalka ln belum 

berjallaln dengaln optima ll dalla lm keterbukala ln informa lsi publik.   
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BAlB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulaln 

Berdalsalrka ln halsil penelitia ln ini dalpa lt disimpulka ln balhwa l 

alkses dallalm memperoleh informa lsi publik Desa l Kumpulrejo halnya l 

mela llui permohona ln informa lsi secalral la lngsung a ltalu offline. 

Sehingga l perlu alda lnya l inova lsi pelalya lna ln permohona ln informa lsi 

secalral online alpalbilal informa lsi ya lng diinginka ln tidalk ditemuka ln 

dallalm website desal. Denga ln alda lnya l inova lsi tersebut lebih 

memuda lhka ln ma lsya lralka lt da llalm memperoleh informa lsi denga ln 

tidalk ha lrus menda ltalngi ka lntor desal secalral lalngsung. Sertal dengaln 

aldalnya l pelalya lna ln permohona ln informa lsi secalral online dihalralpka ln 

keterbukala ln informa lsi publik di Desal Kumpulrejo dalpa lt lebih 

berjallaln lebih ma lksima ll daln optima ll dallalm pelalya lna ln permohonaln 

informa lsi. 

Implementa lsi kebijalka ln keterbukala ln informa lsi publik di Desal 

Kumpulrejo Kecalma ltaln Paltebon Kalbupalten Kendall telalh 

terlalksa lna l dengaln balik ya litu denga ln memenuhi 9 indika ltor dengaln 

diukur berdalsalrka ln teori Merilee S Grindle. Menca lkup isi 

kebijalka ln da ln lingkunga ln implementa lsi sertal seluruh proses 

pelalksa lnala lnnya l ya lng pa lda l intinyal bertujualn salma l ya litu demi 

mewujudka ln keterbukala ln informa lsi publik ya lng muda lh di alkses 
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sertal muda lh dipalha lmi da llalm prosesnya l oleh ma lsya lra lka lt. Paldal isi 

kebijalka ln ya lng termua lt balnya lk ta lha lpa ln untuk menca lpali tujualn dalri 

kebijalka ln tersebut, sallalh saltunya l aldalla lh peraln terpenting da lri palral 

implementa ltornya l ya lng ma lnal dallalm menjalla lnka ln kebijalka ln ini 

halrus alda lnya l pembentuka ln tim, ya litu tim PPID (Pejalba lt Pengelola l 

Informa lsi daln Dokumentalsi) sebalga li ga lrda l terdepaln untuk 

mela lya lni ma lsya lra lka lt / pemohon informa lsi da ln aldalnya l 

kewenalnga ln dallalm melalksa lnalka ln kebijalka ln tersebut tentunyal juga l 

didukung oleh SK (suralt keputusaln), kepentinga ln ya lng 

mempenga lruhi, ralga lm ma lnfala lt, perubalha ln ya lng diinginka ln, leta lk 

pengalmbila ln keputusaln, sertal salralna l pralsalra lnal. Da llalm lingkunga ln 

kebijalka ln ya lng ma lna l keberhalsilaln dalla lm mengimplementa lsikaln 

kebijalka ln ini dipenga lruhi oleh palral kepentingaln da ln straltegi palral 

alktor ya lng terlibalt, rezim ya lng berkua lsa l sertal kepa ltuha ln daln juga l 

keta lngga lpa ln. 

Da llalm kekura lnga ln ya lng dihalda lpi oleh Desal Kumpulrejo ini 

yalitu halnya l saljal SK (sura lt keputusaln) PPID (pejalba lt pengelola l 

informa lsi daln dokumenta lsi) belum dibualtka ln kemba lli oleh 

kepemimpina ln Kepallal Desal sala lt ini menginga lt Kepalla l Desal 

Kumpulrejo sala lt ini ya litu Ba lpalk Faleson ba lru saljal menjalbalt palda l 

alwa ll talhun 2023 ini ya lng sedalng bera lda lptalsi di dunia l 

kepemerintalha ln. 
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B. Salraln 

Berdalsalrka ln kesimpulaln di altals, penulis mencobal membua lt 

salra ln-sa lra ln ya lng mungkin dalpa lt dilalksa lnalka ln oleh pemerintalh 

Desal Kumpulrejo. Alda lpun posisi dalri peneliti dallalm penelitialn ini 

aldallalh pengemba lnga ln da lri penelitialn implementalsi kebijalka ln 

keterbukala ln informa lsi publik. Sa lraln da lri peneliti dalla lm penelitialn 

ini untuk Desal Kumpulrejo Kecalma lta ln Paltebon Kalbupa lten Kendall 

yalitu: 

1. Membua lt Suralt Keputusaln PPID ya lng disa lhka ln oleh Kepallal 

Desal Kumpulrejo sala lt ini. 

2. Mengupalya lka ln a ldalnya l buku register pemohon informa lsi, 

lalporaln PPID kepa lda l Kepallal Desal, sertal mengupa lya lka ln 

monitoring daln evallualsi terka lit pelalksa lna laln PPID. 

3. Menga ldalka ln inova lsi pelalya lnaln permohonaln informa lsi secalral 

online. 

4. Memperbalha lrui kesesualialn alntalral informa lsi ya lng alda l di 

website desal dengaln informa lsi ya lng a lda l di ka lntor desa l. 

5. Menga ldalka ln survei kepualsa ln ma lsya lra lka lt terhalda lp pelalya lna ln 

informa lsi.  

6. Da ln ya lng teralkhir tentunya l semoga l bisal lebih berma lnfa la lt, 

ba lik untuk pemerintalh Desal Kumpulrejo, pemba lcal da ln jugal 

untuk peneliti sendiri.  
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LAMPIRAN 

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala 

1.1. Peraturan dan Kebijakan Desa 

1.1.1. SK PPID 

 PEMERINTAH  KABUPATEN  KENDAL 
KECAMATAN PATEBON 

DESA KUMPULREJO 
Alamat   : Jl. Raden Patah Km 3.5 Kumpulrejo 

Kode  Pos 51351 
Website : Kumpulrejo.desa.id  e-mail :  

  

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO 

KECAMATAN PATEBON 

NOMOR  : 480 / 01  /2020 

TENTANG 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KUMPULREJO  

TAHUN 2020 

 
KEPALA DESA KUMPULREJO, 

Menimbang  

: 

a. bahwa dalam rangka mengelola pelayanan 
informasi dan dokumentasi, serta untuk 
merencanakan, mengorganisasikan, dan 
melaksanakan kegiatan pengelolaan dan 
pelayanan informasi menuju pelayanan 
informasi yang cepat, mudah dan wajar di 
lingkungan Pemerintahan Desa Kumpulrejo, 
perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi 
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dan Dokumentasi; 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a 
diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa ;  

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
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2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Standar Layanan Informasi 
Publik Desa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
14 Tahun 2007 tentang Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 
Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 12);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
14 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14 
Seri A No 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 139); 

12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 
2014 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten 
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Kendal Tahun 2014 Nomor 38 Seri A No 
5))sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2015 Nomor 36 Seri A No.1 )  ; 

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Setiap Desa 
di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 40 
Seri E No.37 ); 

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 
2019 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 

15. Peraturan Desa Kumpulrejo Nomor 07 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDesa) Desa 
Kumpulrejo Kecamatan Patebon Tahun 
Anggaran 2020. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

KESATU       : Menunjuk Pejabat Sekretaris Desa dan 

Perangkat Desa sebagai Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 

lingkungan Pemerintah Desa Kumpulrejo 

sebagaimana lampiran yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. 
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KEDUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETIGA 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

  

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

sebagaimana diktum KESATU adalah 

melaksanakan tugas : 

g. Melakukan pengumpulan bahan informasi 
dan dokumentasi; 

h. Menyimpan, mendokumentasikan, 
menyediakan dan memberikan pelayanan 

informasi kepada publik ; 
i. Melakukan verifikasi bahan informasi 

publik ; 

j. Melakukan uji konsekuensi atas informasi 
yang dikecualikan ; 

k. Melakukan pemutakhiran data informasi 
dan Dokumentasi;dan 

l. Menyediakan informasi dan dokumentasi 
untuk diakses oleh masyarakat.  

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

KEEMPAT   

 

: Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Kumpulrejo. 

KELIMA      

 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

      Ditetapkan di 

Kumpulrejo 

    Pada tanggal 02 

Januari 2020 

    KEPALA DESA 

KUMPULREJO 
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     BASUKI 

                                                      

SALINAN :  Keputusan ini disampaikan kepada Yth  : 

1. Camat Patebon ; 

2. Diskominfo Kab. Kendal ; 

3. Tim PPID Desa Donosari  (yang bersangkutan) ; 

4. Arsip. 
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Lampiran : Keputusan Kepala 

Desa Kumpulrejo 

                      Nomor      : 480 / 01 /2020  

                    Tanggal    : 02 Januari 2020 

 

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KUMPULREJO 

 

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN 

DALAM PPID 

1 BASUKI Kepala Desa Atasan PPID Desa 

2 AFIF MUHAMMAD Sekretaris Desa PPID Desa 

3 SUGIYANTO Kaur Tata usaha 

dan Umum 

Sekretaris 

4 NASRULLAH Kadus 2  Bagian Pelayanan 

Informasi 

5 CHUMAIDI Kasi 

Pemerintahan 

Bagian 

Dokumentasi 

                                           

  Kepala Desa Kumpulrejo 

 

 

 

                                                 BASUKI 
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Maklumat Pelayanan Informasi Publik 
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1.1.2. Peraturan dan kebijakan lainnya  
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1.2. Informasi tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 

1.2.1.  SOP Permohonan Layanan Informasi 

PEMERINTAH KABUPATEN 
KENDAL KECAMATAN 

PATEBON 

DESA KUMPULREJO 

Nomor 

SOP 

 

Tgl 

Pembuata

n 

25 Juli 2019 

Tgl 

Revisi 

 

TgI 

Efektif 

 

Disahkan 

Oleh 

Kepala Desa 

 

Nama 

SOP 

Permohonan Pelayanan 

Informasi Publik 

 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun 

2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Standar Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

ttg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 

2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik 

4. Permendagri No. 35 Th 2010 ttg Pedoman 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 

dilingkungan Kementerian dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 

- Mengetahui tugas dan fungsi 

pelayanan informasi publik 

dapat mengoperasikan komputer 
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2010 tentang Standar Pelayanan Informasi 

Publik 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pengklasifikasian Informasi 

Publik 

7. Perbup No.60 tahun 2015 ttg tata cara Standar 

Pelayanan Informasi Publik 

KETERKAITAN PERALATAN/ 

PERLENGKAPAN 

- SOP Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - Atk 

- Komputer 

- Printer 

- Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN 

PENDATAAN 

- Bila tidak memenuhi aturan undang-undang no 

14 tahun 2008 dapat diajukan sidang ajudikasi 

ke Komisi Informasi 

- Disimpan dalam Bentuk soft dan 

Hardcopy 
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NO. AKTIVITAS 

PELAKSANA MUTU BAKU 

Ket. Pemohon 

Informasi 

Bagian 

Registrasi 

PPID Utama 
dan PPID 

Pembantu 

Komponen 

Perangkat 

Daerah 

Kelengkapan Waktu Output 

1 Pemohon Informasi 

dapat menyampaikan 

permohonan 

informasi yang 

dibutuhkan baik 

secara langsung dan 

tidak langsung 

    1) Formulir 

Permohon

an 

Informasi 

yang 

tersedia di 

meja 

pelayanan 

PPID atau 

yang 

ditampilka

n di 

website, 

(2) 

Fotocopy 

atau scan 

identitas 

diri (NIK) 

dari 

Pada hari 

dan jam 

kerja untuk 

pemohon 

informasi 

secara 

langsung 

dan setiap 

saat untuk 

pemohon 

informasi 

secara 

tidak 

langsung 

Formulir 

Permoh

onan 

informa

si yang 

telah 

diisi 

lengkap 

dan 

dilampi

ri 

fotocop

y/ scan 

identita

s diri 

(NIK) 

 



157 

 
 

NO. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. 

pemohon 

informasi 

2 Melakukan registrasi 
berkas permohonan 
informasi publik. Jika 
dokumen/informasi 
yang diminta telah 
termasuk dalam DIP 
dan dimiliki oleh 
meja informasi atau 
sudah terdapat di 
website PPlD, maka 
langsung diberikan 
kepada pemohon 
informasi atau bisa 
langsung diunduh 
oleh pemohon 

    Semua data 

data 

pemohon 

informasi 

disimpan 

dalam 

bentuk 

hardcopy 

dan softcopy 

Pada hari 

dan jam 

kerja untuk 

pemohon 

informasi 

secara 

langsung 

dan setiap 

saat untuk 

pemohon 

informasi 

secara tidak 

langsung 

DIP 

yang 

telah 

tersus

un 

dala

m 

bentu

k 

hardc

opy 

dan 

softc

opy 
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NO. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. 

informasi. Jika 
informasi/dokumentas
i yang diminta belum 
termasuk dalam DIP, 
maka berkas 
permohonan 
disampaikan kepada 
PPID atau 

PPID Pembantu 

3 PPID meminta 

kepada komponen 

atau Perangkat 

Daerah untuk 

memberikan 

informasi atau 

dokumen yang sudah 

termasuk dalam DIP 

kepada PPID untuk 

diberikan kepada 

pemohon informasi. 

Komponen atau 

Perangkat Daerah 

  

 

 DIP yang 

telah 

ditetapkan 

Oleh 

komponen 

atau Perangkat 

Daerah 

10 

(sepuluh) 

hari kerja 

sejak 

permohona

n informasi 

diterima 

Oleh 

PPID 

DIP  
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NO. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket. 

memberikan 

informasi atau 

dokumen yang 

dimaksud kepada 

PPID atau PPID 

Pembantu 

4 Memberikan 

informasi atau 

dokumen yang 

diminta oleh 

pemohon 

informasi yang 

telah 

menandatangani 

tanda bukti 

penerimaan 

informasi atau 

dokumen 

    Informasi 

atau 

Dokumen 

yang 

diminta oleh 

pemohon 

informasi 

Perpanjanga

n 

permohona

n informasi 

adalah 7 

(tujuh) hari 

kerja 

Informa

si 

publik 

yang 

diminta 

oleh 

pemoho

n 

informa

si 
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1.2.2. Formulir Permohonan Informasi 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 

KECAMATAN PATEBON 

KEPALA  DESA  KUMPULREJO 

Jl. Raden Patah Km.3.5 Kumpulrejo Patebon Kendal  

KodePos 51351 

website : www.kumpulrejo.desa.id 

 

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI 

No. Pendaftaran : …………………………… 
 

Nama  : .....................................................................................................  

Nomor KTP/SIM  : .....................................................................................................  

Pekerjaan  : .....................................................................................................  

Alamat pemohon  : .....................................................................................................  

Nomor telepon  : .....................................................................................................  

E-maiL  : .....................................................................................................  

http://www.kumpulrejo.desa.id/
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Informasi yang dibutuhkan ................................................................................................... :   

    ....................................................................................................    

Alasan permintaan  :  ....................................................................................................  

  .................................................................................................  

Tujuan permintaan  :  ....................................................................................................  

    ................................................................................................  

Nama pengguna informasi  ................................................................................................... :   

Data dan 

informasi yang 

kami peroleh, 

kami gunakan 

sesuai dengan 

ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

  Kendal, ………….……. 20…. 

Petugas Pelayan Informasi 

 

 

 

 

 Pemohon Informasi 

 

 

 

 

Cara memperoleh 

informasi 

: 1. Langsung 2. Website  

 3. E-mail 4. Fax 5. Via Pos 

Format bahan informasi : 1. Tercetak 2. Terekam  

Cara mengirim bahan  

informasi 

: 1. Langsung 2. Via Pos 3. E-mail 
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(-------------------------------) 

Nama dan Tanda Tangan 

 (-------------------------------) 

 Nama dan Tanda Tangan 
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Hak-Hak Pemohon Informasi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh 

informasi yang berada di Badan Publik kecuali 

a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi dapat : menghambat proses penegakan hukum; 

Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan 

intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 

Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan 

ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar 

negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir atau wasiat seseorang; Mengungkap rahasia 

pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik 

atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan 

kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; 

Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-

undang. 

b. Badan Publik juga tidak dapat memberikan informasi yang 

belum dikuasai atau didokumentasikan. 

II. Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan 

Informasi berupa Nomor pendaftaran ke petugas 

informasi/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak 

diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, 

mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap. 

III. Pemohon Informasi berhak mendapat pemberitahuan tertulis 

tentang diterima atau tidaknya permohonan   informasi   dalam   

jangka   waktu   10 (sepuluh) hari kerja sejak   diterimanya 

permohonan informasi oleh Badan Publik.  Badan Publik dapat 

memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 

hari kerja, dalam hal:  informasi yang diminta belum dikuasai/ 
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didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi 

yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. 

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi 

berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi 

sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik) 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan 

keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan 

anda   atau   memberikan hanya sebagian yang   diminta), 

maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada 

atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukan alasan 

keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan 

tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register 

keberatan. 

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan 

PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan 

kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat 

belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID 

oleh Pemohon Informasi Publik. 
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1.2.3. SOP Penanganan Keberatan Informasi
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NO. AKTIVITAS 

KETERANGAN 

Output 
Pemohon  

Informasi 

Bagian  

Registrasi 

Atasan  

PPID 
Kelengkapan Waktu 

PPID  

Utama/PPID  

Pembantu 

PELAKSANA PENDUKUNG 

5 Memberikan informasi yang diminta oleh  

pemohon informasi kepada Atasan PPID jika  

informasi yang dimaksud telah masuk DIP.  

Atasan PPID akan menjawab pengajuan  

keberatan kepada pemohon informasi. Jika  

informasi yang diinginkan pemohon informasi  

tidak termasuk dalam DIP yang telah  

diumumkan, karena informasi belum tersedia  

atau termasuk informasi yang dikecualikan,  

maka diberikan surat penolakan kepada  

Pemohon Informasi. 

Dokumen/infor 

masi yang  

dimaksud oleh  

pemohon,  

Informasi atau  

rekomendasi  

surat penolakan  

dari PPID  

Pembantu  

karena  

informasi yang  

diminta  

merupakan  

informasi yang  

dikecualikan 

Pada Hari  

dan Jam  

Kerja 

Adanya konten  

DIDP di website  

Kemendagri  

dan Pemerintah  

Daerah 
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KEPALA DINAS  KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN KENDAL 

 

 

Drs. FERINANDO RAD BONAY 

NIP. 197302231993302 1 001 
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1.2.4. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan 

Informasi 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 

KECAMATAN PATEBON 

KEPALA DESA KUMPULREJO 

Jl. Raden Patah Km.3.5 Kumpulrejo Patebon 

Kendal Kode Pos 51351 

website: www.kumpulrejo.desa.id   
 

 

http://www.kumpulrejo.desa.id/
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1.2.5. SOP Sengketa Informasi Publik
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1.3.  Laporan Keuangan Desa 

1.3.1. Sistem Keuangan Desa Tahun 2020 

 

 
1.3.2. Sistem Keuangan Desa Tahun 2021 
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1.3.3. Sistem Keuangan Desa Tahun 2022 

 

 
1.3.4. Sistem Keuangan Desa Tahun 2023 
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Gambar Info APBDesa Kumpulrejo Tahun Anggaran 2023  

Sumber Gambar diambil dari Kantor Desa  
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2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta  

2.1. Covid 19 

 
2.2. Pengenalan Covid-19  
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2.3. Pencegahan Covid-19  

 

2.4. Sosialisasi Kesehatan dan Bahaya Napza 
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2.5.Posyandu  Lansia 

 

3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat 

3.1.  Profil dan Organisasi Desa 

3.1.1.  Kantor dan Peta Wilayah Desa

 
Gambar Tampak Depan Kantor Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon 

Kabupaten Kendal 

Sumber Website Desa http://kumpulrejo.desa.id/ 

http://kumpulrejo.desa.id/
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Gambar Peta Wilayah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon 

Kabupaten Kendal 

Sumber Gambar diambil dari Kantor Desa 
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Struktur Organisasi dan Profil Perangkat Desa 
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3.2. Agenda dan Kegiatan Kerja Desa 

3.2.1. Agenda 
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3.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 

 
3.2.3. Kegiatan Musyawarah RPJMDes 2023-2028 
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3.2.4. Kegiatan Rapat Dinas Desa  

 
3.2.5. Kegiatan Musyawarah Dusun Pergantian Pengurus 

RT/RW  
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3.3. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi 

3.3.1. Website Desa 

http://kumpulrejo.desa.id/#  

 

 

 

3.3.2. Twitter Desa Kumpulrejo 

https://twitter.com/desakumpulrejo  

http://kumpulrejo.desa.id/
https://twitter.com/desakumpulrejo
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3.3.3. Facebook Desa Kumpulrejo 

https://m.facebook.com/desakumpulrejo  

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/desakumpulrejo
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3.3.4. Instagram Desa Kumpulrejo 

https://instagram.com/desa_kumpulrejo  

 

 

  

https://instagram.com/desa_kumpulrejo
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3.3.5. Youtube Desa Kumpulrejo 

https://youtube.com/@desakumpulrejo4187  

 

 

3.3.6. Mading 

 

https://youtube.com/@desakumpulrejo4187


188 

 
 

3.3.7. Ruang dan Meja Pelayanan Informasi 

 

 

3.4.  Lelang Harta Benda Desa 
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3.4.1. Rapat Teknis Lelang Tahun 2020

 
 

3.4.2. Pengadaan Lelang Tahun 2021 
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Gambar Pelayanan informasi : Petugas Informasi dengan Masyarakat / 

Pemohon Informasi 

 

 
Gambar Wawancara dengan Anggota PPID Desa Kumpulrejo 
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Gambar Wawancara dengan Masyarakat/ Penerima Informasi 
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192 

 



193 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama   : Hamami Aulia Khatami 

Tempat/ Tgl. Lahir  : Jakarta, 20 Juli 1997 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Agama   : Islam 

Alamat  : Jl. Kelapa Dua RT 010/ RW 03 Kelurahan 

Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta 

Utara 

Pendidikan  :  

1. SDI Nurul Ikhlas Cilincing Jakarta Utara lulus pada tahun 2008 

2. MTs Al-Miftahiyyah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara lulus pada 

tahun 2011 

3. SMA Muhammadiyah 3 Kaliwungu Kendal lulus pada tahun 2016 

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang 

masuk pada tahun 2018 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-

benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  

     Semarang, 12 Juni 2023 

 

 

Hamami Aulia Khatami 

NIM. 1806016084 


